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ABSTRAK

ANDI RIZKI ADHAN (B 111 01 155), Fungsi DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan Sefelah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Suatu Kajian Sosiologi Hukum) (dibimbing oleh
Andi Pangerang Moenta dan Hasbir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atau
pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan, serta tanggapan masyarakalt mengenai implementasi
atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan, dengan mengambil 30 orang sebagai responden. Penelitian ini
menggunakan metode kajian Sosiologi Hukum. Pengumpulan data dan
informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
kepustakaan (library research) dan metode survei atau penelitian
lapangan (field research) dengan menerapkan teknik wawancara dan
kuisioner, data-data yang dikumpulkan baik data primer maupun data
sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif,

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1)
Fungsi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, namun
pelaksanaannya secara umum atau keseluruhan belum efektif: (2) Faktor
penghambat pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah
rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman empirik dalam
bidang pemerintahan dari anggota dewan, sedangkan faktor
pendukungnya meliputi sarana dan prasarana penunjang tugas
operasional yang representatif, alokasi anggaran belanja DPRD yang
sangat memadai, dan Sekretariat DPRD yang proporsional; (3)
Masyarakat menanggapi bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan fungsinya belum optimal, bahkan menilainya tidak berbeda
jauh dengan masa Orde Baru.
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BAB | \

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurun waktu 1897 - 2001 merupakan tahun-tahun yang penting
bagi perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan nilai-
nilai demokrasi. Krisis demi krisis yang melanda telah menggerakkan
rakyat, dimotori mahasiswa dan kaum intelektual, untuk melakukan
reformasi di segala bidang. Hasilnya dalam kurun waktu tersebut
bangsa Indonesia telah tiga kali mengalami suksesi kepemimpinan
nasional yang diawali dengan runtuhnya penguasa Orde Baru.

Dengan bergantinyga rezim Orde Baru, maka sistem
pemerintahan  berganti.  Sistem pemerintahan vyang semula
menggunakan asas senfralisasi yang semua kewenangan terpusat
pada pemerintah pusat akhimya berubah menggunakan asas
desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat di daerah masing-masing.

Era otonomi daerah pun dimulai, sejak disahkan dan
diundangkannya UU No. 22 Tahun 1998 yang sekarang telah diganti
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disusul

dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 1999 yang sekarang telah

diganti dengan __LILI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU No. 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.,

Otonomi Daerah merupakan isu menarik bila kita amati
perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para
pendiri negara menyusun format negara, isu  menyangkut
Pemerintahan Daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Adapun periodisasi dinamika pemerintahan daerah sebagai
berikut
Pertama, masa 17 Agustus 1945-27 Desember 1948 berlaku UU No. 1
Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 1948. Kedua, masa 27 Desember
1949 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 19589, berlaku UU No. 1
Tahun 1957 dan PENPRES No. 6 Tahun 1958. Ketiga, masa
Demokrasi Terpimpin hingga tahun 1965, berlaku UU No. 18 Tahun
1965. Keempat, masa Orde Baru berlaku UU No. 5 Tahun 1974, dan
pada masa reformasi sekarang berlaku UU No. 22 Tahun 1999 yang
sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Hal mendasar dalam UU No. 22 Tahun 1989 dan UU No. 32
Tahun 2004 adalah kuatnya dorongan pengembangan prakarsa,
kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan
peran dan fungsi DPRD, di mana peran dan fungsi DPRD lebih
diberdayakan sedemikian rupa sehingga DPRD benar-benar dapat-



melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan
fungsi representasi.

Untuk lebih memberdayakan DPRD dalam pelaksanaan
otonomi daerah, kepada DPRD diberikan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang tidak terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan sebelumnya. Bentuk pemerintahan daerah otonom juga
memisahkan antara posisi DPRD dan Kepala Daerah, supaya tidak
terjadi duplikasi dan kerancuan antara tugas eksekulif dan DPRD di
bidang legislatif. Hal ini berbeda sekali dengan konsep lama yang
terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang mencantumkan bahwa
Pemerintah Daerah terdiri dar Kepala Daerah dan DPRD.

Implikasi dari posisi DPRD yang saat ini terpisah dan
pemerintah daerah dalam kenyataannya mengakibatkan DPRD lebih
sering memposisikan diri berseberangan dengan Kepala Daerah dan
Perangkat Daerah. Padahal dalam konteks ini, institusi perangkat
daerah menjadi struktur yang independen, non politis dan fungsional,
serta menjadi lembaga profesional yang akan memberikan dinamika
bagi kehidupan pemerintahan, pembangunan, dan terutama dalam
pelayanan kepada masyarakat serta di pihak lain merupakan lembaga
yang secara fungsional menjawab kebutuhan administratif bagi kedua
lembaga tersebut.

Isu menarik yang tengah berkembang di masyarakat Indonesia
saat ini adalah bahwasanya terdapat kesan lembaga DPRD seolah-

olah telah menjadi Legisfatif Heavy, yang memiliki kekuasaan lebih



besar dibanding Lembaga Eksekutif dan jelas bukan lagi sebagai "Alat
Stempel” untuk melegitimasi kebijakan Kepala Daerah seperti masa
lalu.

Adanya kesan seperti di atas juga berimbas pada DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan, karena ada sebagian masyarakat yang
menganggap bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan seringkali
berlaku arogan dengan bertindak terlalu jauh mencampuri tugas dari
lembaga eksekutif yang bukan merupakan kewenangan dan fungsi
DPRD selaku lembaga legisiatif.

Kejadian ini sebagai akibat terlalu dominannya DPRD dalam
mengontrol jalannya pemerintahan daerah. DPRD merasa memiliki
senjata ampuh yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah (LKPJKD), yang apabila LKPJKD tersebut tidak
diterima oleh DPRD, maka DPRD dapat memberikan pendapat kepada
Mahkamah Agung (MA) yang akan memeriksa pendapat dari DFRD
tersebut Apabila pendapat dari DPRD dapat diterma oleh pihak MA,
maka DPRD dapat mengadakan Sidang Panpuma untuk memutuskan
usulan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden.

Oleh karena #tu, ada indikasi bahwa untuk menghindari
penoclakan LKPJKD tersebut, seringkali Kepala Daerah berusaha untuk
melayani dan kasamya “menyogok” anggota DPRD agar dapat
mempertahankan posisinya sebagai Kepala Daerah, atau Kepala

Daerah akan mengeluarkan kehijakaﬁ keuangan  yang akan



memberikan fasilitas ekslusif terhadap DPRD baik secara
kelembagaan maupun sebagai individu.

Pada hakikatnya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU
No. 22 Tahun 1998 dan UU No. 32 Tahun 2004 disatu sisi telah
membuka  pemikiran  baru  suatu  proses  demokratisasi
penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam lingkup nasional, juga
terutama dalam konteks lokal/daerah. Tapi di sisi lain, khususnya di
Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini mungkin memberikan implikasi
negatif, yaitu peluang bagi terciptanya hubungan yang tidak sehat
antara Kepala Daerah dan DPRD.

Bentuk hubungan searah yang negatif juga dapat terjadi,
apabila Eksekutif maupun Legislatif *berkolaborasi® KKN dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara bersama-sama
menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.

Secara politis hal ini dapat saja dilakukan, apabila DPRD tidak
melakukan fungsinya dengan baik dan hanya menomorsatukan
kepentingan pribadi anggota DPRD dengan mengabaikan kepentingan
masyarakat. Secara hukum dan etika hal ini tentu saja sangat
bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Govemnance padahal orang
— orang yang "duduk” sebagai Angota Dewan tersebut telah dipilih oleh
masyarakat dengan harapan mereka dapat menyerap aspirasi dan
memperjuangkan nasib rakyat.

Adanya kondisi demikian dan rasa ingin tahu tentang pendapat

masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dari wakil mereka yang ada



di Dewan menjadi latar belakang masalah yang mendorong penulis
merasa tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah berbentuk
skripsi dengan judul “FUNGSI DPRD PROVINSI SULAWESI
SELATAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO.32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Kajian Sosiologi

Hukum)”.

. Rumusan Masalah
Penelitian ini berjudul Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah (Suatu Kajian Sosiologi Hukum), untuk mencari solusi terhadap

masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
setelah berlakunya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah?

2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai implementasi fungsi

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?

- Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini

adalah:



1. Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi
implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan.

c. Untuk  mengetahui tanggapan masyarakat mengenai
implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Terhadap Kepentingan Akademik :

Diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran
bagi mahasiswa dan kaum intelektual yang tertarik mempelajari
dan mengkaji tentang masalah otonomi daerah dilihat dari
aspek sosiologi hukum, khususnya masalah hubungan antara
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah, lebih khusus
lagi masalah fungsi DPRD.

b. Kegunaan Terhadap Kepentingan Praktis
Dapat dijadikan acuan dan bahan koreksi bagi aparat
yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan UU otonomi
daerah di Indonesia, khususnya bagi para Anggota DPRD dalam

rangka pelaksanaan fungsi di DPRD masing — masing.



BABE I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum

1.

Kajian Sosiologi Hukum

Pengertian atau definisi sosiologi hukum perlu diketahui
sebelum lebih jauh membahas tentang karakteristik kajian sosiologi
hukum. Tetapi sebelum sampai kepada definisi cabang sosiologi ini
sebaiknya kita menyimak sedikit penjelasan berikut ini. Sosiologi
hukum adalah cabang dari sosiologi, bukan cabang dari ilmu
hukum, tepatnya berada pada kelompok sosiologi jiwa manusia.
Cabang dari sosiologi ini sesuai dengan sifat induknya yang
merupakan ilmu mumi (pure science), maka iapun memiliki ciri-ciri
yang demikian pula. Pemahaman yang demikian ftu perlu
ditegaskan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memberikan
rumusan cabang sosiologi ini.

Menurut Georgers Gurvicth (OK. Chaeruddin, 1989 : 66)
sosiologi hukum adalah :

"Bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah
kenyataan yang konkrit dan dapat diperiksa dari luar, dalam
kelakuan kolektif yang efektif dan dalam dasar materiinya™.

Menurut Achmad Ali (1998 : 11) bahwa :

"Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action,
hukum dalam kenyataan, hukum sebagai tingkah laku
manusia yang berarti berada dalam dunia sein, sosiologi
menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif”,



Menurut Kamus Hukum, Sosiologi Hukum adalah ;

"Keseluruhan daripada norma-norma hidup yang berlaku
dan berkembang seirama dan sejalan dengan
perkembangan masyarakat dalam suatu masa dan di suatu
tempat tak peduli apakah norma-norma hukum umumnya
dan hukum ideal khususnya atau tidak."

Karakteristik Sosiologi Hukum menurut Safjipto Rahardjo
(Achmad Ali, 1998 :19) bahwa :

"Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan
dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat
melakukan melalui pemanfaatan teorl sosial mengenai
hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan
mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya
keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-
tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan
sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-
pengertian, menentukan subjek-subjek yang diatumnya,
maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan
dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas.
Apabila di sini boleh dipakai istilah "sebab-sebab sosial”,
maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan
baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau
sebab-sebab sosial yang lain".

Lebih lanjut Achmad Ali (1998 : 18) menjelaskan bahwa :

"Sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum,
mengapa pakar sosiologi hukum umumnya adalah seorang
yuris bukannya seorang sosiolog ? Tidak lain karena
seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu
membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena
hukum sebagai objek kajiannya. Namun setelah itu ia tidak
lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatig)
untuk mengkaji dan menganalisa fenomena hukum tadi,
melainkan ia melepaskan diri keluar dan menggunakan
pendekatan ilmu - ilmu sosial".



Masih mengenai hal tersebut diatas, Gerald Turkel (Achmad
Ali, 1998:34) mengatakan bahwa :

"Ada tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan
terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu
pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum dan
pendekatan sosiologi hukum®,

Yang dimaksud dengan pendekatan n;mral diatas ialah
pendekatan yang mencakupi hukum dalam suatu arti yang
berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan
kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang
dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum, pendekatan ilmu
hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan
hubungannya yang independent dengan asas-asas dan nilai-nilai
non hukum, kedua pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan
diantara keduanya, fetapi keduanya sama-sama difokuskan
secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum
(subtansi dan prosedur hukum), dan pendekatan sosiologis juga
mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal
hukum.

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel
(Achmad Ali, 1998 : 35) adalah pada :

(1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.

(2) Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga
masyarakat dalam " the social world "mereka.

(3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-
pranata hukum.

(4) Tentang bagaimana hukum dibuat.

(5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
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2. Objek utama kajian sosiologi hukum
Achmad Ali (1998 :18) mengemukakan secara garis besar
objek utama dari kajian sosiologi hukum sebagai berikut

(a) Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black
(1976 :2-4) sebagai govemment social control. Dalam kaitan ini
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah
khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan
ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum
dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh
pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian
terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang
bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah,
sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan
pengendalian sosial dan eksternal (yaitu sanksi yang di
paksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).

(b) Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut,oleh
sosiolegi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu
suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat
sebagai mahluk sosial yang ada di dalam masyarakatnya,
mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan
kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran masyarakat
tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan
dengan itu maka tampaknya sosiologi cenderung memandang
sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi
prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial
dilaksanakan secara efektif

(c) Objek utama kajian sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi.
Perlu diketahui di sini bahwa stratifikasi yang menjadi objek
bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti
misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan grundnorm
teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam
sualu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas
bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap
hukum dan pelaksanaan hukum. Meskipun secara normatif,
hukum senantiasa dipandang sebagai "tanpa pandang buly”
dalam memberlakukan aturan - aturannya, sehingga lahir
pameo equal justice under faw (semua orang sama
kedudukannya di bawah hukum); namun di dalam kenyataanya,
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dengan keberadaan stratifikasi sosial alias jenjang-jenjang
kemasyarakatan, maka secara empiris, pameo normatif di atas
lebih tepat kalau di lengkapi menjadi :

"semua orang sama kedudukannya di bawah hukum tetapi......
siapa dulu bapaknya

Secara empiris-sosiologis, dianut pendapat bahwa hukum
mustahil dapat menghindarkan diri dari sikap maupun tindakan-
tindakan yang sifatnya diskriminatif. Sehingga kalau secara
filosofis-ideal diyakini hukum bertujuan sekadar mewujudkan
keadilan, maka secara empiris-sosiologis barulah dapat menerima
pendapat tersebut sepanjang keadilan tersebut dipahami sebagai
keadilan yang stratifikasif alias keadilan yang disesuaikan dengan
jenjang strata sosial seseorang di dalam masyarakatnya.

(d) Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup
perubahan masyarakat, serta hubungan timbal-balik di antara
keduanya. i

Sosiologi  hukum  utamanya menitikberatkan tentang
bagaimana hukum melakukan interaksi dalam masyarakat .
Sosiologi  hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-
kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum,
bagaimana pengaruh sosial hukum, dan bagaimana hukum
mempengaruhi masyarakat.

Pendekatan sosiologis berusaha untuk mengembangkan
pengetahuan yr;ng berakar dengan mengkomparatifkan studi

hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka
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kemungkinan digunakan metode yang berjenis-jenis mencakup
studi stastistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan
metode historis. Pendekatan sosiologis menganalisis hubungan
antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi yang berbeda-
beda. Sosiologi hukum menggunakan berbagai teori dan konsep
untuk menjelaskan berbagai masalah sociolegal melalui observasi
dan pendiskripsian yang cermat.

Seperti halnya dengan semua kegiatan penelitian ilmiah:
pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama-sama teori-
teori dan studi empiris untuk klaim yang valid tentang hukum dan
masyarakat.

Para ilmuwan yang menetapkan fondasi bagi sosiologi
modern, seperti Emille Durkheim dan Max Weber, lebih
memusatkan karya mereka di sekitar pertanyaan tentang hubungan
sosial dar hukum. Dari arah yang lain, dikenal para pakar hukum
yang mencoba untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh nyata
hukum terhadap masyarakat yaitu Oliver Wendell Holmes dan
Roscoe Pound telah membahas tentang bagaimana pranata-
pranata sosial dan terhadap individu-individu. Karya-karya mereka
menjadi fondasi bagi realisme hukum. Sebagaimana diketahui,
realisme hukum merupakan suatu pendekatan yang didirikan pada
awalnya di dalam ilmu hukum, yang menggunakan bukan sekedar

dokumen-dokumen hukum, penalaran hukum dan teori formal
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tentang hukum, melainkan juga menerima penggunaan analisis
ilmu sosial terhadap hukum agar dapat mengetahui bagaimana
undang-undang serta putusan-putusan hukum berpengaruh
terhadap problem-problem kemasyarakatan.

Di Indonesia karya-karya Satjipto Rahardjo, menampakkan
bahasan yang membahas baik pengaruh nyata hukum terhadap
masyarakat, maupun sebaliknya pengaruh masyarakat dan
parubahan masyarakat terhadap hukum.

Bagaimanapun adalah penting untuk mengetahui bahwa
para sosiolog hukum sering mempunyai cara yang berbeda untuk
membatasi dan mempelajari masalah-masalah. Menurut Max
Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mencoba
memahami makna subjektif (interprefative understanding) dar
tindakan sosial untuk sampai ke penjelasan kausal tentang sebab
dan akibat. Dalam pengertian tindakan termasuk semua tingkah
laku manusia dan tindakan individual yang terikat pada makna
subjektif. Sebagai contoh apakah pidana mati bagi pelaku
kejahatan dapat menghalangi kejahatan atau tidak, merupakan
pertanyaan jenisnya berbeda dari apakah pidana mati bagi pelaku
kejahatan dapat memberi kepuasan atau memuaskan bagi
kebutuhan emosional dari pihak keluarga korban untuk membalas

dendam.
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Adapun  karakteristik dari Sosiologi Hukum yang periu
diketahui adalah objek kajiannya yang cukup luas, termasuk dalam
bidang pemerintahan atau tata negara. Beberapa teori dari
Sosiologi Hukum yang terkait dengan bidang pemerintahan atau
tata negara, diantaranya adalah teori The Law of The Non
Transferrabifity of Law dari Robert B. Seidman yang berarti hukum
itu tidak bisa ditransfer begitu saja dari satu masyarakat ke
masyarakat lainnya, karena hukum itu tidak hanya ditentukan oleh
faktor ansee tetapi juga faktor-faktor lain. Konsep dari Robert B.
Seidman tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh
David Trubek, dimana ia mengemukakan bahwa hukum itu
sebaiknya ditransfer atau diambil dari negara-negara yang telah
maju.

Berkaitan dengan fungsi DPRD sebagai suatu Lembaga
Kemasyarakatan, jika ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum maka
Lembaga Kemasyarakatan menurut Soerjono Soekanto (2004 :
199) bertujuan memenuhi kebutuhan — kebutuhan pokok manusia
pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana
mereka harus bertingkah — laku atau bersikap di dalam
menghadapi masalah — masalah dalam masyarakat, terutama
yang menyangkut kebutuhan — kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan

sistem pengendalian social (social confrol). Artinya, sistem
pengawasan masyarakat terhadap tingkah — laku anggota —

anggotanya.
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Fungsi — fungsi di atas menyatakan bahwa apabila
seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat
tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga —

lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengertian Fungsi dan Fungsi Legislatif
a. Pengertian Fungsi

secara bahasa atau efimologi pengertian fungsi antara lain :
Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia (1299 : 298) fungsi
adalah :
1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
2. Kegunaan suatu hal
3. Cara kena suatu organ tertentu
Dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia (2000 : 180) Bambang
dan M. Nur menuliskan :
Fungsi adalah : kegunaan pekerjaan.
Menurut Betsy-Ann Toffler (2000 : 421) dalam kamus istilah
pemasaran menuliskan :
Fungsi adalah : menjelaskan tentang kedudukan atas tanggung
jawab.
John M. Echols dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris-
Indonesia (1984 : 260) menuliskan kata function diartikan
1. Fungsi atau Eégunaan

2. Pekerjaan
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Dalam halaman yang sama functionary diartikan :
1. Pejabat
2. Petugas
3. Pegawas

Sedangkan menurut J. H. A. Logeman (1948 : 104)
pengertian fungsi lebih ditujukan pada fungsi organisasi atau
negara, dimana suatu organisasi tidak secara langsung merupakan
fakta sebagai hubungan (kerja sama) antar manusia, melainkan
sebagai suatu hubungan antar fungsi — fungsi. Barulah ada
organisasi jika ada pembagian fungsi tertentu (sekalipun juga
secara plastis). Dalam hal mana fungsi itu adalah suatu fingkungan
kerja tertentu dalam hubungan keseluruhan. Fungsionaris dapat
berganti, fungsi tinggal tetap. Dengan kata lain, fungsi itu adalah
personifikasi pada tahap pertama, sama dengan yang telah
diteropong dahulu. Akan tetapi dalam bidang hukum positif, fungsi
dalam organisasi negara disebut jabatan negara. Hal ini merupakan
sfenografi secara yuridis, sejauh personifikasi ini dapat dipikirkan
terletak dalam wewenang dan kewajiban orang — orang yang
memenuhi kecakapan tertentu, digandengkan pada suatu
penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu. Dan
sejauh itu bersifat sfenografis, tetapi hanya mungkin karena dalam
pertalian tentang wewenang dan kewajiban manusia itu dapat
diamati suatu momentum identitas sendiri secara tersendiri.

Adapun definisi fungsi menurut penulis adalah sebuah

penjelasan terhadap kewenangan yang dimiliki secara praktis.
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b. Pengertian Fungsi Legislatif
Adapun beberapa pengertian fungsi DPRD adalah :
Menurut Syarief Makhya (Ambong, 1991 : 178) menyatakan fungsi
legislatif mencakup 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi di bidang perwakilan,
fungsi peraturan, fungsi pengawasan, fungsi memilih.
Menurut Meriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong (Ambong, 1991 :
103) menyatakan bahwa :
"Lembaga legislatif atau badan yang tugas utamanya di bidang
perundang-undangan yaitu menentukan kebijaksanaan dan
membuat undang-undang termasuk mengadakan amandemen
terhadap rancangan undang-undang vyang diajukan oleh
pemerintah dan hak budget serta mengontrol badan eksekutif agar
semua tindakannya sesuai yang telah ditentukan"
Sedangkan B. N. Marbun (1983 : 158) fungsi legislatif meliputi :

Fungsi memilih dan menyeleksi

Fungsi pengendalian dan wawasan

Fungsi pembuat undang-undang dan pengawasan

Fungsi debat
Fungsi representasi

ol ol -

Jika berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka fungsi DPRD :

a. memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan
Walikota/ Wakil walikota; ,
b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan

Daerah;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, atau

Walikota/ Wakil Walikota;

d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk
Peraturan Daerah:

e. bersama dengan Gubemur, Bupati, atau Walikota menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:;

f. melaksanakan pengawasan terhadap:
1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang —

undangan lain; :

2. pelaksanaan keputusan Gubermnur, Bupati dan Walikota:
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3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. kebijakan Pemerintah Daerah: dan
2. pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah:

g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah

terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan Daerah; dan

h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan

masyarakat.

Adapun jika berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 maka fungsi

legisiatif meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,

yaitu:

a.

b.

membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama;

membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan kepala daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang — undangan lainnya, peraturan kepala
daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerja sama
internasional di daerah;

. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/

wakil kepala daerah kepada Presiden dan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubermur bagi DPRD kabupaten/ kota:
memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil kepala daerah;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah:
membernkan persetujuan terhadap rencana kera sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah:

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:
membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah:
melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar
daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
daerah.
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C. Landasan Hukum DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah

Landasan Hukum pemerintahan di daerah, terdapat dalam

batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 yang dalam naskah pasca

amandemen 2002, yaitu :

Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi

1.

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah
daerah yang diatur oleh UU.

Femerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan,

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.

Femerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang dalam UU ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam UU.,

Dalam penjelasan pasal ini khususnya dalam penjelasan

daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan

daerah yang bersendikan permusyawaratan. Pesan ini menghendaki

adanya suatu badan atau lembaga perwakilan yang berkedudukan di

daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 1 huruf d UU No. 22 Tahun 1999

yang mengatakan bahwa :
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"Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan
daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
desentralisasi”; dan
pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa:

"‘DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pasal 18 UUD
1845 merupakan landasan hukum pembentukan pemerintah daerah
berikut aparat-aparat pelaksanaannya, yang mana adanya semacam
badan perwakilan daerah yang dalam perkembangannya menjelma
menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Karena posisi dan perannya yang sedemikian besamya
sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-
undangan maka DPRD memegang kunci dalam menentukan kebijakan
dan pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

Maka seyogyanya sebagai wakil rakyat, DPRD diberikan
kewenangan agar dapat melaksanakan fungsinya. Secara umum,
fungsi-fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan. Keseluruhan kewenangan DPRD
yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun

2004 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.
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D. Implementasi Fungsi DPRD Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan
Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Pelaksanaan fungsi legislatif diatur dan mengacu pada
peraturan tata tertib DPRD. Dengan demikian, salah satu tugas
pertama dan utama DPRD adalah menyusun peraturan tata tertib
DPRD tentang perihal termaksud. Peraturan tata tertib itu diterapkan
dengan keputusan DPRD.

Pelaksanaan fungsi legislatif itu adalah untuk menjamin satu
atau lebih hal-hal yang dipandang baik dan penting bagi kehidupan
rakyat. Oleh karena itu, prinsip moralitas publik harus menjadi
landasan dasarnya. Menurut Haryadi (Ilmu Pemerintahan FISIP UGM,
2003 : 150) nilai-nilai utama dari moralitas publik itu adalah -

a. Prinsip pertanggungjawaban kepada pihak di luar dirinya untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama;

b. Prinsip jangan merugikan;

c. Prinsip tidak membiarkan kejahatan;

d. Prinsip mereduksi derita.

Prinsip pertanggung-jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama di sini berbasis pada pluralisme. Pluralisme selalu
mengandaikan adanya banyak pihak di luar diri sendiri. Masing-masing
pihak mungkin memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda satu
dengan yang lain. Tanggung-jawab publik mengharuskan terjaminnya
preferensi dan kepentingan rakyat yang beragam itu. Berhal demikian,
pertanggung-jawaban tidak terutama mengarah pada diri sendiri, tapi
kepada pihak-pihak éli luar diri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban

Badan Legislatif Daerah harus selalu diorientasikan kepada rakyatnya.
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Karenanya, harus ada mekanisme yang menjamin terlaksananya
pertanggung-jawaban publik Badan Legislatif kepada rakyatnya secara
berkesinambungan.

Prinsip jangan merugikan, mengandaikan setiap keputusan
Badan Legislatf Daerah sebagai lembaga politik pasti ada yang
diuntungkan dan dirugikan. Oleh karenanya, secara rasional harus ada
kalkulasi yang meminimalkan kategori pihak yang dirugikan oleh setiap
keputusan politik yang diambil dan atau disetujui oleh Badan Legislatif,

Prinsip tidak membiarkan kejahatan, mengandaikan kekuasaan
politik cenderung korup. Selalu saja ada kecenderungan menyalah-
gunakan kewenangan politik (polifical corruption), yang terefleksi dari
tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan Legislatif diseyogyakan
tidak membiarkan bersemai dan tumbuh subumya political corruption
dalam tata-kelola berpemerintahan, baik pada Badan Legislatif sendiri
maupun pada Badan Eksekutif. Political Corruption harus dicegah dan
ditindak tegas, karena perlahan dan pasti akan mensubversi lembaga
pemerintahan dan negara-bangsa. Keputusan politik yang dibuat dan
atau disetujui Badan Legislatif seyogyanya menyuratkan teks yang
gamblang untuk tidak membiarkan terjadinya kejahatan.

Prinsip mereduksi derita, mengandaikan hidup bermpemerintahan
dalam konteks negara-negara menjanjikan peningkatan keadilan,
kemakmuran, keamanan, dan kebaikan bersama. Karenanya,

keputusan politik yang dihasilkan dari tata kelola berpemeritahan harus
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menjamin proses pengurangan derajat penderitaan rakyat. Hidup
berpemerintahan yang justru meningkatkan derajat penderitaan, hanya
akan menimbulkan kecenderungan pengingkaran dan anti-pati kepada
lembaga-lembaga pemerintahan. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat
mengikis komitmen hidup sebagai suatu bangsa. Penderitaan di sini
bukan sesuatu yang abstrak, tapi sangat terukur dan terentang dalam
skala specirum. Bila di dalam ekonomi lazim dikenal istilah gross
domestic product yang mengindikasikan produk domestik, maka patut
dikenalkan istilah gros domestic dhukka yang mengindikasikan derajat
penderitaan rakyat pada level domestik.

Berdasarkan pada uraian prinsip moralitas publik di atas, maka
internalisasi, sosialisasi, dan pendalaman teks peraturan daerah,
keputusan dan aturan tata tertib DPRD tentang pelaksanaan fungsi
DPRD kepada seluruh anggota legislatif, baik sebelum, selama
pembahasan, maupun setelah diputuskannya peraturan daerah,
keputusan dan tata tertib DPRD perlu dilakukan. Agar, semua anggota
legislatif memiliki pemahaman yang relatf sama terhadap ftiap
keputusan politik yang diambilnya berlandaskan pada prinsip moralitas

publik tersebut.
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Menurut Haryadi (limu Pemerintahan FISIP UGM, 2003 : 143 — 145)

secara substansi fungsi dari Badan Lgislatif terdiri atas:
1. Menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Berbagai macam kepentingan dapat kita temukan pada
komunitas politk di manapun berada. Kepentingan-kepentingan
tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari
komunitas politik bersangkutan yang diharapkan dapat terpenuhi.
Wakil rakyat diharapkan memiliki sensitifitas yang tinggi, sehingga
dapat menyerap aspirasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan
rakyatnya tersebut.

Secara kategorik, gaya pengartikulasian kepentingan rakyat
dapat dipilih dalam pasangan-pasangan : manifest atau latent, specific
atau diffuse, general atau particular, dan instrumental atau affective.

Artikulasi kepentingan secara manifest merujuk pada
perumusan kepentingan secara eksplisit dan cara penyampaian yang
tegas. Sedangkan artikulasi kepentingan latent tidak dirumuskan dan
disampaikan secara tegas, fapi hanya menunjukkan perasaan dan
tingkah laku yang ditransmisikan ke dalam tatanan politik. Apabila
rakyat lebih banyak mengartikulasikan kepentingannya secara lafent,
maka akan agak sulit bagi wakil rakyat menafsirkan dan menanggapi

kepentingan rakyatnya secara akurat.
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Adapun artikulasi kepentingan specific merujuk pada pengertian
tingkat kekhususan dari kepentingan yang diajukan, seperti tuntutan
kenaikan upah minimun regional dan semacamnya. Namun ada
kalanya kepentingan rakyat itu dikemukakan secara diffuse, misalnya
lewat pernyataan-pernyataan seperti kita menginginkan reformasi
politik dan semacamnya.

Berikutnya, artikulasi kepentingan general menunjuk pada
kepentingan orang banyak, seperti tuntutan pengenaan pajak yang
lebih tinggi kepada orang-orang kaya. Sebaliknya, bila tuntutan itu
lebih menunjuk pada kepentingan perseorangan atau kelompok kecil
tertentu, disebut artikulasi kepentingan particular. Contohnya, tuntutan
seseorang atau keluarga tertentu untuk diberikan pengecualian yang
menyangkut penyidikan hukum.

Sedangkan  artikulasi kepentingan insfrumental dapat
mengambil bentuk persetujuan ataupun tawar-menawar dengan segala
macam konsekuensinya. Dan, artikulasi kepentingan affective
biasanya mengambil bentuk dalam pemyataan amarah, kekecewaan,
atau harapan dan terima kasih. Contohnya adalah demontrasi
menentang dan atau mendukung terpilihnya Gubemur Provinsi
Sulawesi Selatan,

2. Mengagregasikan kepentingan rakyat.
Dalam hal ini, -yang dimaksud adalah fungsi legislatif untuk

menampung, mengubah, dan mengkonversikan kepentingan-
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kepentingan yang diartikulasikan oleh rakyat sampai menjadi alternatif-
alternatif kebijakan publik. Kemampuan manajerial diperiukan oleh
wakil rakyat dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan ini. Dan,
secara umum terdapat beberapa gaya agregasi kepentingan, yaitu :
pragmatic bargaining, absolute value oriented, dan traditionalistic.

Dalam gaya pragmatic bargaining, upaya-upaya mengadakan
kompromi dan atau melihat situasi dan kondisi mendominasi proses
agregasi kepentingan. Kebalikannya, adalah gaya absolute value
oriented, yang justru menolak kompromi. Pemecahan masalah yang
berhubungan dengan agregasi kepentingan diselesaikan secara logis
dan terkadang dengan rasionalitas yang agak kaku. Sementara gaya
traditionalistic lebih berorientasi pada pola-pola masa lalu dalam
mengagregasikan kepentingan rakyat.

3. Rekruitmen politik.

Maksudnya adalah fungsi legisiatif dalam menyeleksi individu-
individu sesual dengan Kkualifikasi yang diperlukan guna menduduki
jabatan politik tertentu. Cara rekruitmennya bisa dilaksanakan secara
terbuka memberi kesempatan yang sama kepada rakyat yang
ﬁe:nenuh'r syarat untuk direkruit.  Sedangkan rekruitmen politik
tertutup hanya memberi kesempatan kepada individu-individu tertentu
saja, yang biasanya didasarkan pada krteria pertemanan, uang,

keturunan, atau agama.,
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4. Mengontrol atau mengawasi kinerja eksekutif.

Yang dimaksud disini adalah fungsi legislatif dalam mengawasi
segala kegiatan pemerintah. Segala kegiatan pemerintah ini meliputi
pilihan langkah untuk melakukan sesuatu yang berkait dengan proses
memerintah (governing). Pilihan langkah pemerintah untuk melakukan
dan atau tidak melakukan sesuatu ini lazim disebut kebijakan publik.

Bila hendak dikategorisasi, maka bentuk pengawasan legislatif
ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu pengawasan preventif dan
pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan
represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan (pemerintah atau daerah) dan keputusan
kepala pemerintahan (pusat atau daerah) mengenai pokok-pokok
tertentu yang akan berlaku sesudah ada pengesahan atau penetapan
dari pejabat yang berwenang. Sedangkan pengawasan represif adalah
penangguhan atau pembatalan peraturan dan keputusan kepala
pemerintahan.

Manajemen pengawasan vyang efektif terhadap kinerja
pemerintahan sangatlah diperlukan, terutama bila dikaitkan dengan
upaya mewujudkan good and clean govemance. Dan sesunguhnya,
dalam kerangka good and clean govemance itu, pengawasan tidak
hanya diarahkan kepada badan eksekutif saja, tapi juga kepada badan
legislatif itu sendiri. Sangat riskan lembaga legislatif sebagai lembaga

politik-dibiarkan berkinerja tanpa pengawasan.

28



Fungsi-fungsi legislatif di atas biasa pula dikategorikan secara
berbeda, yaitu dengan penyebutan fungsi representasi, fungsi
pengawasan, dan fungsi legislasi. Fungsi representasi megandaikan
lembaga legislatif dan keseluruhan anggotanya mewakili keseluruhan
rakyat. Karena itu, baik sebagai lembaga maupun individu anggota-
anggotanya, legisiatif harus selalu tunduk dan tanggap kepada
preferensi dan kepentingan rakyatnya. Badan legislatif tak boleh
memiliki agenda yang bertentangan dengan agenda rakyatnya.
Adapun fungsi pengawasan, diarahkan kepada pengawasan kinerja
Badan Eksekutif agar selalu berjalan pada jalur yang benar, terutama
dalam memberikan pelayanan publik, penciptaan ketertiban sosial, dan
peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan fungsi legislasi
menghendaki adanya keharusan dan kemampuan legislatif mengambil
inisiatif merancang peraturan-peraturan pemerintahan yang akan
dilaksanakan oleh Badan Eksekutif.

Pada level daerah, fungsi lembaga legislatif itu disebut dengan
istilah “tugas dan kewenangan®™ DPRD secara nommatif diformulasikan
dalam pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1999, sedangkan pelaksanaan
fungsi dari DPRD pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dijabarkan pada
pasal 42 yang antara lain meliputi :

a. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentiannya di tengah

jalan;
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b. Bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah, termasuk
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED);

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain, pelaksanaan keputusan kepala
daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah, serta
pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, termasuk
memberikan pendapatan dan pertimbangan kepada Pemerintah
Fusat tentang kerjasama internasional yang menyangkut
kepentingan daerabh;

d. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat,

Akhirnya, kesanggupan dan kemampuan lembaga legislatif
khususnya DPRD menjalankan fungsi-fungsi di atas, akan menentukan
citra legislatif di mata rakyatnya, yang pada gilirannya sangat

mempengaruhi agenda politik dan dinamika politik yang berkembang di

luar lembaga legislatif. Dengan kata lain, wibawa dan basis dukungan

rakyat terhadap badan legislatif akan menguat bila fungsi legislatif
optimal dijalankan. Sebaliknya, wibawa dan basis dukungan rakyat
terhadap badan legislatif akan merosot bila legislatif tidak optimal

menjalankan fungsi-fungsinya.
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BAE Il

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kantor DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan dengan alasan bahwa di kantor tersebut tersedia data-data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
sebagal berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian setelah melakukan wawancara dari pihak-pihak yang
terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
berupa buku-buku, literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan
perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka

(library research) dan penelitian lapangan (field research).



1. Penelitian Pustaka (library research)

Pada penelitian atau studi kepustakaan ini dimaksudkan
untuk mempercleh prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dengan
masalah yang dibahas oleh topik skripsi ini.

Fenelitian pustaka penulis lakukan dengan jalan membaca
dan berusaha memahami sejumlah literatur yang ada hubungannya
dengan masalah yang penulis bahas, yang dapat dijadikan sebagai
sumber acuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan
sekaligus mencari data-data sekunder yang diuji kebenarannya.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Pada penelitian lapangan dilakukan dengan pengumpulan
data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan
para pihak yang mempunyai relevansi yang erat dengan masalah
yang penulis bahas.

FPenelitian lapangan ini penulis lakukan untuk memperoleh

data utama objek penelitian.

D. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data
yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung
kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan
kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara
menyeluruh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan
yang bersifat deskriptif. Selain menggunakan teknik analisis kualitatif
data yang diperoleh juga dianalisis secara kuantitatif yang dipaparkan
dalam bilangan persentase dan distribusi frekuensi dengan rumus

perhitungan sebagai berikut:

P=—F—u 100 %
N

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah Terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara yang
bertugas sebagai abdi masyarakat yang memberikan pelayanan
secara adil dan merata sangat berperan penting dalam
penyelenggaraan dan pembangunan, secara terus menerus dan
berkesinambungan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi
kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah
merupakan alat kelengkapan Pemernintah Daerah, cleh sebab itu
pembentukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan
keharusan.

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:
I/Des. | tanggal 10 November 1960, sebagai pedoman
pelaksanaan/pembentukan DPR-GR menurut Penpres Nomor §
Tahun 1960  (disempumakan) dibentuklah DPR-GR Sulawesi
Selatan Tenggara dengan Surat Keputusan Menteri Dalam MNegeri
tanggal 6 Oktober 1961 Nomor : Desember 2/24 dengan jumiah
anggota sebanyak 40 orang, dimana anggota-anggota itu dilantik

tanggal 17 Oktober-1961.




5 =

DPRD tersebut menjalankan tugasnya sebagai aparat
pemerintah daerah Sulawesi Selatan Tenggara sampai dipisahkan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan dari Sulawesi Selatan Tenggara
berdasarkan Undang-Undang Nomor ;13 Tahun 1964, dibentuk
pulalah DPRD - GR di masing-masing Daerah Tingkat | itu dengan
jumlah anggota yang ditetapkan dalam UU tersebut, yang antara
lain disebutkan bahwa Sulawesi Selatan sebanyak 35 orang,
Sulawesi Tenggara sebanyak 20 orang.

Sesudah dikeluarkan anggota DPRD-GR (Ex.Sulawesi
Selatan Tenggara) yang semata-mata diangkat atas pertimbangan
untuk mewakili Sulawesi Tenggara, tinggallah anggota-anggota
yang beralih menjadi anggota DPRD-GR Sulawesi Selatan dan
ditambah anggota baru sehingga menjadi 35 orang.

Dengan berlakunya UU nomor 18 Tahun 1985, sejak tanggal
1 OSeptember 18965, lembaga-lembaga pemerintah daerah
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan anggota
DPRD-GR Sulawesi Selatan menjadi 40 orang.

Menjelang berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1965, telah
dikeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 1965, tentang
cara pengisian lowongan anggota DPRD dan instruksi Mendagn
Nomor 22 Tahun 1964, Nomor 8 Tahun 1964 tentang

penyelenggaraan pemerintah daerah.
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Bagian daripada instruksi yang menyangkut DPRD dalam
memasukan segala unsur-unsur revolusioner ke dalam DPRD,
mengeluarkan bekas-bekas anggota, ketua partai
(Ex.Masyumilpsi). Selain itu sejauh mungkin mengusahakan
supaya sefiap anggota betul-betul mencerminkan golongan yang
diwakilinya.

FPerbedaan yang fundamental antara UU Nomor 18 Tahun
1965 dengan perundang-undangan vyang lama tentang
pemerintahan daerah adalah :

a. Tidak dirangkapnya lagi jabatan ketua DPRD-GR oleh kepala
daerah.

b. Dilepaskannya larangan keanggotaan pada suatu partai politik
bagi kepala daerah dan badan pemerintahan daerah harian,

c. Tidak lagi kepala daerah didudukkan secara konstitusi sebagai
sesepuh daerah.

Mengenai jumlah anggota DPRD ditentukan pula
berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan jumlah minimum
40 urang' maksimum 75 orang bagi Daerah Tingkat |, sedang bagi
Daerah Tingakat Il minimum 25 orang maksimum 40 orang.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa keanggotaan
2004/2009 keseluruhan berjumlah 75 orang. Sejak terbentuknya
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka telah dipimpin oleh 9 orang

ketua DRRD, masing-masing yaitu :




1. 1966/1967 - Kamaluddin Lili

2. 19671972 : H. F. D. G. Manambung

3. 197211977 : A.R. Manijdi

4. 197771982 . H. A. Abdul Latief

5. 1982/1987 : H. M. Arsyad B

6. 1987/1997 : DR. H. B. Mappangara

7. 1985/1996 : H. Allim Bachri

8. 199772003 : H. M. Amin Syam

8. 2003/2004 : H. Eddy Baramuli, SE

10. 2004-sekarang : Ir. H. Agus Arifin Nu'mang MS

Selanjutnya untuk penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi
- komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Sidang 2004/2005
ditetapkan dengan menimbang bahwa telah ditetapkannya
Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Sidang 2004 dalam Keputusan Pimpinan DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 45/X1/2004 tanggal 1 November
2004, maka Komisi-komisi DPRD, telah melakukan pemilihan
Fimpinan Komisi-komisi. Dan ditetapkan pula keputusan DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pimpinan dan
Anggota Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Sidang 2004/2005.

Dengan ditetapkannya Keputusan Gubermnur Sulawesi
Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Fembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

37




—_—

Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi

Selatan, maka

untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil

guna dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan

Rincian Tugas Jabatan Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
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Gambar 1. Peta Lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

b. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagai wakil rakyat di

lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, secara keseluruhan

dilaksanakan oleh anggota DPRD melalui pembidangan kerja yang

" telah ditentukan berdasarkan tata tertib.
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Berikut ini adalah struktur organisasi di lembaga DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan:
1. Anggota DPRD

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah mereka
yang diresmikan keanggotaannya serta telah diambil sumpah dan
janjinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dimana pengambilan sumpah dan janji serta pelantikannya di
lakukan dalam sidang paripurna dewan. Dengan masa
keanggotaannya selama 5 tahun dan berhenti bersama — sama
setelah masa keanggotaannya berakhir.

Format pengisian anggota DPRD dilakukan melalui cara /
hasil Pemilu. Adapun jumlah keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan saat ini adalah berdasarkan ketetapan jumlah kursi untuk
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 2004 sebanyak
75 orang, yang merupakan representasi dari wakil partai politik
peserta pemilu Tahun 2004,

Format lain pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan adalah melalui pergantian antar waktu (PAW).

2. Alat kelengkapan DPRD meliputi :

a. Pimpinan Dewan
Fimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dipilih dari dan
oleh anggota DPRD serta ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mendagri. Pimpinan DPRD dalam hal ini terdiri dari 1 orang ketua
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dan 3 orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD merupakan satu
Kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

Sefain itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD, karena
jabatannya juga bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua panitia

musyawarah dan panitia anggaran merangkap anggota.

b. Komisi-komisi

Komisi-komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa
keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan
DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi. Penetapan
anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya
efisiensi tugas DPRD. Adapun masa penetapan anggota DPRD
dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan oleh
pimpinan DPRD atas usul fraksi.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang
bersifat kolektif. Komisi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh
masing-masing Ketua dan Sekretaris Komisi yang bersangkutan
serta ditetapkan dalam keputusan DPRD,

Adapun komisi-komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
terdiri dari:

* KomisiA : Bidang Pemerintahan, meliputi  pengawasan
pemernntahan daerah, pembinaan kesatuan
har-'ngsa, perlindungan masyarakat, kearsipan, Polisi

Pamong Praja, perwakilan pemda, informasi,
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komunikasi, pers, media cetak [/ visual dan
pengendalian frekuensi, organisasi pemda,
kepegawaian dan aparatur, hukum dan perundang-
undangan, kelembagaan supra infrastruktur politik,
pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat,
pertanahan dan perizinan,

» KomisiB : Bidang Perekonomian, meliputi perdagangan,
perindustrian, koperasi, pertanian, perkebunan dan
peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan,
pariwisata, ketahanan pangan dan logistik,
perekonomian daerah, sensus dan statistik, dunia
usaha.

#» HKomisiC : Bidang Keuangan, meliputi pendapatan daerah
(pajak, retfribusi, bagi hasil pajak dan bagi hasil
bukan pajak), keuangan daerah [ negara,
penanaman modal (PMA / PMDN), kas daerah,
perbankan, BUMN / BUMD, perusahaan patungan.

¥ KomisiD : Bidang Pembangunan, meliputi pertambangan dan
energi, pemukiman dan prasarana wilayah,
perhubungan, penanaman perencanaan
pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat,
penelitian dan pengembangan, pembangunan

daerah / pusat, pengendalian dampak lingkungan.
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Komisi E : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi kesehatan,
pendidikan dan pengajaran, kebudayaan, tenaga
kerja dan transmigrasi, kesejahteraan sosial,
pendidikan dan pelatihan, IPTEK dan Perguruan
Tinggi, Keluarga Berencana dan Kependudukan,
Agama, kepemudaan, wanita, pramuka dan
olahraga.

c. Panitia-panitia

# Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan
DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada
permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia Musyawarah
terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan
jumlah anggota dan seorang wakil dan setiap fraksi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya
adalah ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah
merangkap anggota. Susunan keanggotaan panitia
musyawarah ditetapkan oleh keputusan paripurna. Sekretaris
DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia
musyawarah bukan anggota.

*> Panitia Anggaran
Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD

yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan
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masa keanggotaan DPRD. Anggota Panitia Anggaran terdiri
dari seorang wakil dari setiap fraksi berdasarkan
pertimbangan jumlah anggota dan wakil dari setiap komisi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya
adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap
anggota. Susunan keanggotaan panitia anggaran ditetapkan
oleh rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya
dapat ditunjuk sebagai sekretaris panitia anggaran bukan
anggota.

Panitia Khusus

Panitia khusus juga merupakan alat kelengkapan
DPRD namun bersifat sementara. Pimpinan DPRD dapat
membentuk  panitia khusus setelah mendengarkan
pertimbangan Panitia Musyawarah.

Panitia Khusus terdii sekurang-kurangnya 5 orang
anggota DPRD termasuk seorang ketua yang ditentukan oleh
Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia
musyawarah. Panitia Khusus dapat menunjuk seorang
anggota sebagai pelapor, sekretaris DPRD karena jabatannya
dapat ditunjuk sebagai sekretaris panitia khusus bukan
anggota.

Rapat Paripuma dapat memperpanjang atau

memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
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Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu
penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan
selesai.

d. Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dari dan oleh
anggota DPED. Pimpinan Badan Kehommatan DPRD terdiri atas
seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh
anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dibantu oleh
sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD.

Adapun tugas dari Badan Kehormatan, sebagai berikut:

a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota
DPFRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai
dengan Kode Etik DPRD.

b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DFRD
terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etikk DPRD serta
sumpah janji.

c. Melakukan penyelidikan, wverifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih.

d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verfikasi dan

klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.




3. Fraksi- fraksi

Fraksi-fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD
berdasarkan kekuatan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
Setiap anggota DPRD harus menjadi salah satu anggota fraksi,
Partai Politik yang dapat membentuk fraksi adalah Partai yang
memperoleh jumlah kursi paling sedikit 1110 dari jumlah anggota
DPRD yang ada. Beberapa Partai Politik peserta pemilu yang
jumiah kursinya kurang dari 1/10 dapat membentuk 1 fraksi yang
merupakan gabungan dari partai politk yang bersangkutan ke
dalam salah satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya.

Setelah fraksi-fraksi terbentuk masing-masing pimpinan
fraksi melaporkan nama fraksi, pimpinan dan anggotanya kepada
Pimpinan DPRD untuk ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas, fraksi-fraksi mendapat
bantuan sarana teknis administrasi dari Sekretariat DPRD.
Berikut ini nama-nama fraksi yang ada di DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan:

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan :7 orang

2. Fraksi Partai Golkar ' : 33 orang

3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : 6 orang
Perjuangan

4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 8 orang

5. Fraksi Partai Persatuan Demokrasi : 8 orang
Kebangsaan .

6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 8 orang

7. Fraksi Gabungan : 5 orang
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B. Analisis Implementasi Fungsi DPRD Prn-rinall Sulawesi Selatan
Berbicara mengenai pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan maka harus dicermati bagaimana empat fungsi
DPRD  vyang meliputi fungsi kontroll pengawasan, fungsi
1egiéIasia’perundang—undangan. fungsi budgeter/ anggaran dan fungsi
representasi, diimplementasikan oleh para anggota DPRD melalui
sikap dan kinerjanya di lembaga legislatif tersebut.
Hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan fungsi DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan dikemukakan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan/ Kontrol

Pelaksanaan fungsi pengawasan/ kontrol, oleh DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan melalui rapat-rapat
kerja dengar pendapat dengan jajaran eksekutif. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan sekaligus
hambatan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan roda
pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Fungsi pengawasan/ kontrol ini bersifat Policy Controll yaitu
pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan eksekutif yang
sudah disepkati bersama dengan DPRD.

Selain itu pelaksanaan fungsi ini jJuga dilakukan melalui cara
turun langsung ke lapangan oleh anggota DPRD, guna memantau

dan merekam fenomena-fenomena yang berkembang di
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masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan eksekutif
dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi
pengawasan/ kontrol oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah
dilaksanakan. Tanggapan Responden mengenai pelaksanaan
fungsi pengawasan/ kontrol itu, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

MNo. | Tanggapan Responden Frels;}ensi FEFEEE;‘EEE
1. | Telah dilaksanakan 9 60,00
2. | Kurang dilaksanakan 6 40,00
3. | Tidak dilaksanakan 0 0
Jumlah 15 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan responden Tabel 1 di atas, jelas terlihat lebih
besar responden yang memberi tanggapan bahwa pelaksanaan
fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah
dilaksanakan yaitu sejumlah 9 orang responden ( 60%), 6 orang
responden (40%) menanggapi kurang dilaksanakan dan tidak ada
responden (0%) menanggapi tidak dilaksanakan.

Dari wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi
pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga telah

dilaksanakan, khususnya untuk menjamin bahwa pelaksanaan
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kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan Kepala Daerah tidak
menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati bersama DPRD
dan ketentuan peraturan yang ada.

Adapun hasil pengamatan dan temuan penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kontrol oleh DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat
dari adanya jadwal kegiatan rutin dari komisi-komisi DPRD untuk
turun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD.

Tetapi hasil pengamatan dan temuan penelitian juga
memperlihatkan bahwa, walaupun pelaksanaan fungsi pengawasan
oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, akan
tetapi pelaksanaannya kurang efektif.

Hal ini diakibatkan karena pelaksanaan fungsi pengawasan
itu terkesan lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan
terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah dan
mengesampingkan aspek pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan operasional Kepala Daerah.

Padahal dalam kapasitasnya sebagai Badan Legislatif
Daerah, DPRD seharusnya melakukan pengawasan secara umum
(General Controlling) yakni pengawasan menyeluruh terhadap
pelaksanaan seluruh kebijakan eksekutif baik pelaksanaan APBD

oleh Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan kebijakan

operasional Kepala Daerah.
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Dalam hal ini, seharusnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
mempergunakan hak pengawasan represif yaitu hak pengawasan
yang dapat dikenakan kepada pejabat eksekutif yang memiliki
indikasi cacat moral dan krisis kepercayaan yang berimplikasi
hukum, namun hukumnya menjadi tanggung jawab penegak
hukum. Karena itu bila pejabat eksekutif terkena sanksi politis maka
belum tentu akan terkena sanksi hukum tapi sanksi hukum pasti
akan berimbas ke sanksi politis.

Hak pengawasan yang bersifat represif ini dapat terjelma
melalui memorandum DPRD kepada Gubernur, Jika memorandum
itu tidak benar-benar diindahkan maka DPRD dapat meminta
laporan pertanggungjawaban Gubernur untuk hal tertentu kepada
DPRD.

Hasil penelitian dan pengamatan ini juga didukung oleh
tanggapan responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No. | Tanggapan Responden Ffﬂ"{‘;'fﬁsi Pﬂrﬁieﬁrj’;ase
1. | Telah efektif 6 40,00
2. | Kurang efektif 8 53.33
3. | Tidak efektif 1 6.67
Jumlah 15 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005
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Tabel 2 di atas, memperiihatkan bahwa pelaksanaan fungsi
pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif,
Hal ini terbukti dimana 15 orang responden, 8 orang responden
(53,33%) memberi tanggapan kurang efektif, 1 orang responden
(6.67%) memberi tanggapan tidak efektif dan & orang responden

(40%) memberi tanggapan telah efektif.

b. Pelaksanaan Fungsi Legislasi / Perundang-undangan

Pelaksanaan fungsi legislasi / perundang-undangan oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam proses
penyusunan/penetapan Perda, didahului dengan pengajuan
Ranperda pada setiap masa sidang triwulan DPRD,

Usul pengajuan Ranperda dapat bersumber dari Gubernur
atau atas usul DPRD, Bila Ranperda bersumber dari Gubemur
maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Nota
Pengantar Gubemur dan bila bersumber dar usul inisiatif DPRD,
maka Ha.nperda akan disampaikan secara tertulis, oleh komisifteam
pengusul kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya oleh Pimpinan
DPRD disampaikan kepada seluruh anggota DPRD.

Tanggapan Responden mengenai pelaksanaan fungsi
legislasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada

tabel berikut:




Tabel 3
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No. | Tanggapan Responden Fm:‘gﬁn 8l FEEF%E;EEE

1. | Telah dilaksanakan 11 73,33

2. | Kurang dilaksanakan 4 26,67

3. | Tidak dilaksanakan 0 0
Jumlah 15 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan responden pada tabel 3 di atas, terlihat
bahwa fungsi legislasi telah dilaksanakan, karena sebagian besar
responden yaitu 11 orang (73,33%) menanggapi telah
dilaksanakan, 4 orang responden (26,67%) menanggapi kurang
dilaksanakan, dan tidak ada responden (0%) yang menanggapi
tidak dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan informan mendukung tanggapan
responden di atas. Dimana menurut hasil wawancara, pada setiap
masa sidang triwulan fungsi legislasi telah dilaksanakan oleh DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi ini dilaksanakan melalui
pembuatan/penetapan Perda, yang melalui tahapantahapan
sebagai berikut :

1. Rapat Pleno 1

Untuk Ranperda yang berasal dari Gubemur maka agenda
rapat ini adalah mendengarkan penjelasan Gubemur terhadap
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Ranperda. Untuk Ranperda yang berasal dari usul inisiatif dan
prakarsa DPRD, maka agenda rapat ini adalah mendengarkan

penjelasan dari Pimpinan komisi atau team pengusul atas nama
DPRD.

. Rapat Pleno 2

¥ Untuk Ranperda yang berasal dari Gubernur, maka agenda
rapat adalah mendengarkan pemandangan umum fraksi-
fraksi terhadap Ranperda yang diajukan oleh Gubernur.
Dilanjutkan jawaban Gubernur terhadap pemandangan
umum fraksi-fraksi.

# Untuk Ranperda yang berasal dari usul inisiatif dan prakarsa
DPRD maka agenda rapat adalah mendengarkan pendapat
Gubernur terhadap Ranperda yang diusulkan oleh DPRD.

. Rapat Komisi/Rapat Panitia Khusus

Rapat ini adalah pembahasan Ranperda oleh komisi/panitia

khusus bersama-sama dengan Pejabat yang ditunjuk oleh

Gubernur .

. Rapat Paripuma

Didahului oleh pembacaan laporan pembahasan Ranperda hasil

rapat komisi/rapat panitia khusus dengan pejabat yang ditunjuk

oleh Gubernur, dilanjutkan dengan mendengarkan kata akhir
fraksi — fraksi. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan oleh

DPRD, apakah menolak atau mengesahkan Ranperda tersebut

menjadi Perda.
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Hasil pengamatan dan temuan penelitian juga
menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi telah
dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Perda
yang telah dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2000 sampai dengan bulan Juni 2005, sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Perda Yang Dihasilkan Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dari Tahun 2000 - 2005

No. Tahun | Jumiah Perda | Keterangan

1. 2000 7 :

2, 2001 46

3. 2002 10

4, 2003 16

5. 2004 5

6. 2005 o s/d Bulan Juni
Jumlah 87

Sumber : Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan

Adapun hasil temuan penelitian mengenai efekfifitas
pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan mengindikasikan bahwa pelaksanaannya kurang efektif.

Hal ini disﬂ-ababkan karena perda-perda yang dihasilkan
belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggali dan memaksimalkan

potensi-potensi daerah demi kepentingan daerah dan
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masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka
mewujudkan tujuan otonomi daerah,
Hasil penelitian ini juga didukung oleh tanggapan

responden, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legisiasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No. Tanggapan | Frekuensi(F) | Persentase (%)
Responden
1. | Telah efektif 7 46 67
2. | Kurang efektif 8 53,33
3. | Tidak efektif 0 0
Jumlah 15 100

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005
Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
responden menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi
kurang efektif, yakni 8 orang respoden (53,33%) dan 7 orang
responden (46,67%) menyatakan telah efektif serta tidak ada

responden (0%) menyatakan tidak efekitif.

¢. Pelaksanaan Fungsi Anggaran/Budgeter
Pada hakekatnya implementasi fungsi anggaran oleh DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan hanya mencakup penetapan, perubahan

dan perhitungan APBD.



Penetapan APBD adalah merupakan rangkaian akhir dari
mekanisme pembahasan RAPBD. Hasil penelitian, memperlihatkan
bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan telah dilaksanakan,

Tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi

anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 6

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No. Tanggapan Frekuensi (F) | Persentase (%)
Responden
1. | Telah dilaksanakan 11 73,33
2. | Kurang dilaksanakan 4 26,67
3. | Tidak dilaksanakan 0 0
Jumlah 15 100

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa fungsi anggaran telah
dilaksanakan, karena sebagian besar responden yaitu 11 orang
(73,33%) menjawab telah dilaksanakan, 4 orang responden
(26,67%) menjawab kurang dilaksanakan, tidak ada responden

(0%) yang menjawab tidak dilaksanakan.
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Hasil wawancara dengan informan, juga turut mendukung
tanggapan responden di atas, bahwa pelaksanaan fungsi anggaran
oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan.

Dari wawancara diketahui bahwa implementasi fungsi
anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan melalui
mekanisme pembahasan RAPBD untuk menetapkan APBD sama
halnya dengan proses penetapan Perda, karena penetapan APBD
juga dituangkan dalam bentuk Perda tentang Mota Keuangan
Penetapan APBD. Demikian halnya dengan perubahan APBD atau
perhitungan APBD pada akhir tahun anggaran yang juga berbentuk
perda.

Hasil pengamatan dan temuan penelitian juga menunjukkan
bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan telah dilaksanakan. Hal ini berdasarkan adanya penetapan
APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD yang ditetapkan
oleh DPRD dalam setiap tahun anggaran.

Walaupun fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
telah dilaksanakan, namun hasil penelitian menunjukkan
pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan alokasi dana
untuk kesejahteraan rakyat masih kurang, meskipun berdasarkan
kenyataan ada peningkatan jumiah APBD yang ditetapkan oleh
DPRD sefiap tahun, yang tentu saja diharapkan membawa
pengaruh besar bagi pelaksanaan pembangunan secara kuantitas

dan bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
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Untuk memberikan gambaran peningkatan jumlah APBD
yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2000-2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
APED Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2000-2004

Mo. Tahun Anggaran Jumlah

1. 2000 365.309.002.517
2. 2001 565.118.233.464
3. 2002 434.466.711.187
4. 2003 863.893.871.751
5. 2004 1.005.145.608.137

Sumber:Data sekunder tahun 2005, BAPPEDA Provinsi
Sulawesi Selatan

Untuk melengkapi hasil penelitian tentang efektivitas
pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan, berikut ini dikemukakan tanggapan responden :

Tabel 8

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

 No. Tanggapan Frekuensi (F) Persentase (%)
Responden
Telah efektif 7 48,67
Kurang efektif 8 53,33
Tidak efekiif 0 0
Jumlah 15 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005.
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Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar

responden yakni 8 orang respoden (53,33%) menyatakan bahwa
pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan kurang efektif, 7 orang respoden (46,67) menyatakan telah
efeklif dan tidak ada responden (0%) menyatakan tidak efektif.

d. Pelaksanaan Fungsi Representasi

Secara filosofis fungsi representasi merupakan fungsi yang
paling fundamental di lembaga DPRD. Hal ini disebabkan para
anggota DPRD yang duduk di lembaga adalah merupakan wakil
rakyat yang mengemban amanah untuk menyerap dan
menyuarakan aspirasi sesuai kehendak rakyat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi
representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah
dilaksanakan. Tanggapan responden pada tabel berikut kiranya
dapat memperjelas hal tersebut.

Tabel 9

Pelaksanaan Fungsi Representasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No. Tanggapan Frekuensi (F) | Persentase (%)
Responden
1. | Telah dilaksanakan 8 5333
2. | Kurang dilaksanakan 7 46 67
3. | Tidak dilaksanakan 0 0
Jumiah 15 100,00

Sumber - Diolah dari data primer, tahun 2003
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Tanggapan responden pada tabel 9 di atas memperlihatkan
bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, karena sebagian besar yakni
B orang responden (93,33%) menanggapi telah dilaksanakan 7
orang responden (46,67%) menanggapi kurang dilaksanakan dan
tidak ada responden (0%) menanggapi tidak dilaksanakan.

Dari wawancara dengan informan juga memperiihatkan
bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan telah dilaksanakan.

Menurut hasil wawancara implementasi dari pelaksanaan
fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilihat
dari agenda-agenda di bawah ini:

1. Menampung aspirasi-aspirasi masyarakat berkaitan dengan
program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Menyuarakan aspirasi masyarakat itu melalui forum hearing
dengan Dinas-dinas dijajaran Pemerintah Daerah untuk
mempertemukan dan mencari solusi antara kepentingan
masyarakat dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

3. Adanya program kunjungan kerja anggota DPRD ke daerah-
daerah pelosok pada setiap masa reses, untuk memantau
pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta untuk menjaring
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aspirasi

dan pembangunan tersebuyt

masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program

Hasil pengamatan dan temuan penelitian memperlihatkan

bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, hal ini berdasarkan hasil

kinerfja yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD dalam

melaksanakan fungsi representasi yang direfleksikan melalui

kegiatan penerimaan dan penjaringan aspirasi masyarakat yang

dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10

Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menerima
Aspirasi Masyarakat, Januari — Maret Tahun 2005

MNo. Tanagal InstansifOrganisasi Aspirasi
1. | Rabu 5 Jan 2005 | Badan Eksekutif Mahasiswa | Mendesak Kepada Pemerintah untuk
UNM segera meminta pemutihan utang luar

negeri, serta menghentikan utang luar
neger dan menyeret para koruptor ke
meja hijau.

Senin 21 Feb
2005

Manifesto Mahasiswa IAIN
Alauddin Makassar

Meminta kepada pemerintah untuk
sesegera mungkin melakukan
controlling kepada Pertamina,
meminta kepada pemerintah untuk
melakukan evaluasi dan inspeksi
terhadap para agen dan pengusaha
pangkalan BEM di Indonesia untuk
menghindari
penguplusan!pammbunan BEBM

Selasa 8 Mar
2005

Forum BEM UNHAS

Meminta Kepada DPRD agar
secepatnya mentransparasikan
APBD 2005 kepada masyarakat
termasuk mahasiswa dan
Lembaga-Lembaga Publik,

- Penuntasan kasus korupsi dan
menyita semua aset koruptor untuk
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dijadikan sebagai sumber-sumber
subsidi rakyat

- Pemangkasan anggaran
kesajahteraan pejabat negara yang
dianggap tidak perlu khususnya
tunjangan fasilitas mewah

- Menolak liberalisasi perdagangan
yang mengakibatkan pemearintah
tunduk pada peraturan
internasional yang mengekang
sehingga rakyat ikut menjadi
korban

Sumber : Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Cat: Data tabel di atas hanya memfokuskan pada sebagian kasus-kasus
yang cukup menarik perhatian publik berkaitan dengan penyaluran
aspirasl masyarakat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hasil pengamatan dan temuan penelitian mengenai
efektivitas pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa pelaksanaannya kurang
efektif.

Penyebabnya adalah bahwa terkadang aspirasi masyarakat
yang telah disalurkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak
ditindaklanjuti oleh DPRD dengan tindakan yang konkrit, sehingga
makna pelaksanaan fungsi representasi itu hanya terkesan “Lips
service” belaka.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas

pelasksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:
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o Tabel 11
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Representasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Mo, Tanggapan
Fles?n%nﬁan Frekuensi (F) Persentase (%)
1. | Telah efektif 5 33,33
2. | Kurang efektif 10 66,67
3. | Tidak efektif 0 0
Jumlah 15 100

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Tabel 11 di atas memperiihatkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 10 orang responden (86,67) menyatakan bahwa
pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan kurang efektif, 5 orang responden (33,33%) menyatakan
telah efektif dan tidak ada responden (0%) yang menyatakan tidak
efektif.

. |dentifikasi Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Keberhasilan pelaksanaan suatu fungsi jelas sangat
dipengaruhi oleh dua faktor yang meliputi faktor penghambat dan
faktor pendukung. Faktor penghambat akan membawa imbas
negatif bagi pelaksanaan suatu fungsi sedangkan faktor pendukung
justru akan berimbas positif bagi pelaksanaan suatu fungsi,
sehingga fungsi tersebut tidak hanya berhasil dilaksanakan tetapi

pelaksanaannya juga efekdtif.
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Hal yang sama berlaky juga pada pelaksanaan fungsi DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan, Berikut ini dipaparkan hasil penelitian
bEfLIFha IdEntiﬂHEEI fak‘tﬂr—faht(j-[ yang mmpengamhi peiai{sanaan
fungsi DPRD terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung.

a. Faktor Penghambat

Secara umum dapat diidentifikasikan bahwa yang
menjadi faktor penghambat adalah keadaan sumber daya
anggota DPRD meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan
minimnya pengalaman empirik dalam bidang pemerintahan.

Hasil identifikasi tersebut di atas dapat dipaparkan
sebagai berikut:

o Rendahnya tingkat pendidikan

Secara faktual harus diakui bahwa rendahnya tingkat
pendidikan dari sebagian besar anggota DPRD yang
mengakibatkan kinerja DPRD tidak setara dengan eksekutif.
Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD
khususnya fungsi legislasi, dimana kebanyakan Perda yang
dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama ini
rancangannya berasal dari usul eksekutif dan sedikit yang
berasal dari usul inisiatif DPRD. Adapun tingkat pendidikan
anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa bhakti 2004
-2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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_ Tabel 12
Tingkat Pendidikan Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan
Masa Bhakti 2004-2009

[ No. | Tingkat Pendidican Jumiah
¥ SD 0
2, SLTP 0
3. SLTA 11
4, D3 3
5. S1 42
8. 52 16
7. S3 A

Sumber : Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan

o Minimnya pengalaman empirk dalam bidang pemerintahan
DPRD sebagai institusi yang personalianya direkrut dari parpol
melalui mekanisme pemilu, menyebabkan para anggota DPRD
kurang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang
pemerintahan sebagaimana halnya eksekutif. Apalagi dengan
melihat latarbelakang sebagian besar anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan adalah bukan merupakan kader partai tulen
sehingga tidak pernah melalui proses pengkaderan pada suatu
partai mengingat sebagian besar anggota DPRD tersebut

menjadi pengurus parpol melalui “proses instant/ menang lotre”




berkat moment reformasi yang disertai euforia pendirian partai
politik.

Jarak pemahaman ruang lingkup pemerintahan akibat latar
belakang yang berbeda antara anggota DPRD dengan pihak
eksekutif, akhirnya menjadi salah satu kendala psikologis baik
secara personal maupun kelembagaan dalam menjalin
kemitraan yang sejajar, akibat sering terjadi perbedaan visi dan
misi yang cukup tajam anfara DPRD dan eksekutif dalam

memandang suatu masalah pemerintahan.

Faktor Pendukung

Pada dasamya ada tiga faktor vyang dapat
diidentifikasikan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan
fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor pendukung
meliputi sarana dan prasarana penunjang tugas operasional
yang representatif, alokasi anggaran belanja DPRD yang sangat
memadai dan sekretariat DPRD yang proporsional.

Berikut ini  dikemukakan hasil identifikasi faktor

pendukung tersebut :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas operasional yang

representatif.
Merupakan ;.auatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa

dalam suatu organisasifinstansi sarana dan prasarana

65




Merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital karena walau
sehebat apapun SDM yang dimiliki tetapi apabila tidak
didukung oleh sarana dan prasarana akan sangat
mempengaruhi kelancaran tugas-tugas operasional dalam
organisasi tersebut.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan
fungsinya sehari-hari sangatlah didukung oleh tersedianya
sarana dan prasarana yang sangat representatif,
Keberadaan sejumlah sarana dan prasarana yang cukup
representatif ini membuat pelaksanaan tugas-tugas
operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan
lancar dan efisien.

Gambaran tentang representatifinya sarana dan prasarana
penunjang tugas operasional DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Table 13

Keadaan Sarana dan Prasarana Inventaris
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

13. | Meja Sidang

14. | Meja Komputer
15. | Komputer

16. | Pesawat Telepon

No. Nama Barang ‘i:uma[i? Keterangan
1. | Bangunan Kantor 6
2. | Mushallah 1
3. | Ruang Sidang 18
4. | Ruang Komisi 5
9. | Ruang Fraksi 7
6. | Ruang Kerja Ketua 1
7. | Ruang Kerja Wakil Ketua 3
8. | Ruang Kerja Sekwan 1
9. | Ruang Perpustakaan 1
10. | Ruang Komputer 1
11. | Ruang Sekretariat 20
12. | Kursi Sidang 300 | Ruang Sidang Paripumna
Fis]
46
456
44
70
2
1

17. | AC

18. | Faximili

19. | Poliklinik

20. | Sepeda Motor 25
21. | Mobil 38
22. | Rumah Dinas 3

Sumber: Data sekunder tahun 2005, Sekretarial DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan

2. Alokasi anggaran belanja DPRD yang sangat memadai.
Dalam suatu organisasi/ instansi selain faktor SDM, sarana dan
prasarana, maka faktor modal/ dana juga merupakan faktor
klasik yang sangat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas
dalam suatu organisasi/ instansi. Untuk menjawab kebutuhan
akan faktor dz;ha, maka berdasarkan ketentuan peraturan

.undangan DPRD mempunyai hak menentukan

perundang
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anggaran belanja DPRD yang merupakan bagian fak
terpisahkan dari APRD, Implikasi dari ketentuan ini adalah
bahwa anggaran belanja DPRD harus tunduk dengan
ketentuan-ketentuan penyusunan APBD, termasuk hakekat
APBD yang dititikberatkan untuk kepentingan masyarakat,

DPRD  Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan
fungsinya sangatlah ditunjang dan dimanjakan oleh besarnya
jumiah alokasi anggaran belanja DPRD dalam APBD. Jumiah
anggaran belanja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangatlah
memadai karena selalu mengalami peningkatan dari segi
nominal setiap tahun. Peningkatan jumlah anggaran belanja

DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14

Anggaran Belanja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2003 - 2004

MNo. Tahun Jumlah

1. 2003 18.681.127.200

2, 2004 12.333.155.726
Sumber - Data sekunder tahun 2005, BAPPEDA Provinsi

Sulawesi Selatan

_ gekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang proporsional
Dalam ilmu administrasi publik terdapat konsep yang dapat
digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana menciptakan

dan menyatukan gerak ke arah sasaran yang salah satunya
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adalah melalyj networking (jaringan kerja). Networking juga
mengandung arti upaya memelihara (nurture), menumbuhkan
(cultivate) dan mengintegrasikan (infegrate) sehingga dapat
dihasilkan kemampuan (capabilities), talents, saling hubungan
(relationship) dan partners. Tujuan utama networking adalah
mewujudkan pencapaian tujuan bersama dan mengembangkan
kemampuan organisasi.

Sekretariat DPRD merupakan bagian dari networking di
lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena sekretariat
DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD vyang
mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada
anggota DPRD berupa :

» Fasilitas rapat anggota DPRD

¥ Pelaksanaan urusan rumah tangga dan peralanan dinas

anggota DPRD

¥ Pengelolaan tata usaha DPRD

Tuntutan tugas sekretariat DPRD di atas, membutuhkan staf
golongan Il yang profesional sebagai pelaksana administrasi
yang telah terprogram berdasarkan bidang tugas masing-
masing. Golongan Il dibutuhkan untuk memimpin satu bidang
tugas dari beberapa bidang tugas di sekretariat DPRD
sedangkan golongan IV merupakan Top Leader yang memimpin

selyruh staf pada sekretariat DPRD. Keadaan staf pada




sekretariat DPRD Provingi Sulawesi Selatan sangal relevan

dengan tuntutan tugas sekretariat DPRD, dimana jumlah staf
tiap golongan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan tugas dari
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini membuat sekretariat
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat proporsional. Keadaan
sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang proporsional

dapat dilihat pada tabel dan gambar struktur berikut:

Tabel 15
Keadaan Staf Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan

No. Golorigan Jumlah
(orang)

1. Golongan | -

2 Golongan |l 34

3, Golongan Il 67

4. Golongan IV 4

Sumber: Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan
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Gambar: 2. STRUKTUR ORGANISAS|I SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
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D. Tanggapan Masyarakat Mengenai Implementasi Fungsi DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan

Duduknya seseorang di Lembaga Perwakilan, baik karena
pengangkatan/penunjukan  maupun  melalui pemilihan  umum,
mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya.

Rieker (Kusnardi, Bintan R. Saragih, 2000 : 256) dalam Teori
Sosioleginya menganggap bahwa:

‘Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi

merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan
memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang
kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan
si pemilih sehingga terbentuk Lembaga Perwakilan dari
kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, dan
dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan
masyarakat”.

Pelaksanaan fungsi lembaga legislatif sebagai suatu lembaga
perwakilan cenderung menjadi sasaran dan sumber kontroversi
Alasan yang mendasarinya bermacam-macam. Satu diantaranya yang
utama adalah karena paradoks antara citacita yang menda
pembentukannya dengan realitas sosial politk yang berle
Priyatmoko (Haryadi, 2003 : 137), dalam evaluasi kritisnya terhadap
kinerja lembaga legislatif, mengungkapkan betapa seringnya lembaga
legislatif disorot bersebab telah menghindari cita-cita pembentukanya.
Dibentuk dengan latar belakang idealisme indah, tetapi tak jarang

segera berubah menjadi sarang bagi segelintir elite, serta kinerjanya

lebih mengabdi pada kepentingan para elite pula.
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Pada level daerah, idealisasi pelaksanaan fungsi lembaga

ligislatif ini, antara lain termakiub dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Format UU ini sedikit banyak telah
memfasilitasi keinginan-keinginan perubahan ke arah efisiensi dan

efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, peningkatan kualitas

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong
demokratisasi proses pembangunan daerah. Keinginan-keinginan itu
menjadi misi dan sekaligus parameter berhasil tidaknya pelaksanaan
otonomi daerah. Dalam konteks ini, DPRD sebagai Badan Legislatif
Daerah. Bahkan, secara politis, berkedudukan lebih tinggi daripada
Kepala Daerah, karena salah satu hak DPRD adalah meminta
pertanggungjawaban Kepala Daerah. Ditambah lagi, DPRD dapat
mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah.

Walaupun idealisasi pelaksanaan fungsi lembaga legislatif pada
level daerah, sudah termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, namun realitasnya di lapangan paradigma pemikiran dan
pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi lembaga legislatif
di daerah, dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh para
anggota dewan yang sekarang “duduk” di lembaga tersebut, masih
belum berbeda jauh dengan pemikiran dan pandangan masyarakat
sebelum adanya atau berlakunya kedua peraturan perundang -

undangan tersebut, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis

lakukan.
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Adapun hasil pc:lingfangket penulis kepada masyarakat dengan
memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapat kita lihat pada tabel

berikut ini:

o Tabel 16
Apakah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melaksanakan

Fungsinya Pada Masa Sekarang Masih Sama Seperti Pada Masa

Orde Baru
No Tanggapan | Frekuensi Persentase
] Responden (F) (%)
1. Masih sama 7 35,00
2, " Tidak sama 5 25,00
3. Ragu-ragu 8 40,00
Jumiah 20 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Pada tabel diatas, dapat dilihat masyarakat yang menanggapi
bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan
fungsinya pada masa sekarang masih sama seperti pada masa Orde
Baru adalah sejumtaﬁ 7 orang (35%), yang menanggapi tidak sama
sejumlah 5 orang (25%), dan yang menanggapi ragu-ragu sejumlah 8
orang (40%). Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas,
dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang
berpikiran bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam
n fungsin;ra pada masa sekarang masih seperti pada

melaksanaka
masa Orde Baru, hal ini disebabkan belum adanya perubahan yang
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signifikan oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam
menjalankan fungsinya tersebut

Menurut Syamsul Bachri (Dosen Fakultas Hukum UNHAS),
adanya anggapan seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena pada
dasarnya sudah ada perubahan, walaupun belum memenuhi harapan
masyarakat secara umum. Adapun yang membedakan salah satunya,
yaitu pada masa Orde Baru, untuk menjadi seorang Anggota Dewan
sangat ditentukan oleh pemerintah, mengingat pengaruh Partai Golkar
pada masa itu masih sangat besar, karena mempunyai banyak jalur,
seperti jalur birokrasi, jalur militer dan lain-lain, sedangkan pada masa
sekarang sudah tidak lagi, karena telah menganut sistem multipartai,
sehingga pengaruh Partai Golkar sudah tidak sebesar seperti pada
masa Orde Baru (wawancara tanggal 16 Juni 2005).

Selain adanya anggapan bahwa di dalam melaksanakan
fungsinya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih sama seperti pada
masa Orde Baru, ada juga anggapan yang berkembang di masyarakat
bahwa di dalam melaksanakan fungsinya, khususnya fungsi legislasi
dan fungsi anggaran, mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah (Perda), terjadi
tarik ulur kepentingan antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemda
Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak legislatif dalam hal ini DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun gambaran ftentang adanya

anggapan di masyarakat seperti itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 17

Apakah di Dalam Pen
: yusunan, Penetapan APBD
dan Perda Terjadi Tarik Ulur Kepentingan Antara
DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan

No. | Tanggapan Responden Frell-::g;ensi Pam{gf:}taﬁe

1. | Terjadi tarik ulur 11 55,00

2. | Tidak terjadi tarik ulur 4 20,00

3. | Ragu-ragu 5 25,00
Jumiah 20 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan masyarakat pada tabel di atas, jelas terlihat
lebih besar responden yang memberi tanggapan bahwa terjadi tarik
ulur kepentingan antara DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu sejumlah 11 orang (55%), 4 orang responden (20%) menanggapi
tidak terjadi tarik ulur kepentingan, dan yang menanggapi ragu-ragu
sejumlah 5 orang responden (25%).

Menanggapi adanya anggapan seperti itu, Ramli Haba (Anggota
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), mengatakan bahwa setiap
pembahasan baik itu pembahasan APBD ataupun Perda pasti terjadi
tarik ulur dan itu tidak bisa dipungkiri, kalau DPRD melakukan itu,

hanya dalam rangka melihat seberapa besar manfaat dar program-

program itu, karena biasa ada program yang ditawarkan oleh pihak

eksekutif, tetapi setelah dilihat manfaatnya sama sekali tidak pas, apa

lagi sekarang ini dikenal adanya anggaran kinerja. Dalam hal ini di
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dalam mengeluarkan dana untuk suatu kegiatan, tentu diharapkan ada
hasil yang dicapai, dan seberapa besar hasil itu bermanfaat untuk
masyarakat, jadi harus ada kesesuaian antara keinginan masyarakat
dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah, karena apabila
betentangan maka dewan dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan harus merespon, makanya sekarang ini sinkronisasi program
itu harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat banyak atau umum
(wawancara tanggal 9 Juni 2005),

Pendapat lain diutarakan oleh Ambas Syam (Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan), dikatakannya bahwa tidak terjadi tarik ulur
kepentingan antara pihak DPRD dan pihak Pemda Provinsi Sulawesi
Selatan dalam penyusunan dan penetapan APBD dan Perda, karena
yang diutamakan adalah kepentingan rakyat, jadi tidak dikenal adanya
kepentingan legislatif dan eksekutif, namun mungkin adanya anggapan
demikian karena proses penyusunan dan penetapan APBD dan Perda
kadang memakan waktu yang cukup lama, karena selain harus melalui
beberapa tahapan, kadang terjadi perbedaan pandangan atau
persepsi antara pihak DPRD dan pihak Pemda di dalam penyusunan
dan penetapan APBD dan Perda tersebut, walaupun tujuannya sama.
menimbulkan adanya kesan terjadi tarik ulur

Inilah yang kadang

kepentingan tersebut (wawancara tanggal 20 Juni 2008).

Masyarakat dalam memandang apakah penyusunan,

penetapan APBD dan Perda oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi




Selatan beserta pihak Pemda Provinsi Sulawesi Selatan telah

menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, memberikan

tanggapan yang beragam. Tanggapan tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 18
Apakah APBD, Perda Yang Dihasilkan Oleh DPRD dan Pemda

Provinsi Sulawesi Selatan Telah Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Sulawesi Selatan

No. Tanggapan Responden FreI{t II:_::«.E.-nsi Per:?:;';tase
1. | Telah menjawab kebutuhan 7 35,00
2. | Belum menjawab kebutuhan g 45,00
3. | Ragu-ragu 4 20,00
Jumlah 20 100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan masyarakat pada tabel di atas, terlihat lebih
besar responden yang memberi tanggapan bahwa APBD dan Perda
yang dihasilkan oleh DPRD beserta Pemda Provinsi Sulawesi Selatan
belum menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan yaitu
sejumlah 9 orang responden (45%), 7 orang responden (35%)

menanggapi telah menjawab kebutuhan masyarakat, dan 4 orang

responden 20%) menanggapi ragu-ragu.
Adapun hasil wawancara dengan Ahmad Rumpang (Kepala Sub

Bidang Pembiayaan ‘Pembangunan BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan) yang mengatakan bahwa setiap penyusunan dan penetapan
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APBD antara Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan, selaly berupaya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, tetapi seideal - ideainya atau sesempurna - sempurnanya
apa yang telah disusun oleh kedua pihak tersebut pasti belum bisa
memenuhi  kebutuhan masyarakat, karena banyak kendalanya
terutama keterbatasan dana. Jadi kalau dikatakan apakah sudah
memenuhi kebutuhan, bisa dikatakan belum namun pihak Pemda dan
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus berusaha menjawab kebutuhan
masyarakat berdasarkan kemampuan yang ada, walaupun dengan
dana yang terbatas (wawancara tanggal 3 Juni 2005).

Menurut M. Yusran (Kepala Bantuan Hukum dan HAM, Biro
Hukum Provinsi Sulawesi Selatan), bahwa pemerintahan itu sebuah
dinamika atau kebutuhan yang kompleks, karena kondisi dan tingkatan
masyarakat yang ada disuatu daerah tentunya bermacam-macam, baik
dari struktur pengetahuan, tingkatan sosial, budaya, adat isfiadat dan
ekonomi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dinamika daripada
kebutuhan apa yang diinginkan dan fungsi palayanan yang dibutuhkan
masyarakat kepada pemerintahnya, disatu sisi kebijakan pemerintah di
era reformasi ini banyak mengalami kemajuan, tentunya itu semua

merupakan sebuah dinamika dalam arti yang positif, tinggal bagaimana

Pemerintah Daerah dan DPRD mengantisipasi, mencermati, dan

menyikapinya. Menyikapinya yaitu dengan secepat mungkin menjawab

tantangan yang berupa kebutuhan apa yang mendesak Dbagi
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masyarakat. Tentunya menjadi tanggung jawab dari pada Pemerintah

Daerah dan DPRD untuk mendorong, memfasilitasi, serta melakukan

pembinaan kepada masyarakat melalui aturan, yang kesemuanya ini

merupakan suatu tantangan. Jadi mungkin saja kita beranggapan
bahwa Peraturan Daerah yang ada sekarang sudah cukup
mengakomodir  semua  jenis  kegiatan, fungsi pelayanan
kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, tetapi tidak
tertutup kemungkinan kedepannya ada tantangan baru yang harus
disikapi secepat mungkin oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan yang salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah
(wawancara tanggal 6 Juni 2005).

Selanjutnya wawancara dengan Syamsul Bachr (Dosen
Fakultas Hukum UNHAS), mengatakan bahwa salah satu fakior yang
menyebabkan belum optimalnya Peraturan Daerah yang dihasilkan
oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena sama sekali belum
berjalannya Hak Prakarsa dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Selama ini belum ada Perda yang dibuat berdasarkan hak tersebut
atau hak legislatif sendiri, karena semua usulannya berasal dari pihak
eksekutif. Selain itu, juga belum pernah ada penelitian atau risert yang
dilakukan oleh pihak DRPD dalam rangka penyusunan suatu Perda,
hal inilah yang menyebabkan, sehingga Perda yang dihasilkan oleh
awesi Selatan belum mencerminkan kepentingan

DPRD Provinsi Sul
masyarakat, misalnya dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan
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masyarakat yang diatur dalam APBD belum memadai (wawancara

tanggal 16 Juni 2005),

Agar Peraturan Daerah dapat menjawab kebutuhan

masyarakat, maka para Anggota Dewan sebagai wakil-wakil terpilih,
tugas utama para pembuat undang-undang (legislator), mewajibkan
mereka untuk menilai undang-undang yang diusulkan dari pihak
eksekutif. Para pembuat undang-undang (legislator) harus menilai
berdasarkan suatu kriteria pemerintahan dan pembangunan yang
bersih. Mereka memerlukan informasi yang cukup untuk menentukan
apakah kemungkinan rancangan undang-undang yang mereka terima
akan membantu tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Belakangan yang menjadi sorotan di masyarakat mengenai
pelaksanaan fungsi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah Studi
Banding yang dilakukan anggota Pansus DPRD Sulawesi Selatan
kebeberapa daerah di luar Sulawesi Selatan, untuk mempelajari tiga
ranperda, diantaranya Peredaran Garam Beryodium dan Tidak
Beryodium ke Jawa Barat (Jabar). Hal ini mendapat tanggapan serius
dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan. Koordinator

Kopel Sulawesi Selatan, Syamsuddin Alimsyah (Fajar, Selasa 14 Juni

2005 - 14), menanggapi bahwa:

“Banimiquan atau studi banding yang dilakukan anggota DPRD
;T:ﬂ:ﬁie!atan tidak lebih dari berpiknik. Alasannya, dalam

godokan pansus tersebut, sama sekali tidak terdapat
sl untuk melakukan studi banding, namun kalangan

aspirasi saja mengagendakannya. Jadi jika pansus tersebut

dewan tetap
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tetap berangkat, maka

itu mengkhianati susduk, azas efisiensi
anggaran dan lainnya,

Yang aneh, kata Syamsuddin, ketika masyarakat
menyampaikan apirasi kepada kalangan DPRD tentang
kebutuhan anggaran pembenahan gorong-gorong atau tanggul,
maka dengan diplomatis kalangan dewan menyebut anggaran
sangat terbatas. Namun kemudian jika anggaran untuk studi

banding anggota dewan, anggarannya sangat tidak terbatas, hal
seperti itu tentu sangat aneh.

Syamsuddin juga menilai, perilaku pembahasan ranperda saat
ini telah bergeser, bukan lagi ranperda untuk kepentingan
masyarakat, tetapi semata-mata menjadi kepentingan kalangan
elite ditingkat eksekutif dan legisiatif. Jadi azas manfaatnya
hanya bagi kalangan eksekutif dan legislatif semata, seperti
penambahan honor dan fasilitas studi banding bagi anggota
dawan”,
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PENUTUP

Mengakhiri uraian  dalam skripsi  ini, maka penulis akan

mengetengahkan kesimpulan dari selyryh hasil pembahasan yang telah

dipaparkan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan

berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini,

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah
dilaksanakan, namun hasil pelaksanaannya secara keseluruhan
kurang efektif. Hal ini disebabkan wujud dari pelaksanaan fungsi
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang seiring dengan aspirasi

masyarakat karena tidak mencermminkan pemenuhan tuntutan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan adalah faktor keadaan sumber daya anggota DPFRD

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi rendahnya tingkat pendidikan

dan minimnya pengalaman empirik dalam bidang pemerintahan.

' ksekutif,
Hal ini membuat kinerja DPRD berada di bawah level e

juga mengakibatkan labilnya kinerja DPRD dalam mengkritisi
kebiiakan Kepala Daerah yand tidak populer yang berdampak
ebija
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menurunnya legitimasi DpRp Provinsi Sulawesi Selata
n
masyarakat. Faktor

di mata

Pendukung dalam pelaksanaan fungsi DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan adalah faktor sarana dan prasarana
penunjang tugas operasianal yang representatif, alokasi anggaran
belanja DPRD yang sangat memadai dan Sekretariat DPRD yang
proporsional. Hal ini sangat mendukung kelancaran tugas-tugas
DPRD dalam pelaksanaan fungsinya yang nyaris tanpa kendala,
karena DPRD begitu dimanjakan oleh struktur dan infrastruktur
kerja yang sempurna.

3. Tanggapan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan |
fungsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih “negatif’,
dimana sebagian besar masyarakat beranggapan, bahwa DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan fungsinya belum
optimal meskipun telah mengalami perubahan yang “positif’, namun

perubahan tersebut belum mampu memenuhi harapan masyarakat

secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka

saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi para

dan masyarakat luas adalah :
itas anggota DPRD Provinsi Sulawesi

anggota DPRD

4 Untuk meningkatkan kual
Selatan dipeﬂukanﬁ adanya sualu pelaksanaan seleksi yang ketat
ng ada di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap

dari partai politik ¥a
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para kader partainya yang akan dicalonkan untuk menjadi anggota
DPRD pada pemilu tahyn 2009, meliputi syarat formal yaitu
pendidikan serendah-rendahnya S1/ sederajat serta syarat informal
yakni bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas
dan rasa pengabdian yang tinggi, akhlak yang tidak tercela, tidak
pemnah/ sedang tersangkut peristiva pidana, memiliki komitmen
yang tegas uniuk memberantas KKN dan apabila memungkinkan,

telah mapan dalam hal materi.

. Untuk membantu pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan maka perlu ada Tim Ahli yang sifatnya fungsional untuk
membantu para anggota DPRD dalam hal urusan penyusunan
Perda agar yang dirumuskan itu benar-benar sesuai dengan kondisi
dan realita yang ada atau untuk memberi saran dan masukan
manakala DPRD mempunyai/ menemui masalah dimana tidak ada

anggota DPRD yang berkompeten/ memiliki latar belakang

pendidikan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tim ahli ini

sebaiknya berasal dari kalangan akademisi, adapun anggaran

untuk membiayai tim ahli ini diambil dari anggaran belanja DPRD.

Diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat Provinsi Sulawesi

Selatan untuk mengontrol jalannya pelaksanaan fungsi DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan mengingat belum adanya kejelasan

' terhadap lembaga DFRD.
siapa dan bagaimana pengawasan p
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4. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki mekanisme

penyerapan aspirasi yang efektif, baik penyerapan aspirasi secara

kelembagaan  maupun secara  individu wuntuk bertemu

konstituennya, serta pentingnya penerapan standar pelayanan

pada mayarakat.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,
pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendii  urusan
pemerintahan menurut asas ofonomi dan fugas pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakal melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakal, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demoloasi, pemerataan, kaadilan,
keistimewaan dan kekhususan suafu daerah dalam sislem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
bahwa efisiensi dan efekihitas penyelenggaraan pemerintahan daerah periu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek mhmgan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, polenst dan keanekaragaman
daerah, peluang dan tantangan persaingan giobal dengan mm
kewenangan yang seluasduasnya kepada daerah disertai dengan pemberian
dan kewajiban menyelenggarakan olonomi dasrah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negard,
batw Uﬂ LUndang Nomor 22 Tahun 18949 tentang Pemerintahan Daerah
i a - keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
tidak sesual dengan perkembangan i

nyel araan otonomi daerah sehingga periu diganti;
i - uruf 8, huruf b, dan huruf ¢ perlu
bahwa berdasarkan pertimbangan pada ‘:m b g
ditetapkan Undang-Undang tentang Pemer :

Mengingat: 8, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21,
1.

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1 1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33,
Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2) fﬂmlfm Indonesia Tahun 1945;

dan Pasal 34 Undang-Undang D nsileizsddetil g
ndang Nomor 2g Tahun 1989 tentang Penye

gmm?g ;!I:n Bebas dar Korupsi Kolusi, d;g f'_::puﬂﬂ;ﬁn {il:ﬂarnhﬁmn Hesgaz

thpuhlik Indonesia Tahun 199‘9 Momor T2, mibah mbaran Nega

Republik Indonesia Nomor.3851);

i

- . e ol



e m e

Negara Republik Indonesia Tahyn Eﬂnam tentang Keuangan Negara (Lembaran
Republik Indonesia Momaor 4288

pmus'gﬂ?ar?gn” £ Tnah“” 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis

! el n Perwakilan Rakyal, Dewan Pervakilan
Fﬁ'ah'. da? E:""’EE"D Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia [ahun 03 Momaor ’
indonesia Nomor 4310); 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355); F

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor........, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor......);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan MNegara (Lembaran Megara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yangd dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat, selanjuirya disebut "STEER o o pepublik Indonesia

mem kekuasaan :
mﬁﬁimmmaﬁgw Undang-Undang Dasar Megara Republik

Indonesia Tahun 1845. A
Pemerintaha adalah penyele 1 e
p-emarl;mah dnaa?aalfr::n DPRD menunit as:s atanomi dan tugas pemban
dengan prinsip otonomi seluasluasnya o D i
Kesatuan Republik indonasia sabagaimana .lﬂﬂ-i'lﬂ’d ndang
Dasar Negara Republik Indones s stay Waliota, .
Pemerintah daerah adalah Gubemur, armliandam‘ah ngkat
R Hmhag,,ai unwmﬂwmmar:p;:g selanjutnya dissbut DPRD adalah
Dewan pwf;:ﬂ mﬂfﬂ sehagal unsur penyelenggara pemerintahan
lembaga

daerah.



10.
i1.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

Otonomi daerah adalah hak Wewe
¥ Na '
mengalur dan mengurus  sendr UFEJ; :15‘" hewajni_‘bnzlmdanrah atonom untuk
masyarakal setempat sesuai dengan 6 ll.rmpﬁ"* Iiar.g_l.:_mgﬂr;arllnewnllngan
Daarah otonam, selanjutnya disabyt d :
abrah, adalah
yang mempunyal batas batas wilayah yang Mmmﬁaﬁzﬁmﬁ;:ﬂ;

iy _
Republik Indonesia. yarakal dalam sistem MNegara Kesatuan

Desentralisasi adalah penyerahan = )
kepada daerah ctonomi untuk rnen.gd amﬂ"":’ ng pemerintahan oleh Pemerintah

: gan m '
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Iru:lnngg?:gum urusan pemarintahan

Dekonsenirasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah danatau kepada instans vertikal di
wilayah tertentu.

Tugas pelmbantugn adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah danfatau
desa dan pemenntah provinsi kepada labupatenfkota danjatau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa uniuk melaksanakan tugas tertentu.

Peraturan daerah salanjutnya disebul Perda adalah peraturan daerah provinsi
danfatau peraturan daerah kabupaten'kota.

Peraturan kepada dasarah adalah peraturan Gubermur dan/atau peraturan
BupatliWalikota.

Desa atlau yang disebut dengan nama lain, selanjulnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wikayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asakusul dan adat istiadat selempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. _
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemeriniahan daerah adalah
suatu sistern pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potenst, kondisi, dan kmmm n
daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsenirasi dan tugas
perbantuan. : s
dan belanja daerah, selanjuinya disebut APBD, a
Anggaran P e pemeriniaan daerah yang dietapkan dengan
peraturan daerah. o
poncaptn crrt s e ok S S
e e ki kewajiban daerah yang diakui sebagal pengurang
Belanja daerah adalah semua & hun anggaran yang bersangkutan.
nilai kekayaan bersih dalam peripde tahun ang ik e L i
Pembiayaan adalah setiap Peneriiest K "paga tahun anggaran yang
prngalisaman yeee axa tahur-tahun anggaran berikutnya. _
bersanghkutan maupun pada ransaksi yang mengakibatkan dasrah menenma
Pinjaman daerah adalah semua nfaat yang bemilal uang dari pihak lain
sejumiah uang atau MEnenma e

: 2 siban untule membayar kembali.
sehingga daerah tersebut dibebani Kewsj provinsi danfatau kabupatenvkota

Kawasan khusus adalah bagian “hﬂrmmmamhan fungsi-fungsi

Nk ﬁmpk;;m g:rr:aifat khusus bagi kepentingan nasional.
peme



20.

21.

24.

23.

(1)

(2)

()

4)

(5)

(6)
(7)

(8]
(2)

(1)

Pasangan calon kepala daerah dan
disebut pasangan calon adal
persyaratan untuk dipilih seha

ah bakal kepala daerah yang selanjuinya
gai ke Pasangan calon yang tetah memenuhi
Kemisi Pemilihan Umum Daerah F:f::?ﬁhdanmkimamnmmh_
insi : julnya dise
Tﬁ;ﬁhf;ﬁ;@mﬂﬁﬁﬂa sebagaimana dimaksudﬁalam E&:ﬁ:ﬁﬂﬁfmﬁm
yang diber wewenang khusus oleh Undang-Undang ini urtuk

mk . el
orovinsi daniatau hﬂtﬂ.lpalermr.gg?ah daerah dan wakil kepala daerah di seliap

; ia Pemungutan Suara, dan Kelo
Penyelenggara Pemungutan Suara ; Suara, mpok
KPFS adalah pelaksana ﬂﬂwﬂgulaﬁng selanjutnya disebut PPK, PPS, dan

. uara pemilihan ke :
gﬁﬂf daerah pada lingkat kecamatan, desa/kelurahan, dapr?t:uﬂ:]a;r?m;lﬁ

Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil ke '

i € pala daerah selanjutnya
disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka Wamg::g para mih
dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi ity dibagi alas kabupaten dan kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan
mengurus sendii urusan pemerintahan menurul asas otonomi dan tugas
pambaniuan.
Pemerintahan daerash sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan
olonomi seluasduasnya, kecuali urusan pemenintahan yang menjadi urusan
Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kessjahleraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah. . )
Pemerintahan daarah dalam menyelenggarakan urusan parrmrrrr.qmm memiliki
hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.

i i hubungan wewenandg,
Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hu
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya atam, dan sumber daya
lainnya.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan
sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
Hubungan wewenang, keuangan. pelayanan umum, pﬂ“m&:jn Tulnmm dﬁ
alam dan sumber daya mimng;TMW hubungan administrast
kewilayahan anla.rﬁ.usunarl pe S T s ahan dasrsh veng
Negara mengakui dan mer’g_;hnmﬁﬁl Smdliatmd O m-dllar-g-u
bersifat khusus atau bersifat istimewd yang engan ndang.

; arvkesatuan masyarakat hukum adat
Negara mengakui dan menghormat Kogwas hidup dan sesuai dengan

beserta seinnalnya Sepanjang masih :
Pemen'bah::an“niglf;:nrﬂmlwdm prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia.

pasal 3 .

gaimana dimakeud dalarm Pasal 2 ayat (3) adalah: |

Fmrinﬁ?f;ﬁ prm'lrﬁi yang terdir alas pemerintah daerah provinsi
a. pa an daefs
dan DPRD provins,

-



(1
(2]

(3}

(4)

(1)
(2)

(3)

{4)

(5)

b. pemerintahan daerah kabupateng
kabupaten‘kota dan DPRQ kataupatel:mm terdiri alas pemerintah daerah
Pemerintah daerah seba i

E- -
daerah dan paranghatdaegralrr:.mﬂa timaksud pada ayat (1) terdiri alas kepala

BAB ||
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesaty
Pembentukan Daerah

Pasal 4
Pembentukan daerah sebagaimana dimaks
dengan undang-undang.

Urﬂarlg-i{rhjﬂﬂg pembeniukan daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain mencakup nama, cekupan wilayah, Bates, ibukota, kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan, peninjukan perjabat kepala daerah,
pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan,
dan dokumen, sefa perangkat daerah.

Pembentukan daerah dapal berupa penggabungan beberapa daerah atau
bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dar satu daerah menjadi dua
daerah atau lebih.

Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia
penyelenggaraan pemerintafan.

ud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan

Pasal 5

Pambentukan daerah sebagaimana cﬁmaksm dalam Pasal 4 harus memanuhi

syarat administratif, teknis, can fisik kewilayahan. R
ini i i u | 1]

Syarat administratif semmhﬁghﬁw Pﬂﬁﬁ{ ) e

?nd&njad! | cakupﬁnmwﬂayﬂh insi, persetujuan DPRD provinsi induk dan

Gubermur, serta rekomendasi Menterl Dalam Negen. .

Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ﬂ‘-"“dg‘n} I e inprh ”:““mg

meliputi adanya persetujuan DPRD Wéﬂu rupasarlawwmknmenmsl

bersangkutan, persetujuan DPRD provins! dan Gubernu

::'t:tn teknﬂmlzﬂsebagai:rﬂﬁ dimaksud pada ayal E‘IE“H"W' Ht:;l mmﬂ

dasar pembentukan ﬂﬂiiﬁﬁlﬁ_ﬁgﬂmumm luas daerah, pertafianan.
ial budaya, . | nya otonom

mfldan faktor lain yang memungkinkan terselenggs

el (1) mesiputi paling sedikit 5 (lima)

i gghﬂ;lﬂlmanﬂ dimaksud F'Eda ay?t i ' dan ng sedit 5 (lima)
ngp:atrsﬁmma untuk pembentukan | jlan 4 .[E.pmfipaﬂ kacame_-ml: r;ntuk
ibukota, sarana, dan prasarana pemenirana



(1)
(2)
(3

(1
(2]

{3)

Penghapusan dan pe

proses evaluasi tethadap penyelenggaraan pemeriniahan daerah
Pedoman evaluasi sebanai imak :
Pemerintah. g d pada ayal (2) diatur dalam Peraturan

Pasal 7
Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayat () beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama
bagian rupa bumi seria perubahan nama, atau pemindahan ibukola yang lidak
mengakibatkan penghapusan sualy daerah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan atas usul dan
persetujuan daerah yang bersangkutan,

Pasal &

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Bagian Kedua
Kawasan Khusus

Pasal 9

enye i khusus bagi
Lintuk m lenggarakan fung si pemerintahan terientu yang bersifal
hep:ntlngan ng:?gml, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam
wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. < it i

' tertentu sebagaimana dimaksu

%ﬁgﬁﬂﬂmmm pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang
::I::‘E-?permtﬂrﬂn tartentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

Peraturan Pemerintah. . _
?Jiﬁl:r;mmnmk kawasan khusls sebagaimana dlr'lﬂkﬂl'.;: ﬁ ayat (Z) dan
ayal (3), Pemerintah mengikutseriakan d:':ﬂh;h yang bﬁﬁmmm -
Daerah dapat mengusulkan pﬂmb@mn kawasan sebagaima

dimaksud pada ayat (1) kepada Pemenntan. . o R
Teta cara penetapan KEWCZE e aﬂﬂgmﬁmw Pemerintah.
ayat (2), ayat (3), ayat (4}, dan ayat (5) diahur

BAE Il

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

pasal 10



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2]

(2)

(4)

(1)

ditentukan menjadi unusan Pe merintaf, Yang oleh Undang-Undang ini
Dalam menyelenggarakan urusan pemeri -

daer?h SE!IJﬂgaimamlg dimaksyud F;Ema “:I*:-H {‘q‘ﬂ}ﬁg WHI kewenangan
menjalankan otonomi seluasdyasn » pemerintahan  daerah

) ¥a untuk menoat 3
urusan pemerintahan berdasarkan asas etonomi dﬁ u:agm me;ﬁ:;ns sendir

ﬁﬁ?ﬁﬁm?mm:wm MEnjad! urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud
a. politik luar neger:

b. perahanan;

¢c. keamanan;

d.  yusfisi,

g. monater dan fiskal nasional: dan

f agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendii atau dapal melimpahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerntah atau wakil

Pemeriniah di daerah atau dapal menugaskan kepada pamerntahan daerah
dan/atau pemerintahan desa.

Dalam urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar

urusan pemerntahan sebagaimana dimaksud pada ayal (3), Pemernintah dapat:

a. menyelenggarakan sendir sebagian wrusan pemenntahan;

b. melimpahkan sebagian urusan, pemerntahan kepada Gubemur selaku
wakil Pemerintah; atau

c. menugaskan sebagian uruesan kepada pemerintahan daerah danfatau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan,

Pasal 11

1 kriteria eksternalitas,
Penyelenggaraan unisan pemerintahan dibagi berdasarkan k
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar

susunan pemerintahan.
F':ﬂl;elen;g:amm urusan pmne-rimahm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah  dan

hubungan kewenangan antara |
mﬁn‘:ﬁiahlznhmpﬂmamah :trl:mir'ﬁi. kabupaten dan kota atau ardarp:;rm n
g:mhn yang saling terkat, tergantung, dan sinergis sebagai sistem

pemerintahan. ; - tahan daerah, yang
Urusan pemerintahan yand menjadi kewenander dimaksud pada ayat (1),
diselenggarakan berdasarkan kriteria_sebag g
terdiri atas urusan waijib dan urusan piihan- bersifat wajib yang berpedoman
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yane ra bertahap dan ditetapkan
pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secd

oleh Pemerntah.

12
Pa:::n kepada daersh disertal dengan sumber

i I
Urusan pem&ﬁntah?g:"gaﬁﬂadan prasarana, sertd kepegawaian Sesua
pendanaan, pengalfie e gika.
dengan urusan yang didesentralsas!



(2)

{1

(2)

(1)

perencanaan dan pengendalian pembangunan;

F’E"E""f"ﬂﬂ"- pemanfaatan, dan pengawasan tata fuang;
penyelengoaraan keteriiban

i Savrm pﬂmzrr;::ud:“!:r:?lanlamn masyarakat;
penanganan bidang kesehatan:
penyalenggaraan pendidikan dan alokasi surnber daya manusia potensial;
penanggulangan masalah sosial lintas kabupatenkata;

pelayanan bidang ketenagakerjaan ntas kabupatentata;

fas-ilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk
lintas kabupaten/kota;

pengendalian fingkungan hidup;

pelayanan pertanahan lermasuk lintas kabupaten/kota;

pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

pelayanan administrasi umum pamarintahan;

pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ota;

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupaten/kota; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh pemturan per undang-
sotea e irvsi hersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan

?gur;a;.:a%mrﬁaaﬁnﬂ :;:n%ns'r untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah

yang bersangkutan.

RS A T

=T N

Pasal 14
] jadi ntahan daerah untuk

s s G e eoanyanherl kgt meipt
perencanaan dan pengendalian pembangunan, _
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tala marl:g.s
penyelenggaraan ketertiban umum dan Wmn yarakat;
penyediaan sarana dan prasarana Umum,
penanganan bidang keae:l'rat&ﬂ:
penyelenggaraan pendidikar; =
penanggulangan masalah snﬂml.an_
D vl 1saha kedl dan menengah,

elayanan pertanahan, .
::Elﬂ::anan kependudukan, dan catatan sipil;

.'-?."_—-.-"jm_.,,mn‘_nwm



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

pelayanan administrasj UM .
i PEMmerintahan:

pelayanan administrasi penanaman n:;?n'

PEH?EIHHE!?baTaan P&layanan dasgr l,g'.-,nm'. dan

UrUSEN waj Efﬂn}'&yg di y

undangan, "6 dlemanatkan oleh peraturan perundang-

Urusan pemerintahan kabupatenfkots . -

pemerintahan yang secara nyata a m'-"gf;:'l_l bersifat n;p:ill:?r:mmelim UruSEn

kesejahleraan masyarakal sesgyaj dengan kondisi, Kok meningkatkan

unggulan daerah yang bersangkutan, d asan, dan potensi

?g‘ﬂ;:ﬂﬁgf’ﬁ;’y‘ﬂdatﬂn"'gx:ﬂhﬂl 149:;nman-1! dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal

Peraturan Pemerintah, (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

o

Pasal 15

Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan dasrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. pemberian sumber-sumber keuangan uniuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah:

b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah: dan

c. pemberian pinjaman danfalau hibah kepada pemerintahan daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerifahan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerntahan daerah provinsi dan
pemernntahan daerah kabupatenkota;

b. pendanaan urusan pemernntahan yang menjadi tanggung jawab bersama,

c. pembiayaan bersama atas kerja sana antardaerah; dan

d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan sebagasmana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam peraturan perundang -undangan.

Pasal 16
: intah dan pemerintahan
Hubu dalam bidang pelayanan umum antara Pemaninta erint.
d:m%g:elﬂgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) rnehpu{u: .
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pah:gmn rm;maln
b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenanga
daerah; dan
c. fasilitasi pelaksanaan terjau :::nia
I araan pelayanarn . _
Hubu W":E :.:I!;% bidang pelayanan umum  antar p&nnmr::rnn daarah
saﬁﬁnam dimaksud dalam Pasal 2 ayal (4) dan ayat :I’[?} = _
a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi ke "":m‘“ﬂ'gmn pa!almr,ramnaln
b. kerjasama antar pemerintanan daerah dalam penyelengg
LA DS ] |ayanan umurm.
¢c.  pengelolaan perzinan barsama I:ndan;g E& a:inﬁna e ek
Hubungan dalam bidand palﬂfﬂfﬂ: “e";lﬂm oaindangan.
dan ayat (2) diatur dalam peraturan p

antar pemerintahan daersh dalam



(1)

(2)

(3]

(1)
(2)
(3)

(4]

(5)

(6)

Hubungan dalam bidang pemar
lainnya antara Pemerintah dan paa:-,hnmma:lmmf Gaya alam dan sumber daya
dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi N daerah sebagaimana dimaksud
a. kewenangan, tanggung j

dampak, budidaya dag;ﬁ; I-::.,“E. nfaatan, pemeliharaan, pengendalian

b.  bagi hasil alas pemanfaatan sumber daya

dan alam dan sumber daya lainnya:

c.  penyerasian lingkungan dan tata fiang serta rehabiitasi lahan.
Hubungan dalam bidang pemanfaatan St A
lainnya antar pemerintahan daerah sebq daya alam dan sumber daya

(4) dan ayat (5) meliput: gaimana dimaksud datam Pasal 2 ayat
a. pelakzanaan pemanfastan sumber dh ke g ;
yang menjadi kewenangan daerah; n sumber daya lainnya

b. kefja sauna dan bagi hasil alas pemanfastan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antar pemeriniahan daerah; dan

¢.  pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya.

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayval (1) dan ayat (2) distur dalam

peraturan perundang-undangan,

Pasal 18
Daerah yang memiliki wilayah laut diberkan kewenangan untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut.
Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya glam di bawah
dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraluran perundang-undangan.

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

b.  pengaturan administrafif;

c. n ran tata ruand;

d pewgﬂtuhm hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau
yang diimpahkan Kkewenangannya oleh Pemerintah;

lkut serta dalam pemeliharaan keamanary dan

f.  Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

di wilayah taul 5ahagﬁglnﬂna
Kewenangan untuk mengelola :E:":f; {ng‘mlas] mil laut diukur dari garis

;l':'n;ﬂli;ﬁ 1:]: arah laﬂtylﬂaﬁ}dﬁam ke arah Pﬂm'f?ﬂ“ﬁlgbf" untuk provinsi dan
siu pﬂl:eﬂlﬁﬂlﬂ.

1/3 (sepertiga) dari witayah kewenangan P : (ot 2¢ (cata pul S

Apabila wilayah taut antara 2 |{T:2M;wﬂm dﬂ‘l w'ﬂu ayah taut dibagi sama ET“;

mil, kewenangan "-"‘?‘t"":irm”“.’p' gg;:h tengah dari wilayah Tpl:ﬂ ﬁa;d:;]; prpvnsh

?iﬂu I:I'::I L, danﬁfnﬁk F:aahupateﬂmta memperoleh 1/3 (8 wilaya

ersebu

kewenangan provinsi GIMSKSUC: .y (4) dan ayat (6) tidak beriaku

aimana dimaksud |

d



(1
(2]

(1)

(2)

(3)

Pelaksanaan kelentuan se i
dan ayat (3} diatur lebih lanjut ﬁ"lf;an;?uﬁiﬂmﬂm (1), ayat (3), ayat (4),
angrundangan,

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemerintahan

Pasal 19

Penyelenggara pamerintahan adalah Presi ;
Presiden, dan oleh menter negara. siden dibantu oleh 1 {satu) orang wakil

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD,

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20

Penyelenggaraan  pemeriniahan  berpedoman pada Asas  Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdir atas:
a. asaskepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggara negara;
¢.  asas kepenlingan umum;
d. asas keterbukaan;
e. asas proporsionalitas;
f.  asas profesionalitas;
g asas akuntabilitas;
h. asas efisiensi; dan
i asas efektivitas. :

n intahan, Pemerintah m_errgguna'hm asas
E:;ﬂmmapemm ntuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan

mﬁWW han daerah, pemerintahan daerah

menggunakan asas otonomi dan tugas pﬂﬂba@M-

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Daerah

nomi, daerah mampunyai hak:

Dalam menyelenggarakan oo B e

memilih pimpinan daerah, |
mengelola aparatur daersh;
mengelola kekayaan daerah,

ipusi daerah;
memungut pajak daerah dan retripusi dae



palam menyetenggarakan otonomi, daerah mem

sgr-FT-Fomoaeg

3

(1)

(2)

(1)
(2)

mendapatkan bagi hasil dari pangey,
lainnya yang berada dij daaahﬁﬂ 83N sumber daya alam dan sumber daya

Pasal 22

i punyal kewajiban:

melindungi masyarakat, menjaga persaty :

an, 2
serta keutuhan Negara Kesatuan Repubii ka::mn_.sqn dan kerukunan nasional,

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat:
mengembangkan kehidupan demokrasi;
mewujudkan keadilan dan pemerataan:
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan:
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan:
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak:
mengembangkan sistem jaminan sosial:

menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
mengembangkan sumbear daya produlktif di dasrah:
mehesta rikan lngkungan hidup;

mengelola administrasi kependudukan;

melestarikan nilai sosial budaya;

membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesual dengan
kewenangannya; dan
kewajiban lain yang dialur dalam peraturan penundang -undangan.

Pasal 23

Pasal 22
Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan |
diwujudkan dalam bentuk rencana kera pemerintahan daerah dan duﬂh:;:r:
dalam bentuk pendapatan, beianja, dan pembiayaan daerah yang dikelola

siste alplaan keuangan daerah.
i e dimaksud pada ayat (1) diakukan

Pengel keuangan daerah sebagaimana dima
s;ag;ﬂ:li:;n, efektif, transparan, akuniabel, tertib, adi, patut, dan taat pada

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
pemerintah Daerah

paragraf Kesatu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24 i
Sefiap daerah dipimpin olen kepala pemerinta

daerah, ceud pada ayat {1) untuk provinsi disebut

; i isabut walikota.
gﬁﬁuﬁﬂuﬁﬁglﬁhm bupati, dan untuk kota dise

acah yang disebut kepala



(3)
(4)

(5

Kepala daerah sebagaimana d: aksi

wakil kepala daerah, A Pada ayat (1) dibantu cleh saty orang
Wakil kepala daerah sebagaimana &

wakil Gubemur, untuk kabyne.. “Maksud pada ayat (3 i
wakil walikota, Pupaten disebut waki mpﬂ!i{d!-w;aﬂ:m;:f éilf::nﬂ

Kepala daerah dan wakil kepala :
dan ayat (3) dipilih dalam saty P“m ﬂfﬂllﬂﬂna dimaksud pada ayat (2)
yang bersangkutan. = langsung oleh rakyat di daerah

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah gan Wak il Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wWewenang:

£

(1)

(2)

memimpin penyelenggaraan pemerintahan dasrah .
ditetapkan bersama DPRD: erah berdasarkan kebijakan yang

mengajukan rancangan Perda;

menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD:
menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APED kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

mengupayakan tertaksananya kewajiban daerah;

mewakill daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan fugas dan wewenang lain sesuai dengan perafuran perundang
undangan.

Pasal 26

Wakil kepala daerah mempurnyai tugas: .
a. membantu kepala daerah dalam man;.rnlemgarakarl: pamm@m dami-,;t
b. membantu la daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instans
vertikal di Hd?;m menindaklanjuti laporan danfatau temuan hasil
pangawasan  aparat pengawasan, melaksanakan pmmyzg
perempuan dan pemuda, serta nﬁgu_paﬂmn pengembangan
pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, -
c.  memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan paten
dan kota bagi wakil kepala daerah provins;
mantau aluasi penyelengd
= ::?'.‘-ﬂmﬂtﬂrl da“mﬁrf: danfatau desa bagi wakil kepala daerah
kabupaten'kota;
a. man-:;ﬂmn saran dan Pﬂf“"ﬁ;a“fd”ww kepala daerah dalam
et - 29 i rintahan lainnya yandg diberikan
f, rnmgkganahan1uga§danlﬁﬂwmmﬁﬂpﬁﬂﬁ
kepala daeraf, dan _ 3
g. :zr;mamntmsummmnﬂrﬂhﬂpﬂ*ﬂdﬂmm"”ﬂm aerah
DR i pada ayat (1), wakil kepala



(3)

(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

Kepala daerah dan wakil kepala daera

a,

Wakil kepala daerah Mmieng

, s 9antikan kepg
jabatannya apabila kepala daergh o '3 daerah sampal ;

: men ; dmpal habis masa
tidak dapat melalcukgn h&wajibam"ﬂal dunia, berhenti, diberhentikan, atay
menerus dalam masa jabatannya, Ma § fenam) bulan secara terus

Pasal 27

Jas dan Wawanan : .
25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wma mgjﬁfﬁwd dalam Pasal
=pala punyai kewajiban:

a. memegang teguh dan me
Undang Dasar Negara mﬂﬁ: Pancasila, melaksanakan Undang-

mempertahankan dan memel Indonesia Tahun 1945 serta
Indonesia; hara keutuhan Negara Kesatuan Republik

meningkatkan kessjahteraan rakyat:
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat:
melaksanakan kehidupan demokrasi;

menaati dan menegakkan selunh peraturan perundang-undangan:
menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan dém-rah-
memajukan dan mengembangkan daya salng daerah: |
melaksanakan prinsip tata permerintahan yang bersih dan baik;

Ealalcaanﬁ:an dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
erah,

i menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua parangkat daerah,

k.  menyanpalkan rencana sirategis penyelenggaraan pemerintahan daerah
di hadapan Rapat Paripuma DPRD.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
perlanggungjawaban  kepada DPRD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. G
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemenniah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden r;:eim
Menteri Dalam Meger untuk Gubemur, dan kepada Menteri Dalam Neger
melalui Gubemur untuk BupatiiWalikata 1 (satu) h::;ﬂdalaﬂ 1 Ea’m] T.::EL:L

poran sebagai imaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai
ﬁs&r mmmnm"?ﬁ e raan pemeriniahan daerah dan sebagal
bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peralUran perundang-undangan.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). ayat (3).

dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

oo~ - s O R - R -

Paragraf Ketiga

bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Larangan
Pasal 28

h dilarang:  di

membuat keputusan yang Secard kmﬁlmmmﬁﬂmmm%ﬁlﬂ:‘g

bamne tﬂw‘rﬂa kauzmp'g;awg !pgmndanguﬂarrgﬂm mernuglkan kepentingan
ntangan



(1)

(2}

(3)

(4}

umum, dan meresahk
< Pok ms’ﬁl‘ﬂl‘al:m_ alay . .
92N Masyarakat jain- mendiskriminasikan

negaraldaerah, atau dalam ﬁp‘.r:;;ﬂzfﬂr" bai

melakukan pekeraan |gin ya
secara langsung maupun ]
yang bersangkutan;
melakukan korupsi, kolusi nepetism

s (R - 8, dan menerima h
dari pihak [.'?Jn yang mempengaruhi Kepuiue Uang, barang danvatau jasa
dilakukannya; N alau tindakan yang akan

menjadi advokat atau kuasa hukym _
yang dimaksud daiam Pasal 25 hun " S Perkars di pengadian selain

; nagar sumpah/fjang jabatannya;
merangkap jabatan sebagai pejabat negara la | anggota
sebagaimana yang ditetapkan dalam mmmmnmﬁgmﬁgn e

K milik ;
dang apapun: o2 Maupun  milik

g EJ”M”R&“ hEun'tun &
gan diri i
dak langsung, ab 5 bagi r::,r& baik

Paragraf Keempat
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 29
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhentl karena:
a. meninggal dunia;
b. permmintaan sendid; atau
c.  diberhentikan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
i1) huruf ¢ diberhentikan karena:

a.  berakhir masa jabatannya dan felah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan alau barhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

¢ tidak lagl memenuhi syarat sebagai kepala daerah danfatau wakil kepala

daerah;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janj jabatan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah; |

e. fidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah;

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
wakil kepala dserah sebagaimana

la:lfhserlaayal (2) huruf a dan huruf b

iputuskan dalam Rapat Paripuma dan

f.  melanggar larangan bagi
Pemberhentian kepala daerah dﬂﬂﬁ
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ll.ll;:d
diberitahukan oleh pimpinan DPRD un
diusulkan oleh pimpinan DF'HDP-‘ o e
Pemberhentian kepala daera F-:al n dengan ketentuan:
. huruf e dilaksana
dlmal-:g:;n [;:dﬂ H!’;Tn{i r:ﬁf dl :Ianmh dan wakil kepala daerah diusulkan kepada
. Fh-E'nl
Presiden berdasarkan PUVES L\ enala dasrah fidak lagl memenuhi
bah:;: m? mdmfatall_ jabatam, tidak melaksanakan kewajiban
sya pahjan)
dan/atau melanggar (arangar.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

C. Mahkamah Agung wajib

DPRD tersebul pali e ket o dei
s Malhph:ilm lambat 30 {tiga putuh) hari EElEhl‘l:mnﬁa Pﬁﬂt;*FaFEi
: mah Agung dan Pulusannya bersifat ﬁr?; e
d. iﬁsﬂ Mf'hkﬂ""ﬂh Agung memutuskan batwa kepala daerah d
K pala dagrah tl_artn.lhi mﬂlmg&rwmﬂjaﬂji}gmn dmwmu
EISHD anakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat P g
o yang dihadii oleh sekurang-kurangnya 34 (tiga Eﬁm;?ﬂ
];i.-rn anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetuuan sekurang-
urangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumiah anggota DPRD yang hadir urtuk

rmemuiuskan usul pemberhentian k :
daerah kepada Presiden. epala daerah dan/atau wakil kepala

e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah danfatau

wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (1 1 e
menyampalkan usul tersebut = RPN IR SR AR

Pasal 30

Kepala daerah danfatau wakil kepala daersh diberhentikan sementara oleh
Presiden tanpa mefalui usulan DPRD apabila dinyatakan medakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa
metalui usulan DPRD apabila terbukll mefakukan findak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yarg telah memperoleh
kekuatan hukum tetap,

Pasal 31

Kepala daerah danjatau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh
F'r&pl?aicien tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan findak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, danjatau tindak pidana terhadap

keamanan negara. |
Kepala daerah dan/atau waki kepala daerah dlbﬂl’fﬁm oleh F'mslda;;t:.:;ﬂa
melalui usulan DPRD karena terbukdi melakukan ma rﬂamhdmpmm %

yang dapal memecah belah Negara Kesatuan Hﬂﬁmﬂfh = rell ey
dinyatakan dengan putusan pengadiian yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.
Pasal 32 N
h dan/atau wakil kepala daerah mm;ttal:lapl k;ﬂrs
Dalam hal kepala daera  karena dugaan melakukan tindak pidana dan

mmnhpub'ih Yﬂﬂ?mfﬂﬂ‘mﬁal D menggunakan hak angket untuk
N
E&Et;?a%r r:':::dﬂpﬂﬁmn persetujuan i dari jumiah anggota DPRD dan putusan
sekurang- 344 (tiga P'EWI angnya 213 (dua pertiga) dari jumiah

diambil dengan persetujuan S8



(3)

(#)

{3

(6)

(T}

(1)

(2)

)

(1)

12)

(3)

ﬂl‘gglﬂ'ﬂ DPRD yang '-'lEj'l' uniy
Dalam hal ditemukan py i erhadap kepaly

ki .
pada ayat (1), DPRD manygﬂta“ tindak pidana

W -
penegak hukum sesuaj dan, gan ebagaimana dimaksud

585 penyelesaiannya ke
Peraturan perungang mdw:?n Jpada aparat

Apabila kepala daerah danjatay ye kepala daerah dinyatakan bersalah kare
na

melakukan tindak pidana den
tahun atau lebih berdasarkan o 2" PHENa penjara paling singkat 5 (ima)

n
kekuatan hukum tetap Hmmﬁmn Pengadilan yang belum memperaleh

mengusulkan pﬂmhsmenmn,-,amlmm dimaksud pada [}ﬁgt {31, DPRD

Apabila kepala daerah danjatay waki kepal i

berdasa i 4 daerah dinyatakan bersalah

Hbﬂga;::;a"“t d'-l'msnguad":: yang telah memperolen keﬁ:nl.rr.an hwkum tetap
4 -

pemberhentian berdasa rkareﬂkepu:.?:;n (4). pimpinan DPRD mengusulkan

Rapal Paripuma DPRD yang dihadisi
oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari yang iri
putusan diambil dengan persetujuan pat) dari jumiah anggota DPRD dan

selra ;
jumlah anggota DPRD yang hadir, ng-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari

Eerdas-mtan_k&pumsan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden
membernentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 33

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daersh yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32
ayat (5) selelah melalui proses peradilan temyata ferbukil tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
paling lambat 30 (tiga puluh) har Presiden telah merehabiltasikan dan
mengaktifkan kembali kepala daersh danfatau wakil kepala daerah yang
bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

Apablla kepala daerah dan/atsu wakil kepala deerah yang diberhentican
sementars sebagaimana dimaksud pada ayal (1) telah berakhir masa
jabatannya, Presiden merehabiftasian kepala daersh danatal wakil kepala
daerah yang bersangkutan dan tidak mengakdifiannya kemba

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal
31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

daerah diberhentikan sementara’ na dimaksud dalam
:E::Iu;ﬂma;glta (1), Pasal 31 ayal (1), dan F‘asaﬂéﬂ ;;jr;t EIJ_-.HE:MI I:Epa:a gg;l:larg
melaksanakan tugas dan kewajinan h&ﬁmm Yors. mﬁmp.
putusan pengadilan yang telah maﬂpe-ﬁﬂ oo 2
Apabila wakil kepala daerah diberhentikan EE:T?IE m{mﬁ}. S
Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1). dan Pass phasidigtir, s
wakil kepala daerah dilaksanakan oleh hﬂpﬂimdﬂﬁﬂn I1u1 Hkummdiaiap.
putusan pengadilan yang teah nmfrm&mlﬂl" il
hpas ala daerah dan wakil XD o % cal 31 ayat (1), dan Pasal 32
e boimans dimaksud dalam Pasal 30 YL S "heul Menteri Dalam
a}fﬁg‘}ﬁnr:sid;nb;n; p.‘;lﬁl'wan| &mﬁ e bemur dengan perimbangan
Negeri atau penj



(4)

(1

(2)

(3)

4

(5)

(1)

(2)

(3)

(4]

DPRD sampai dengan aqg
kekuatan hukum tetap, W putusan Pengadilan yang tetah
Tata cara penetapan, kriterig

i calon, i
dimaksud pada ayat (3) diatyr dalarr:-r g:" I"'m: Jﬂhﬂt‘n‘!nm;?njmat sebagaimana

arka :
disahkan oleh Presiden. N keputusan Rapat Paripuma DPRO dan

Apabila terjadi kekosongan jabatan wakd kepala daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari

k-EF??|E daerah ITH.:.'rl;LIELﬂkEﬁ 2 {ﬂua} nf{:rm mﬁn;;ﬁdm ﬁ}hmw.ll?&
dipilih aleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilinan kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhentl atau diberhentikan
secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripuma DPRD
memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah paling lambatl 6 (enam) bulan terhitung sejak
ditetapkannya penjabat kepala daemh.

Datam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan fugas
sehari-har kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala

Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialur dalam Pesaturan Pemerintah.

Paragraf Kelima
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 36
alg daersh dan/atau wakil
enyelidikan dan penyidikan terhadap kep: atal W
Thépﬂnd?mzmhﬁuaﬁanalmn gatalah adanya perseiuuan teriulis dari Presiden

atas permintaan penyidik. dimaksud pada ayat (1) fidak
DHSE“I- n terulis sebagaimana s puluh hari

fﬁfﬂ:anﬁlnleh F'ra;!:f.!n dalam wakiU Fﬁmmﬁmr;:n Pﬂnﬁlﬁﬂﬁ

terhitung sejak ditenmanya permananan,

dapat dilakukan. nan diperiukan persetujuan
. : dengan penaha

Tindakan penyidikan yang ":i:a"‘nl Haé'ma&';na dimaksud pada ayal (1) dan ayat

tertulis sesuai dengan

I dimaksud pada ayat (1)
ﬂl—l—.al yang dikecualikan dari kefentuan sebagaimand
g melakukan tindak pidana kejahatan, atau

a. fterangkap tangan



b. disangka telah melakykan tindsik
pidana mafi, atay taig Pidang kej i denga
keamanan negara. N melakukan tindal Didmiaﬁj:ﬁt;mtarhad;;
5) Tin:;.jakz_ln penyidikan sebagaimana di
[ waijib dnlapmh;n kepada Presiden pali;l-,r;i‘fmmt I:F;:F ayat {4) setelah dilakukan
puluh empat) jam. am waktu 2 {dua) kali 24 (dua

Paragraf Keenam
Tugas Gubenur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37
1) Gubemur yang karena jabatannya berkedudukan | - :
" di wilayah provinsi yang bersangkutan, 2 Juga sebagal wakil Pemerintah

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana

- dimaksud 1
bertanggung jawab kepada Presiden, pada ayat (1). Gubemur

Pasal 38
(1) Gubermnur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki
fugas dan wewenang:
a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota;
b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan
kabupateniola;

c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kola.

(2) Pendanaan lugas dan wewenang Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dibebankan kepada AFBN.

(3) Kedudukan keuangan Gut::mur sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pamerintah.

Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu
Limuim

Pasal 39 ki bortaio
i " dalam um:lmg-l..lndﬂﬂg ini

aniang tidak distur MPR, DPR, DPD, dan
Etﬂr:lu;n ﬂwuﬂrﬂg?gfmﬁ &, sunan dan Kedudukan

DPRD.

p,mgmflﬂdﬂﬂ
Kedudukan dan Fungs!



Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakila
unsur penyelenggaraan pemerintahan d:;errigﬁm Gaerah dan berkedudukan sebiagai

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran

Pasal 41
dan pengawasan,

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

(2)

(1)

a.

b.

membeniuk Perda yan

persetujuan bersama:

membahas dan menyelujui rancangan Perda ienta I

dengan kepala daerah; L 2 o, D i

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

pamerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,

dan kera sama intemasional di daarah:

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerahiwakil

kepala daerah kepada Presiden mefalul Menteri Dalam Neger bagi DPRD

provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri metalui Gubemur bagi DPRD

kabupatenfkota;

memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil

kepala daerah.

mamberikan pendapat dan perimbangan kepada pemerintah daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kena sama intemasional yang

dilakukan oleh pemerintah daerah;

meminta laporan keferangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah; _

membentuk panitia pangawas pemilihan kepala daerah;

penyelenggaraan pemilinan kepala daerah. _

memberikan persetujuan terhadap rencana kera j““:ﬂm‘ﬁmm -y
ketiga yang membebani masyara an Gaera

dangan plhok g bagaimana dimaksud pada ayal (1), OPRD

ng lain yang diatur dalam paraturan

Q dibahas dengan kepala daerah unfuk mendapat

perundang-undangan.

Fﬂgr‘ﬂlﬂﬂﬂﬂpﬂ
Hak dan Kewajiban

Pasal 43

DPRD mempunyai hak:

interpelas;



(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(7)

()

(1)

(2}

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

b. angket;dan
. menyatakan pendapat.

Pelaksanaan hak angket sebhgaai :
: gaimana

ﬁ:la;aﬂgj:ha?m hak Interpelasi sgmggmmna mnpaﬁal ?Eﬂgj huruf b dilakukan
5Ehurang=kuE::19n:raF;lag.!4 . 8N dan Rapai Paripurna DF'HHS?H;LN r;lhr:i:lﬁl
diambil dengan pemeluiﬂﬁula ;':;“E;‘Lﬂm jumiah anggota DPRD dam putusan
anggota DPRD yang hadir. rangnya 2/3 {dua pertiga) dari jumiah
Dalam meanggunakan hak angket sebagaiman

panitia angket yang terdin alas smb:a unsur [mmgﬂgg ayal (2) dlbm?lm
waktu paling lama 80 (enam puluh) hari telah man oh thﬂm" ?:' r‘,’ﬂﬂi‘n
kepada DPRD. yampaikan hasll keranya

Dalam melaksanakan mﬂﬂ‘%ﬁ?ﬂ, panitia angke! sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang
Ganggeh g endetos sa ol mengaa maslh yang sedang o
se meminta menunjukkan surat atau d i

hal yang sedang diselidiki ohumen yang berkaitan dengan
Seliap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagai :

L . 2, gaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ads alasan yang
sari menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-tunut tidak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil
secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republk Indonesia sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Anggota DPRD mempunyai hak:
mengajukan rancangan Perda;
mengajukan pertanyaarn;
menyampaikan usul dan pendapat,
memilih dan dipilih;
membela diri;
N i
protokoler; dan
keuangan dan administratif.

l":;&du:lukan protokoler dan keuangan pim
Peraturan Pemerintah.

Ta "sapFb

pi‘lﬂfl dan a[ggﬂ-lﬂ DPRD diabur dalam

Pasal 45

Undang -Undang Dasar MNegara
Pancasila, melaksanakaf la ran perundang
mﬁeapumgg{iﬂmr:nlmm 2 o 1945, dan meneati segala peraiy

undangan;




(1)

(2)

(1)
(2)

{3)

(4)

memperiahankan dan memeihamn :E-E‘I.*II'E'E nasional keutuhan
Kesatuan Repubik Indonesia; - e e
memperuangkan peningkatan keseiahteraan rakyat di daergh;

MENYErap, MENaMpUNG. menghimpun. dan me: s _
mendahulukan kepentingan negars di B S Eﬂﬂt‘aﬂ masyarakat:
golongan. epentingan pribadi, kelompok, dan

GPRD.coda g v s B ol s
¥ . o

cemilihannya, rgung jawab moral dan politis terhadap daerah
menaati Peraturan Tata Tertib, Kode etik, dan sumpahfjanji anggota DPRD:
menjaga norma dan etika datam hubungan kerja dengan lembaga yang 'laﬂmit

Paragraf Kelima
Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 46
Alat kelengkapan DPRD terdir atas:
a. pimpinan;
b.  komisi;
€.  paniia musyawarah;
d. panitia anggaran;
a, Badan Kehommatan; dan

f.  alat kelengkapan lain yang diperukan, .
Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan
berpedoman pada peraturan perundang -undangan.

Pasal 47
Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih
dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan: _
a, untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampat datgggu 34 ;:gnz
uluh empat) berumiah 3 (tiga) orang, dan untuk ok s
ﬁeranggntﬂlﬁn 35 (tiga pLiJhIm}sanmﬂl dengan 45 (empat puluh fma
berjumlah 5 (fima) orang.

b. untuk DPRD provinsi yang beranggolakan sampai dengan 74 {tujuh puluh

agotakan 75

empat) berjumiah 5 (lima) orang, dan untuk D;Fgmm? S

(tujuh puluh lima) gampai dengan 1r:m:samm R

inan Badan Kehommatan DPRD sabagamana:ﬁmlh e et
:it:ﬁp‘sr;inrang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipil

et i ud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah
ormatan sebagaimana dimaks pritocy
E:Sfi?a::ryang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretan

Pasal 48




Badan Kehommatan mﬂmmﬂ‘rﬂih.rgaa;

a.
b.
C.

d.

(1)
(Z)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(8)
(7)

mengamali, mengevaluas dlsipkn, a5
in, Ht“[ﬂ,‘ d 1
rangka menjaga martaba 3n moral |
megﬂﬁ” d“;:gﬂ I;r-E:a *dan kehormatan saguai dmlgarll :Eg;;ﬂ?gggmm
| ﬂggaraﬂ yang dilakukan .
Tata Tertib dan Kode Etik DPRp Anggota DPRD terhadap Peraturan

umtuk m
anggota DPRD dalam menjalankan tugas dmﬂﬂmﬁﬁrt dan kehomatan

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya mediputi:
a. pengertian kode etik:
b. tujuan kode efik;

¢.  pengaturan sikap, lata kerja, dan tata hubungan antar penyelenggara
pemerintahan daerah dan antaranggota sera antara anggupr:a DPRIE?:lan

pihak lain;
d.  hal yang bak dan sepantasnya ditakukan cleh anggota DPRD:
etika dalam penyampatan pendapat. tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
f.  sanksi dan rehabilitasi,

"

Pasal 50

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
kurangnya sama dengan jumiah komisi di DPRD. |
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik
yang fidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 {satu) fraksi, wajib bergabung
dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. _ :
Fraks| yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partal politik lain yang tidak
memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksl. -
Dalam hal fraksl gabungan sebagaimana dimaksud pada agal G o
dibentuk. kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai mﬁ;s; mﬂ{f &n:;!ﬂ
anggota fraksi gabungan tersu;bm vﬂn bergabung dengan

abungan lain yang memenien sy3 .
gﬂrpnlﬂayang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat
membentuk satu fraksi. . )
Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh parts! politik dengan syaral sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

pasal 51




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

{tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) ko {dua puluh) sampai dengan 35

35 (tiga puluh lima) orang membeniuk 4 I:Empz!_?:é;'é? beranggutalean tabih darl

Pasal 52
Anggota DPRD tidak dapat ditungt dihadapan pengadilan karena psmyatoan
E:gﬁﬁ?;{dggg?u pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis
« 3Epanjang lidak bert X
dan kode etik DPRD. . entangan dengan Peraluran Tata Tertib

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlak

u dalam hal anggota
yang bersangkutaln mengumumkan materi yang telah disepakati dammnglgpat
tertulup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan
mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwakiu karena pernyataan, pertanyaan
dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Pasal 53
Tindakan penyidikan terhadap anggots DPRD dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negen atas nama Presiden bagi anggota
DPRD provinsi dan darl Gubernur atas nama Menteri Dalam Neger bagi anggota
DPRD kabupaten/koia.
Dalam hal persetujuan teriulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberikan dalam wakiu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak ditermanya
permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan,
Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persefujuan
tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
i i i : atau
a. tertangkap tangan mekakukan tindak pidana kejahalan; ;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negars.
Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan

i dilaporkan kepada pejabat yang memberikan mnﬁﬂhﬂgamana
ﬂﬂﬁﬁ"ﬁﬂwm paiing lambat 2 (dua kaii) 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 54 .
Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagal.
a. pejabalnegara lainnya,
' badan ilan; |
b. hakim pada _ |_:I'EI'¥EE:|I R "
nl p&gawﬂi i i lik dhzr:gh dmﬂlﬂﬂu badan lain yang anggarannysa

negara, badan usaha
h;i-!{:.rmber dari APENIAPBD.



(2}

(3)
(4]

(5)

(6}

(1

(2)

(3)

{4)

(5)

; 1 swasta, akuntgn publik, ko
ks, Goker ek d ot g e P
g, dan hak sebaga; anggola DPAD Mganmya dengan tugas,

Aﬁggn:: EEEE ¢harang melakvkan korupei kolusi, dan nepotisme

g ¥ang melakukan peker, : : 2
wajib melepaskan pekerjaan tersebyt Emﬁﬁﬁz%dm%%adﬂ ayat (2)
Anggniﬂ UPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimalk.m.ad pada
ayat (4) diberhentikan alah pimpinan berdasarkan hasi| .
Kehormatan DPRD. asil pemerksaan Badan
Pelaksanaan ketenuan sebagaimana dimaksud pad
ayal (4), dan ayal (5) dialur dalam Peraiu?an El'I"v‘lau:q;ﬂat {}ﬂgm[ﬁ'}ﬁ%ﬂ;’;%
berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Penggantian Antarwakiu Anggota DPRD

Pasal 55
Anggota DPRD berhenti antarwakiu sebagai anggota karena:
a. meninggal dunia;
b.  mengundurkan din atas permintaan sendin secara tertulis; dan c. diusulkan
oleh partai politik vang bersanghkutan.
Anggota DPRD diberhentikan antarwakiu, karena:
a. flidak dapat melaksanakan tugas secars berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. tidak lagi memenuhi syaral sebagai anggota DPRD;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik
DPRD;
d. ftidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
melanggar larangan bagi anggota DPRD; i
dinvatakan bersalah berdasarkan pulusan penga yang
m:ympwnmh kekuatan hukum telap karena melanggar tindak ph-g:m
dengan ancaman pidana paling Shﬂhﬁﬁﬂlm}'ﬁ?hm perjara atau IE
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DF8) “‘P““ﬂa
Menteri Dalam Meger melalui Gubemur bagi anggota menn uﬁ:mfﬂ "EFWWM
Gubemur melalui BupatiWalkota bagi anggota DP ar/kols
diresmikan pemberheniiannya. : _
Pamberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud p:dda E:t (2) fm[!:ﬂ Rii
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf & dilaksanakan setelah ada keputusan
] 1 (] {{Bhaﬂﬂﬂﬂﬂ Wml

berdasarkan rekomendasi dari Badan -

i ' mdﬁﬁﬂwﬂlﬂhﬂﬁ'ﬂﬂﬂh&?ﬂ{}.

ketentuan sebagaimana dima ; ;
:;r?ﬂa?:} diatur dalam Peraluran Tata Terib DPRD berpedoma pad

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i ¢
b



(1)

(2)

(1)
{2)
(3)

(4)

(5)
(6)
{7)

Paragraf Kesaty

Pemilinan
Kepala d .
paia daerah dan wakil kepala daerah digi
- ih dal
d1la1c5§nak_ﬂn secara demokrafis berd P :;: $I:lu pasangan calon yang
rahasia, jujur, dan adil, asarkan ngsung, umum, bebas,
Pasangan calon sebagaimana dimaksug Lo s
atau gabungan partai politik. pada ayat (1) diajukan oleh partai politik
Pasal 57

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disela garakan oleh KPUD
yang berlanggung jawab kepada DPRD. i 2

Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan
pamilinan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepata
daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang keanggotaannya terdirl atas unsur kepolisian, kejaksaan, pergunuan
tinggi, pers, dan tokoh masyarakat,
Anggota panlia pengawas sebagaimana dimaksud Dada ayat (3) berjumilah 5
(lima) orang untuk provinsi, 5 (ma) orang uniuk kabupatenkota dan 3 (tiga)
orang unfuk kecamatan,
Panitia pengawas kecamatan diusullan oleh panitia pengawas kabupaten/kola
untuk ditetapkan oleh DPRD.
Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, panitia
pengawas kabupaten/kota’kecamatan dapal diisi oleh unsur yang lainnya,

: z h dibentuk
Panitia pengawas W'mﬁhﬂn kﬂpﬂh daerah dan wakil hEp:Ell'-'a daera
oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan

laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah adalah warga negara Republik
Indonesia yang memenuhi syarat:

a.
b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; _ . i}

' ila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Nega
?ﬁﬁﬁm 'Irahun 1945, at&m_mn;ﬂsl 17 ﬁmﬂs 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerin Y
berpandidikan sekurang Kkurangnya sekolah lanjutan tingkat

sederajat;

berusia sekurang-kurangnya 30 (¢

sehat jasmani dan rohani berdasa

dari tim dokter; ; gadilan yang telah
berdasarkan puiusan pen s

tidak pemah dh&uﬂﬁnﬂﬁhﬁmﬁw R mﬂmﬁn a:anﬁhl ﬁr_dum yang

iga pmul'l}’ﬁmm:.
rican hasil pemenksaan kesehatan menyehurub



(1)

(2]

(3)

(4)
(3)

tidak sedang dicabut hak pdli
|
sy asosionl, huhumﬁ:p?amasmn Pulusan pengadilan yang telah
mngme;_:l :aarahnya dan dikenal oleh masyarakat di d
i o aerahnya;
yeraitkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diuﬁ;'nkﬂn'

tidak sedang dinyatakan pait
memperoleh kekuatan hukum mh:msarhm pulusan pengadilan yang telah

tidak pernah melakukan perbuatan tercala:

mamiliki Nomor Pokok Wajib Pajak I i

NPWP wajib mempuryai hfmi mﬁbﬁrﬁmﬁﬁ G ek TR
menyerahkan daftar riwayat hduy

e . P lengkap me in
pendidikan dan pekerjaan serta ketuarga kan du?ﬂré'?suﬂnﬂ;ﬂua;;ﬂﬁa lain riwayat

belum pemah menjabat sebagai kepala daerah
; : atau wakil
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama: dan kepala daerah selama

tidak dalam status sebagal penjabat kepala daerah.

Pasal 59

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan

calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan

partai politik.

Partai politik atau gabungan pariai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan

sekurang-kurangrya 15% (lima belas persen) dari jumiah kursi DPRD atau 15%

(lima belas persen) dari akumulasl perciehan suara sah dalam Pemikhan Umum

anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang

seluasluasnya bagi bakal calon persecrangan yang memenuhi  syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjuinya memproses bakal calon

dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan iransparan.

Dalam proses penetapan pasangan calon, partal politik atau gabungan partai

politik memperhatikan pendapat dan tarng?apm masyarakal.

Partai poliik atau gabungan partai poiltik pada saat mendaftarkan pasangan

calon, wajib menyerahkan: )

a. surat pencalonan yang dﬂgﬂdmﬁgi oleh pimpinan partai politik atau
pimpinan partai polifik yang berga :

b, kesepakatan teruls antar partal poltik yang bergabung untuk

mencalonkan pasangan calon;

c. sural pemyataan ftidak akan menark pencatonan ﬁs pé&“iarﬂgl. "5,1".3
" dicalonkan yang ditandatangant ui-arhl pimpinan pa

pimpinan partai poiitik yang bergabiung; N
d. surat pemyataan kesediaan yang mmﬁgan‘

daerah dan wakil kepaladamﬂsanaraharpafm ; i
e.  surat pernyataan tidak akan menmndurimndrl saballgai pas :; ml;lh
f : Surat pemyataan kesanggupan mengundurkan d: m:::;ﬁ F:ﬁ ua]n :
‘ tﬂmilihpmen]adl kepals daerah atau wakil kepala denga
peraturan pmumnwndangm.



(E)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

berasal dari pegawai ri & o
il : :

anggota Kepolisian N';nga ﬁ“ﬁi;&ﬂgmﬂ Tﬂljllara Nasional Indonesia, dan

h.  sural pernyataan tidak akiif dai

yang bersangkutan menjadi
kerjanya.

! Ek;g‘trﬂﬂﬁ”r‘?;'“ma? kepada pimpinan bagl anggota DPR, DED, dan

mencalonkar dii : ' waki

8RB dht sabagai calon kepala daerah dan wakil

J.  kelengkapan persyaratan calon kepala daerah epala daemh
sebagalmana dimaksud dalam Paaap;ﬂﬁa; dan G :

k. naskah visi, mini, dan program dari pasangan calon secara teriulis.
Partai politik atau gabungan partai politik sabagaimana di

maksud pada ayat (1)
h_an}ra dapat_manguwﬁcgn satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut
tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
Masa penvldaﬁararll pasangan cakon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pating
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

jabatannya tu;gl pimpinan DPRD tempat
calon di daerah yang menjadi  wilayah

Pasal 80
Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (1) diteli
persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi
pemenntah yang berwenang dan menerima masukan dad masyarakal terhadap
persyaratan pasangan calon.
Hasil peneltisn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibertahukan secara
tertulis kepada pimpinan partal polik ateu gabungan parai palitik yang
mengusulkan, paling lambat 7 (fujuh) hari terhiung sefak tanggal penutupan
pendaftaran.
ila pasangan belum memenuhi atau ditolak karena tidak

ﬁﬁﬁum syaral secl?;%:inarﬁ dimaksud Jﬂaﬂﬂsa! 58 dan/atau Pasal 59,
partai politk atau gabungan partai polilik yang Im&rmajm:.an calon  diberi
kesempaltan untuk melengkapi danfatau memperbaki surat Penml:man beserta
persyaratan pasangan calon atay mengajukan calon banu paling lambat 7 ;m]uh}
harl sejak saat pemberitahuan hasil peneliian persyaratan oleh b_{PUD. .
KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau p&lgﬂlk;n persya :

sangan calon sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan sekaloy e
E—.ambamghum basil penelitian tersabut pzﬁng lambat T ﬁugjjldan
impinan parai pollk i gabungot RCEIEEL L e dmakeud paca
Mpap '-EE mifm ﬁﬁ dF:: Tn?:an oleh KPUD, partai politik dan atau
Eiﬁhﬂm ai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calan.

Pasal 61
; dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2}
an Sﬂtfﬂﬂmn pﬂlﬂﬁmgﬂm“ alon paling kurang 2 (dua)
netap Berita Acara Penetapan pasangan

Berdasarkan h%ﬂﬂ:ﬂ
dan ayat (4).
p:a';ang!:an {ﬂahn yang dituangkan dalam
calon. ; - ana dimaksud pada ayat (1)
d||gtﬂptﬂﬂ _ relfian.
e T
LTI



(3

(4)

(1)

i2)

(1

{2)

(3

(1)

(2)

FPenelapan dan pengumuman
(3) bersifat final dan mengikat,

; Pasal 62
Partal politk atau gabungan

lonny partai politik ditarang menarik calon

mya dan/atau
E:ﬁ;"gﬁgfﬂfg wg@gﬂﬁ:ﬁﬁ:ﬁﬂ“ atau salah seorang dari pasangan
calon oleh KPUD. tung sejak ditetapkan sebagai pasangan

Apabila partal politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau
pasangan c:alnn_darufatau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan dir
sebagaimana dlma"{ﬂ”d pada ayat (1), pantai polifik atau gabungan partal poliik
yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 63

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sefak
penatapan calon sampai pada saat dimulainya hari kempanye, partai politik atau
gabungan partai poltik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat
mengusulkan pasangan calon pengoanti paling lambat 3 (tiga) har sejak
pasangan calon barhalangan tetap dan KPUD malakukan paneitian persyaratan
administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat)
hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon ﬁmm?ﬁ ::r?p pgta;a{;aa;c
dimulainya karm sampai harl pamungutan suara dan masi a ua
pasangr;f ::alnnpznh?ﬁ lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala dasrah dan
wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap
tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. P
h satu calon atau pasangan calon berhalangan fetap
E?rlrﬁ:inh:; ?;Ir?mmye sampal hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan
calon ku dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala
sl fing lambat 30 (tiga puluh) had dan
daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling
partal poliik atau gabungan partai polltik 3’3"% ﬁ?ﬁ“ﬂﬁ@"ﬁgﬂmm
tetap mengusulkan pasangan <% FELE melakukan penelitian persyaratan
pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melarukelt P
adm'rrdﬂwasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (ompal)

hari sejak pasangan calon pengganti didafiarkan.

Pasal 64
pasangan calon berhalangan tetap setelah
ﬂamulam e Hms;:nmp;gfuﬂa sﬂnﬁ dimulainya hari pemungutan ;ﬁﬁ
puta ngmiﬁaﬂﬂm pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepa
ran i

i f) hari.
daerah ditunda paling lambat skl F-m } pasangan calonnya berhalangan

h dity | politik yang pas: - i sejak
partai politik atau Fmﬁ;ﬁﬁnn penggend paiina EASt :aét?a;:taﬁl dan
tatap mengusulkan pﬂl langan letap sebagaimand d! dan menetapkan pasangan
pasangan calon neditian pﬂm},mﬂnadmﬂlﬂlfﬂ:‘ ﬂ:mgm calon penggant
I{F;LID pn;ﬁl;;;ﬁf:ﬁpﬁm ambat 4 (empat) hari sejak pa

calon

didaftarkan.



(1)
(2)

(3]

(4)

(1)

]
Pemilihan kepala daerah dan W;H}H

persiapan.ldan \ahap pelaksanany il kepala dherah dilaksanakan melalsi masa
Masa persiapan sebagaimana dimaksyg

- Pada ayat (1) meliputi:
:- Ezmzmaﬂum DPRD kepala daerah mengensi berakhimya masa jabatan;
: anuan DPRD kepads KPup mengenai b ; .
kepala daerah; genal berakhimya masa jabatn

c.  Perencanaan penyelengoaraan, meliouti .
tahapan pelaksanaan pemilihan i:e;ﬁa &ali::he%mm VL v A )

d.  Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS:

e. Pemberitahuan dan pendafiaran pemantau; .

tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Penetapan daftar pemilin:

Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ walkil kepala daerah;

Kampanye;

Pemungutan suara:

Penghitungan suara; dan

Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih,
pengesahan, dan pelantikan,

Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

.'"""fﬂl'l!'lﬂ'm

Pasal 66

Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah adalah:
a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah; |
netapka h dan wakil
b. me n tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daera
kepala daerah sesual dengan tshapan yang dsalur dalam peraturan
perundang-undangan,
i dalikan semua
ngoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengen ,
¢ Eehapan p-:aﬂahs.mann pemilihan kepala daerah danwaﬂ:pala m
| dan ftata cara pelaksanaan Mpanye, ;
" mnﬁt:gﬁ aarag milihan kepala daeran dan wakil kepala daerah;

e. meneliti persyaratan pariai politik atau gabungan partai politik yang

f :::g:;:uﬁmtﬂ; calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

e diusulkan; 1 pasangan calon yang telah mxﬁm@n

h. menerima pendaftaran ¢an mengumumkan o

i rkan laporan gurnbangan dﬂ_nakﬂmlﬂrwﬂ- v
: n hasil rekapitutasi penghitungan ﬁh'

: Eﬁﬂ?m kepala daerah dan wak! mpﬂﬂwm|m kepala daerah
k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelksan

dan wakil kepaia dasrah;



(2)

(3]

(4)

(1)

m.

melaksanakan tugag
perundang-undangan,

menetapkan kantor akunta .
n s
mengumumkan hasil audit, Publik untuk Mengaudit dana kampanye dan

Dalam penyelenggaraan  pemilihan

ube i
kabupaten/kota adalah bagian pelaksans tatr:;;mdﬂ" wakil gubermur KPUD
yang ditetapkan oleh KPUD proving:. penyelenggaraan pemilihan
Tugas dan wewenang DPRD dalam :
dan wakil kepala daerah adalah- penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

a.

b.

~oan

memberitahukan kepada kepala daerah . :
jabatan; i mengenai akan berakhimya masa

mengusulkan pemberhentian kenala CRA
berakhir masa jabatannya dan mpa dan wakil kepala daerah yang

angusulkan pen ata ala d h
dan wakil kepala daerah terpifih; RN e
melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan:
membentuk panitia pengawas:
meminta peranggungjawaban petaksanaan tugas KPUD: dan

menyelenggarakan rapat parpuma untuk mendengarkan penyampalan

visi, misl, dan program dar pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah,

Fanitia pengawas pemilihan mempunyai fugas dan wewenang:

mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah;

b, menerma laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilinan
kepala daerah da n wakil kepala daerah; |

c. menyelesalkan sengketa yang timbal dalam penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. meneruskan lemuan dan laporan yang tidak dapat diselesakan kepada
instansi yang berwenang; dan

e. mengaiur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua
tingkatan.

Pasal 67
KPUD berkewajiban: .
; ra adil dan setara;

a. memperakukan pasangan calon seca .

o b mi:fi-.“?imnum b mm’“;?:ﬂ“iu I:s::l:
dengan penyelenas ndang-undangan;
daerah berdasarkan peraturan PEFEF Rgﬂmm S s et

kepada I

c.  menyampaikan lapoTy nformasi kegiatannya kepada masyarakat;

pemilihan dan menyampagkan ! said mangekia baen
dan dokumen pemilinan
d.

Th

memelihara arsip D berdasarkan peraturan perundang-Undangar;

inventaris milik KPU R

ghkan penggunaan andd
mrﬁ:amiﬁgnuﬁa tghapan pamilinan kepala daerah dan wakil kepala
mela na

daerah secara tepat wakii.

_ Paﬂgmf Kedua



Penetapan Pemilih

; BSid ya
daerah dan wakil kepala daerah ”Hgmﬂgﬁﬂgm pir?u?gum s:ara pemilihan kepals
sudah/ipemah kawin mempunyai hak memilit, i juh belas) tahun atau

Pasal 69
(1) Lintuk dapat menggunakan hak memili
terdaftar sebagai pemillh. iih, warga negara Republik Indonesia harus

(2) Untuk dapat didafiar sebagai pemilih :
( ] » Warga negara Republik Indone
sebagaimana dimaksud rada ayat (1) harus memenihi syaral: pu L e

a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwafingatannya;

b. ftidak sedang dicabut hak pilihaya berdasarkan san pengadilan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. s e

(3) EEQI'_E!I'IQ warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar
parr!mh ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} tidak dapat menggunakan hak memikhnya.

Pasal 70

(1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum lerakhir di daerah
digunakan sebagai daflar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah.

(2} Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar
pemilin tambahan yang telah mamenuhi persyaratan sebagal pemilih ditetapkan
sebagai daftar pemilih sementara.

Pasal T1
Pemitih telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
diberi mﬂr;gm pendaftaran untuk ditukarkan dengan kariu pemilih untuk setiap
pemungutan suara.

Pasal 72 |
(1} Seorang pemilih hanya didaftar | {satu) kali dalam daftar pemilih.

senra iih mempunyai lebih dar 1 (satu) tempat tinggal, pemilih
@ ﬁpm:;hﬁt harl_mngrr:::nmmn =@ty di antaranya untuk ditetapkan sebagai termpat

tinggal yang dicantumkan datam daftar pemilih.

Pasal 73

ilih sebagaimana dimaksud datam
lam daﬂﬂrng;l‘: i gt

bersangkutan harus melapor kepada

1) Pemilih yang telah terdaftar da _
- Paszal ?gﬂ kemudian harplr_'-dah tﬂﬂ'lpat t
hak pilihnya di tempat lain, pemiiih yand
ekl mencatat nama pemilih dari daftar

i 1
& ﬁ;ﬂﬂ:ﬁﬂmmunana ﬁﬂ Eh:dmﬁﬂ Eﬁtrf p}indah tempat rrlﬂn‘lﬂlr'!. .
(3) Pemilih melaporkan kepindahannys kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.



(4)

(1)
(2)
(3]
(4)

(5)
(6)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(1)

Pemilih terdaftar yang kareng
nak pilinya o TPS yang s g | paksa tidzk dapat menggunakan
menggunakan hak pilihnya o tempat lain dengan m;m&wglhfpﬂt

Pasal 74

agaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73
an daftar pemilih sementars,

Berdasarkan daftar pemilih seh

PPS menyusun dan menetapk

Daftar pemilih sementara sebagaimana di
dimaksud i

PP'S untuk mendapat tanggapan masyarakat, pada ayat (1) diumumkan oleh

Pemilh  yang belum terdaftar daflam :
mendaftarkan difi ke PPS dan dicatat aftar pemilih sementara dapat

s 22l dalam daftar pemilih tambahan.
ar pemilih sementara dan daftar pemilih tam : :
pemilih tetap. P bahan ditetapkan sebagai daftar

Daftar pemilih tetap disahkan dan diurmumkan oleh PPS.
Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

Paragraf Ketiga
Kampanye

Pasal 75

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan selama 14 (empat
batas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan cleh tim
m;f:nf: yang dibentuk oleh pasangan calon bersama -sama partai politik ataw
gabungan partai poiitik yang mengusulkan pasangan calon.
Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD
bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-
Eﬂmﬂp:ntgue ::i:am terpisah oleh pasangan calon danfatau oleh tim kampanye.
Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

kampa i jen; i nikota bagi
dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupate
:amsangﬂn rg;e-mapﬁumw dan Wakd Gubemur dan kabupaten'kota dan

kecamatan bagi pasangan calon BupatiWakil Bupati dan Walikota/\Wakil
Walikota. _

Dalam kampanye, rakyat ﬂﬂ“pﬁlﬂ}r"ﬂl
Jadwal pelaksanaan kampanye ditetap
usul dar pasangan calon.

kebebasan untuk menghadinl kampanye,
kan oleh KPUD dengan memperhatian

Pasal 76
Kampanye dapat dilaksanakan melalut
d. Fﬂrtﬂﬂ'ﬂm tﬁ'bataﬂ.;u"
: tap muka dan dialog: _ |
: t;en:abaran melalui media cetak dan nl;adlﬂ elekironik;
d.  penyiaran melalui radio dan/atau televish



{2)
(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

(2)

(6)

(7)
(2)

Dalam kampanye dilarang:

a.

b.

.

. penyebaran bahan kampanye kepaia LTILITY
f. pemasangan alat peraga di :
te
g. rapat umum; R
h.  debal publikidebat terbuka anfarca
: lon; da
i, kegiatan lain yang tidak meig ot

; MGgar peraturan perundang -undangan.

Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan
maupun tertulis kepada masyarakat. ' -
Calon kepala deerah dan waki kepala

: : d
infarmasi atau data dari pemerinah daerah aerah berhak untuk mendapatkan

undangan. sesuai dengan ketentuan perundang:
Penyampaian materi kampanye di
bersifat edukatif. panye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan

Penyelenggaraan kampanye ditakukan di seluruh wilayah provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan di seluruh wilayah Igb-.lpalarﬁnta
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota,

Pasal 77
Media cetak dan media elekironik memberkan kesempatan yang sama kepada
pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
Media elekironik dan media cetak wajlb memberikan kesempatan yang sama
kepada pasangan calon uniuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan
wakll kepala daerah dalam rangka kampanye.
Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon
untuk menggunakan fasilitas umum.
Semua hadir dalam perternuan terbatas atau rapat umum yang diadakan
oieh pu];:gan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda
gambar dan/atau atribut pasangan calon yang barsangkutan. _
KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi
pemasangan alat peraga untuk keperuan kampanye. s vl
lat peraga kampanye sebagaimana dimaksu a ay cle
i:sn:‘;:;r;ga&?m dilsksanakan dengan memperimbangkan ebka, estetika,
kebersihan, dan keindahan kota ateu kawasan setempat sesuai dengan
raturan perundang-undangan. ) _
PF:nmsangm alat peraga kampanye m{fm %P;im menjadi - milik
perseorangan atau badan swasta harus Tl PAMER = tersebut. .
Alat peraga kampanye harus sudsh dibersikan pahng lambat 3 (figa) har

sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 78

bukaan Und ang-Undang Dasar
mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pem

biik Indonesia Tahun 1945,
Nme?l:r:iriafumemng agama, Suku, ras, golongan, caion kepala daerah/wakil

i '
m:::fﬁmﬂmmm: P omba partal polti, perseorangar, daniata
meng _

kelompok masyarakat, ancarnan kekerasan atay menganjurkan penggunaan

Mengy kgpaﬂa persﬂgfﬂmm.. kelompok mﬁfﬂrﬂﬂi danfatau partal politik;
kekarasan



2
g
:
2
g
T
T
]

mengancam dan menganjurkg :
kekuasaan dari l:m-[ﬁerihtar.i:;n 'ﬁ":ﬂgpesawrgunﬂan kekerasan untuk mengambi alih
merusak dan/atay menghilangkan alst ;

menggunakan faailiiaa_dan anggaran pemerintah dan permearintah daerah:
menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan: dan L

melakukan pawai atay arakarakan _ _ )
dan/atau dengan kendaraan di jatan my;ﬂﬂﬂ dilzkukan dengan berjalan kaki

Peraga kampanye pasangan calon kain;

-

Pasal 79
(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
a.  hakim pada semua peradilan;
b.  pejabat BUMN/BUMD:

C. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan neger;
d. kepaladesa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lidak beraku apabila pejabat
tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(3) Pejabal negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
dalam melaksanakan kampanye harus meme nuhi ketentuan:

a. lidak menggunakan fasilitas yang terkail dengan jabatannya;

b.  menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

¢, pengaturan larva cuti dan jadwal ocui dengan memperhatikan
keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Pasangan calon diarang melibatkan pegawal negen iu'pi. anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sahagaji
peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan waki
kepala daerah.

Pasal 80

i [ dan kepala
P ara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan neger,
d:éaab?l;irai'g I'l'rF;:.];'l'lbLbﬂl keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah salu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 81

ima
(1) Pelanggaran atas ketenfuan larangan pahksan.?m k.ﬂ'l:upanfa sabaga nf.x?.
- pakan tindak ;:Hdairua dan dimlnah sanksi sesual dengan kelentuan peraturan
mens

‘mﬂﬂmﬂﬂ " laksanaan kampanye sebagaimana
ketentuan larangan pe _ 2
n tata cam kampanye I
E?hnige:-:gamn tertulis apabika penyelenggara kamgpanye

walaupun belum terjadi gangguar:



(3)
(4)

(1)
(2]

(1)

(2)

(3)

(4}
(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

lihan rsangkuta

ternadap keamanan i B n. A Beyjech
¥ang berpotensi menyebar hﬁwmﬁillmasii:ﬂn
nksi terhadap pelang I

kampa i i
panye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ﬁﬁ';tf:“ m?:?aﬁ:p ﬂaéaksanaan

Pelanggaran atas ketentuan jar

i Pasal 82

asangan calon danfatau fim kam menjanjikan dan/ata
A nye di

memberikan uang atau materi lainnya urT.m mem;a:;r;ﬂgmm pej:lriﬂh ’

E:;:ngs-:gn l i dalr-d:su u im kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran
mmhgmnpznygammdiuﬂ {tutamrg'kenai 1 IR pangactien. ung

i i ;
pasangan calon oleh DPRD. P sanksi pembatalan sebagai

Pasal B3
Dana kampanye dapal diperoleh dari:
a. pasangan calomn;
b. partai politik dan/atau gabungan partal politik yang mengusulkan;
¢. sumbangan pihakpihak lain yang tidak mengikat yang mediputi sumbangan
perseocrangan dan/atau badan hukum swasta.

Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening
yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan
perseorangan dilarang melebini Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) dan
dari badan hukum swasta dilarang melebinl Rp 350,000.000,00 (liga ratus lima
puluh juta rupsah).
Pasangan calon dapat menerima dan/atau menystujui pembiayaan bukan dalam
bentuk uang secara langsung uniuk kegiatan kampanye. S

da pasangan calon yang lebih darl Rp 2.500. ua juta
ma:nmg::muhﬂp:mmpfnﬂﬁ‘&hm bentuk uang maupun bukan dalam bentuk
uang yang dapat dikonverskan ke dalam nilal Uang wajib dilaporkan kepada
KPUD mengenai jurniah dan identitas pember sumbangan.

i dimaksud a ayat (3), dan
Laporan sumbangan dana kampanye Eﬂbﬂﬂﬂlﬂ'ﬂ": KPUD pad 1 (satu)

i kan oleh pasangan calon
ayat (5) e empanye dimuial dan 1 (salu) har sesudah mesa kampanye

LY ia massa la sumbangan dana

" poran
KPUD mengumumkan Wﬁ*:l':‘ sehagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada

- s _
ﬂwpﬂmw;atmﬁﬁ hTri mn%?:h menerima laporan dan pasangan calon.
Pasal 84

Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis petaksanaannya

dilatukan oleh tim kampanye. o~ L
Dana gehagaimana dimaksud pada ayat (1) _Hﬂpﬂﬂ;a ke
paaan;:r:n p:aﬁ ke.ﬁa KPUD paling lambat 3 (tiga) har setelah

pemungutan suara.



(3)

(4]
(5)

(6)

(1)

(2)

{3)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

KPUD wajib menyerahkan |5 -
Paran dang k A i

ﬂ:{téﬁﬁa&ma kantor akuntan publik mmaﬂﬁhiﬂﬁ!ﬂmm dimaksud pada

poran dana kal'r'l.pm?e dari pas gan calon a) selelah KPUD

akuntan publik. erima laporan hasil audt dari kantar
Lmiﬁmm 1 dana kampanye yang diterima KPUD wailb dipelihara dan terbuka untuk
Pasal 85

Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing
dan waga negara asing;

b. penyumbang atau pember bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. pemenntah, BUMN, dan BUMD.

Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dibenarkan menggunakan dana lersebut dan wajib melaporkannya

kepada KPUD paling lambat 14 (empsat belas) har selelah masa kampanye

herakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas dasrah.

Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon cleh K PUD.

Paragraf Keempat
Pemungutan Suara

Pasal B6
la
utan suara iihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepa

:ﬂm?hrgdise"mmgamﬁ paiing lambat 1 (satu) bulan sebelum masa fabatan
kepala daerah berakhir. :
Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui sural suara
yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. )
Pemungutan suara dilakukan pada had bur atau harl yang diliburkan

Pasal 87 _

i i dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak

ara sebagaimana dimaksud oot
::E?T}::;Irf;ﬂ‘nhh mmilih tetap dan ditambah 2/6% (dua setengah persen)

dari jumiah pemilin tersebut. - ayat (1) digunakan sebagai
na dimaksud pada ayat | : i

Tadn;baha:ﬂnd?m! spuam Eﬁ.fﬁngg““" surat suara pemilih yang keliru memilin

a2 sefiap Ti 5 rusak

piliha:ugn?_.faserlﬂ surat suara yand : gimana dimaksud pada ayst (2)

Penggunaan tambahan surst Su3@ sebag

dibuatkan berita acara. pasal B8



(2]
(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

Petugas KPPS atau orang lain yan
" ; § membanty pemilib
pada ayat (1) waijit merahasiakan pilinan panmm!,angm dibﬂ: Fhat“galnma. dimaksud

Ketentuan lebih fanjut men
sebagaimana dimaksud Jonal [pemberian bankuan kepada pemili

ity pada ayat (1) dan ayat (2) diater dalam Peraturan

. Pasal 90
Jumlah pemilih i setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasi
" nya di tempat yang
mud{a_h dijangkau, lar_memlh:. oleh penyandang cacal, serta menjamin seliap
pemilih dapat membenkan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia,
Jumiah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 91
Untuk keperuan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah disediakan kolak suara sebagal lempat sural suafa yang
digunakan oleh pemilih.
Jurnlah, bahan, bentuk, ukuran, dan wama kotak suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Pasal 92
Seheium melaksanakan pemungutan suard, KPPS melakukan:

a. pembukaan kotak suars;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta

d. penghitungan jumiah setiap jenis dokumen dan pm-alawm I
Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayaté;li dapat ks i !

dari pasangan calon, panitia pﬂﬂgﬂmrﬂﬂmuu n warga masyarakal.

; ayat (1) dibuatkan benla acara
Keglatan KPPS sabﬂﬂlmmsl;:npmmﬂﬂﬁ ( e ()

ditandatangani oleh Ketu r ;
IEFFE'IE dan dapat ditandatangani olen saksi darl pasangan calon

pasal 93
gimana dimaksud dalam Pasal 82, KPPS

Setelah melakukan kegiatan ﬂmw& £ .
membserikan penjelasan mengenal _ pﬂmmm;ﬂlﬂﬁpps .
Dalam memberikan suard, pemilih diben kesempatan benda
prinsip urutan kehadiran pemilin.



(3)

(4)

{5)

(1}
(2)

; Yang termnyata -
suara pengganti kepada K yaia risak, pamilih dapat meminta surat
DENOGANG hatya sak kas. S, kemudian KPPS memberikan surat suara

Apabila terdapat kekelinzan

meminta surat susa peng (elem cara memberikan suara, pemilih dapat

gantl kepada KPPS, kemudian KP

sural suara pengganti hanya saty kaji. R o

Penentuan wakiu dimulaj [

ol dan berakhimya pemungutan suara ditetapkan cleh
Pasal 94

Pemilih yang lelah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

Tanda khusus sebagaimana dimaksud pad
a ayat (1
dengan berpedoman pada Peraturan Fmpﬂl‘imh?m (1) ditetapkan oleh KPUD

Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

a.
b.

C.

(1)
(2}

(3)
(4)
(5)
(6}

(7)

- bersangkutan dan

surat suara ditandatangani aleh Ketua KPPS: dan

tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat rmemuat satu
pasangan calon; atau :I e et k.

tanda coblos terdapat datam salah satu kotak seqi empat yang memual nomor,
foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam sakah satu kotak segi empat
yang memuat nomor, foto dan nama pasangan cabon; atau

tanda coblos terdapat pada salah satu gars kolak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama pasangan calon.

Pasal 96
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS satela_h perungutan suara
berakhir,
Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilib
tetap untuk TPS,
b. jumiah pemilih dari TPS |ain; "
DI h surat suara ng tidak terpakal; dan
3 j::—::h gurat suara ::ng dikernbalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru
dicoblos. .
Penggunaan surat suara tambahan dibualkan berita acara ﬁ'j:'?sd“““““"g”'
oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya Ehidl-lﬂ-l anggota i : .-
Panghitungan suara dilakukan dan selesai di mﬂu‘r{];;ﬁ n dapat
i pasang nitia pengawas, , o warga masyarakat.

o #m mnr;lp:mgw ayrat mandat dari tim kampanye yang,
Saksi pasangan manyershkannya kepada Ketua KPPS. ) .
Penghitungan suara dilakukan dengan Cara d‘.ﬁ:‘f’!ﬂwﬂa‘:ﬂmﬂ ﬂkﬂhl';t ?I: rngi
pasangan; calon, panitia pengawas, pemaniau. i SJ.IHII'-‘EI ﬂs_ yara

i dﬁpa'g . ksikan secara jelas proses penghitungan C
hadir memnya masyﬂlﬂﬁﬂl“mi eaksi Fgg.mgaﬂ-ﬂ;lunny:;:gﬁppsr
E:pai mnﬁﬂaﬂrﬁ;ﬁiﬁn terhadap jalannya penghitungan Suars



(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(&)

{7

(1)

(2)

apabila ternyata terdapat .

undangan, "a#al yang tidak sesuai dengan peraturan perundang
Dral berata i

mfﬁﬂtﬁmgairﬂaﬁgrﬁmﬁ 0%eh saksi pasangan calon atau warga
itu Juga mangman Pﬂfﬂbﬂlman. Fﬂ'ﬂﬂ all"ﬂl {?} dﬂpﬂ\‘d‘i‘tﬂrina. KPPS Sﬂkﬂuka

KPPS mﬂn;iesrliJk:n :-:ELSEIU} eksemplar salinan berita acara dan sertifikal hasil
fa kepada saksi pasangan calon

| {salu) eksemplar serifikat hasi| pengﬁmm magg?lmmdmmw

KPPS dn:_lﬂymrﬂtm berita acara, sertifikat hasi penghitungan suara, surat

suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan den penghitungan suara

kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 97

Selelsh menerima berita acara dan sertifikat hasil itungan suara, PPS
rnemhu_:a-t berita acara penerimaan dan muumnmpnurﬂa jumlah suara
unh.!h tingkal desa/kelurahan dan dapat dihadini oleh saksi pasangan calon,
panitia pengawas, pamantau, dan warga masyarakat.

Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dar Tim Kampanye yang
bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.

Fasangan calon den warga masyarakat melalul saksi pasangan calon yang hadir
dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghifungan suara oleh PPS
apabila ternyata terdapat hathal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

Dalam hal keberatan yang digjukan oleh saksi pasangan calon atau warga
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapal diterima, PPS seketika
itu juga mengadakan pembetulan.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS
dalam wilayah kerja desakelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita
acara dan seriifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani
oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) crang anggota PPS serta ditandatangani
oleh saksi pasangan calon.

o memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
Ep;]ﬂﬁl hasil penghitungan suara di PPS kepada saksl pasangan calon yarﬁ
hadir dan menempetkan 1 (salu) mlisﬂfﬂMhHﬂll penghitungan suara
tempat urmum . : .

ji yerahkan 1 salu} eksemplar berkas berita acara dan serifikal
Eﬁﬁfﬂn pﬂﬂgl‘rﬁl.ll’lﬂglﬂ suara di PPS kepada PPK setempal.

Pasal 98
nerima berita ' PPK
' acara dan sertifikat hasil penghitungan suara,

sem!;?aimbeﬁta :mra penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumnilah “Elm
:ﬁ:ﬂ: tingkat kecamatan dan dapat dinadir cleh saksi pasangan calon, panitia
pengawas, pemantau, dan warga masyara kat. ——— e yang
Saksi pasangan calon hmmnmm&!'ﬂéprrkﬂ Kampa
bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.



(3)

(4)

(2)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

()

(7)

(1)

Pasangan calon dan

; Masyarakat - x
dapat meng melalui saksi
apabila mﬂﬂigrﬁa beratan terhadap jalannya mmﬁﬁ E'Eﬁ.;"iﬁ I;:,f{

apat hathal yang tidak i

undangan. Se5ual dengan peraturan perundang-
Ej&?ﬂﬁéngﬁfggéﬂﬁwimjmﬁ“ oleh atau melaiui saksi pasangan calon,
mengadakan pembetulan. ayal (3) dapat diterima, PPK seketika ilu juga

Ketua dan sskura
oleh saksi mmﬂﬁﬂ?wﬂ 2 {dua} orang anggota PPK serta ditandatangani

PPK ':-uajib_r'nenymh.l-:arn 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota,

Pasal 99

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasd penghitungan suara, KPU
kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi
jumiah suara untuk tingkal kabupatenkota dan dapat dihadii oleh saksi
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan wa rga masyarakat.

Saksi pasangan calon harus membawa sural mandat dan Tim Kampanye yang
bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupatenfkota.

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir
dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU
kabupaten/kota apabila temyata terdapat hakhal yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keberatan yang digjukan oleh atau melalul saksi pasangan calon,
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dapal diterima, KPU kabupalenkota
eselbc NLRIGD PRI CR mtI:m il hitu suara di semua PPK
Setelah selesai melakukan rekapitu asll penghifungan

dalam wilayah kerja kecamatan yang bersanghutan, KPU kabupatenfkota
membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghifungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU
kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksempiar safinan heflia aca
dan seriffikat rekapitulasi hasil penghifungan suara dILHHF;J{mEW i
kepada saksi pasangan calon yang hadir sl

rifikat hasil penghitungan suara di tempal umurm. _
:;U k.:bu;mt::m wajib menyerahkan 1 (satu) ﬂ'kﬁﬂﬂ;l?":'F T}mﬁﬂ acara
dan sertifikat rekapitulasi hasi penghitungan suara dl tervkota
kepada KPU provinsi.

Pasal 100
dan wakil kepala daerah kabupaten'kota,
Dalam hal pemilinan ﬂﬁdﬁghpﬂghmmaﬂ guara selanjuinya diputuskan

. ilih.
gg'l:?l :Enlg rggtr kabupatenkoia uniuk menelapkan pasangan calon terpi



(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(1)

Dalam hal keberatan yang diajukan aleh i [

: ; atau melalui saksi pasa ton;
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU pm-.-piarm Em;ehﬁ: itu
juga mengadakan pembetulan,

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil itu suara di semu
penghitungan d
kabupaten'kota, KPU provinsi membuat berits amra"gdﬂn wl]!'ukelnt mmﬂeﬁ.ﬁ
lr:-.asrl p-engiz'u’:;;ng?n suara yang diandatangani oleh ketua dan sekurang
urangnya ua) orang a KPU provinsi

oot ngaola provins serta ditandatangani obeh saksi
HFL_.r provins waijib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan
sertifikat rekap itulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi
pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara di temgat umum,

Pasal 102
Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sabagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (5) selanjuinya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk
menetapkan pasangan calon terpilih. .
Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
KPU provinsi disampaikan kepada DPRD provinsi unfuk diproses pengesahan
pengangkatannya sesuai dengan peraturan penundang undangan.

Pasal 103

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dan hasil penefitian
danmmﬂn terbukti terdapat salu atau lebih penyimpangan sebagai
berikout:
a. penghitungan suara dilakukan secara tertuup;
b. penghitungan suara diakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga

' masyarakat fidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara

las;
d }:engh'm:ngan syara dilakukan di tempat lain di tuar tempat dan wakiu yang

telah ditentukan; dan/atau
e. teradi ketidakkonsistenan dala
surat suara yang tidak sah.

m meneniukan surat suara yang sah dan



(2)
(3)
(4)

(1

(2)

Penghitungan ulang surg .
perbedaan data mahsum:':;?%ghmn pada fingkat PPS apabila teradi

Penghitungan Ulﬂﬂg Sural ;
perbedaan data iumlahsuﬁ‘:?ﬂzﬁptglg‘u kan pada tingkat PPK apabila terfadi

Apabila terjadi perbedaan datg | )
dan KPU Provinsi, I:lilahukantﬂ jumish suara pada fingkat KPU Kabupaten/Kota,

. pen k . H
hasil penghitungan suar pada 1 tﬂﬁ? t‘?@:ﬂ?ﬁg&ﬁ?ﬁa sertifikal rekapiulasi

Pasal 104

. da duila :
mengakibatkan  hasil DEIT'HJF!gfia;n EHHE apabila teradi kerusuhan yang

£ : tl 4
penghitungan suara tidak dapat dilakukan, dak dapat digunakan atau

Pemungutan suara di TPS dapat diutang a . : o

rh pabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panilia Pengawas Kecamatan terbukdi ih dari
keadaan sebagai berkut: lerdapat satu atau lebih dari

a.  pembukaan kotak suara daniatau berkas pemungutan dan penghitungan
suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

b, pelugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani,
atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah
digunakan;

c. lebih dar seorang pemilih menggunakan hak pifih lebih dar satu kali pada
TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

d. petugas KPPS menssak lebih dari satu sural suara yang sudah digunakan
oleh pemilih sehingga surat suara lersebul menjadi tidak sah, dan/atau

e. lebih dai secrang pemilih yang tidak terdafiar sebagal pemilih mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pemungulan suara di TPS

Pasal 105

i giara dan unqutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam
mr%ggﬂn Pasal 104 dm oleh PPK dan dilaksanakan selambatlambatnya

7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

(1)

(2)
{3)

(4)

Pasal 106
ratan dan wakil kepala
terhadap penetapan hasi pemilihan kepala daerah
ﬁbfah harya dapgtl::lajman oleh pasangan calon kepada Mar#agﬂah ﬁ:gamgla
dalam waktu paling lambat 3 (liga) hari se telah penetapan hasil pemilihan kepa
i la daerah. _
i A dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil
mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
penghitungan wamﬁ'ﬂ::pma ng::nan Agung sebagaimana dﬁ:ﬁia pﬂr:l:
- i ifihan era
ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggl mhﬁl m i oo lincs
dan wakil kepala daerah provinsi dan ma p;"fawmm
kepala daerah dan wakil keh!f:a dr:-‘:cf:la i S W bigaiens
Mahkamah Agung ﬂmﬂ" ayal (2) paling lambat 14 (empat mﬂ Igi:lﬂTSEjﬂl_l;,
i ' o n keberatan okeh Pengadilan Neger/Feng inggy
ditenmanya
Mahkamah Agung. )



(3)
(6)

(7)

(1)

(2)

{3)

(4]

(5)

(6)

(7}

(8)

(1)
(2)
(3)
(4)

Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimang dimaksud pada ayat (&) bersifat final.

Paragraf Kelima
Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Pasal 107

Pasaingan calon kepala daerah dan waki| kepala daerah
3 : 1 yang memperoleh suara
lebin dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sale ditetapkan sebagai
pasangan calon tarpilib.
Apabila ketenfuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara
kebih dan 25% {dua puluh iima persen) dari jumiah suara sah, pasangan calon
yang perclehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilif.
Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dar satu pasangan calon yang perolehan
suaranya sama, penenfuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas.
Apabila ketenfuan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak terpenubi, atau
tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh ima persen) dari jumiah suara sah,
dilakukan pemilihan putaran kedua yang dikutl oleh pemenang periama dian
pemenang kedua.
Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua
pasangan calon, kedua pasangan calon tersebul berhak mengikit pemilinan
AN o pada ayat (4) diperoleh oleh
Apabila pamenang pertama sebagaimana dimaksud pada
ﬁ§'§’ pasflf'rngan nngéim atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua
dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebin luas.
Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (%) dm
lebih dari satu |:|'E|5|-1a|rm;y,}:.ntIi1 :le:un. penentuannya dilakukan berdass

Suara Las,
;Eaﬂﬁg:: calon gligla daerah dan wakil kepala daerah yang m‘?’“m: cociala
ferbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal 108
Dalam hal calon wakil kepala daarahdm;ﬁ berhalangan tetap, calon kepala
daerah terpilih dilantik menjadi kepala da i e i
Kepala daerah sebagaimana gﬁw& ﬁgﬁnaya { calon
il kepa daerah ke da D u . .
;::ﬂﬂ halla:m!nn hapalfdaaw terpilin berhalangan tetap, calon wakil kepala
am

' [ daerah.
daerah terpilin dilantik renjadi kepala et O "

Kepala daerah sebagaimana 3
wakil kepala daerah kepada pPRD untuk dipi



(3)

(6)

(1)

{2)

(3)

(4)

(1)
(2)

n
(2)
(3)
(4)

Dalam hal pﬂﬁﬂngm calon .

TR terpilih &
gabungan partai politk yang m'm':;m::m tff:?; ihpa:;mmmh sma:h:l
menjadi kepala daeran dan wak po 0" C20N kepada DPRD untuk dipiii
waktus 60 (enam puluh) hari. Pala daerah selambatiambatnya dalam
Untuk memilib wakil kepala das

rah sebagaimana dj
ayal (4), pemilihannya dil ana dimaksud pada ayat (2) dan
puluh) hari, ¥a clskukan selambatlambatnya dalam waktu 60 {enam

Pasal 109

hgﬂi" Pasangan calon Gubermur dan wakldl Gubernur
iden selambatlambatnya dalam waktu 30 {lima puluh)

Fengesahan pengan
terpilih ditakukan ole
hari.

Pengesahian pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupali atau
walikota, dan wakil walikot terpilih diakukan cleh Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden selambat-lambatnya dalam wakiu 30 {tiga puluh) hari.
Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubemur terpilih diusulkan oleh DFRD
provinsi, selambaHambatnya dalam wakiu 3 {figa) hari, kepada Presiden melalui
Menteri Dalam MNeger berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon
terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
Pasangan cafon bupali dan wakil bupati atau walikota dan wakil wallkota
diusulkan oleh DPRD kabupaten'kota, selambatlambatnya dalam waktu 3 (figa)
hari, kepada Menter Dalam Neger melalui Gubemur berdasarkan berita acara
penatapan pasangan calon terpilin dan KPU kabupatenota untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan.

Pasal 110
Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik
derF:gan mengucapkan sumpahfjanji yang dipandu oleh pejabat yang mekantik.
Sumpahijanji kepala daerah dan wakl kepala daersh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut o ;
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjangl akan memenuhi kewajiban saya
sebagal kepala dasrah/iwakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya d?nnmseﬂdll-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dﬂ H?ﬂgaanra H% n&m
Tahun 1945 dan menjalarﬂ-:an_sagﬂla mﬂm r::“ danpemm l
selurus-lurusnya seria berbakli kepada masyar L bangsa.

Pasal 111
Gubemur dan wakil Gubemur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri aias nama
: pﬂﬁE:E-ln wakil bupati atau waliketa dan wakil walikota dilantik oleh Gubermur,
u
atas nama Presicen.
Pelantikan aatuagai'nangp dl':gakam pada ayat (1)
'?‘ﬂlﬂm Rapa;:Twnmmm dan pmgaiur ran selanjutnya distur dalam Peraturan
ata cara

Pemerintah.

dan ayat (2) dilaksanakan



Biaya kegiatan Pemilihan

Paszal 142

ke
APED. Pala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Paragraf Keenam
Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

) Pasal 113
EE:ES.I;#:; ﬁmmﬁhﬁpﬂiﬂaem; dan wakil kepala daerah dapat dilakukan
badan hukum dalam "'E'Elﬂri.? @ melipull lembaga swadaya masyarakat, dan

Pemantau pemilihan sebagaimana dimaks
persyaratan yang meliputi:

a.  bersifatindependen: dan

b.  mempunyai sumber dana yang jelas,

Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
mandaflarkan dan memperoleh akreditasi dar KPUD.

ud pada ayat (2) harus memenuhi

Pasal 114
Femantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada
KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih.
Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan/atau fidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 dicabut haknya sebagai pamantau pemilihan dan/atau dikenai
sanksi sesuai peraturan parundang undangan.
Tata cara uniuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta
pencabutan hak sebagal pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketujuh
Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 115
Satiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak hanﬁ
mengenal diri sendii atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperiukan U
pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1%
belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dﬂ:ﬁ%ﬂ ﬁl;‘lﬂm o
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah} dan paling banyak Rp.1.000.000,

juta rupiah). . o L
[ menyebabkan orang kin kehilangan
Setiap orang yang dengan sangq; mery A R e .-.-.
pilihnya dan m"g%ﬁpﬁgﬂ&nmgkm 1F:[|5-a ITJ};HWIan L s E-m{mm?m]
Eanh;gnagardatau E:nda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan
pzl'mg banyak Rp.2.000.000,00 tduahjula rupiah). . L
Setiap orang yang d?.?rﬁ:‘lg E?:E.]:H mmrr:a‘:s:“ﬁﬂn surat yang
dar-g:ndmaits:-JISd :nrgi: digunakan sendiri atau orang lain sebagal seolah-olah



(4]

(9)

(6)

(1)

{2)

(3)

(4)

rat sah atau tidak

?Ega}?uh:r:?zm pﬁﬁlﬁ:g“&gmmm dengan pidana penjara paling singkat 3
sedikit Rp.600.0D0,00 fenam (delapan belas) bulan dan/atau denda paling
Rp.la.unn.uuu,nn fenam .il-"‘-ilﬁ.lpiah:[ams fbu rupiah) dan paling banyak
oo Yo cecan s G et sy s
menggunakannya, atau menyunih orany o o Lok Seh atau dipalsukan

Sefiap orang yang dengan kekerasan atay dengan ancaman kekuasaan yan
ada padanya saal pendaftaran pemilin menghalang -halangi seseorang l.li"lr?ukg
terdaflar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang
undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (liga) bulan dan
palng lama 18 (delapan belas) bulan danfatay denda paling sedikit
Rp.600.000,00 {enam ratus, ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00
(enam juta rupiah).
Seliap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang fidak benar
atau menggunakan sural palsu seolah-olah sebagai sural yang sah tentang
suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan uniuk menjadi Pasangan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling
singkat (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp.600.000.00 (enam ratus rbu ruplah) dan paling banyak
Rp.6.000.000,00 (enam jula rupiah).

Pasal 116

Sefiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal wakiu
yang telah ditetapkan cleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara
paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp100.000,00 (seralus ribu ruplah) atau paling banyak
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). — —
dengan sengaja medanggar an larangan
ﬁ:&a@;ﬂnmgimaﬁmmm dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, hunut ¢,
huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) bola atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling
mmm_mm{mﬂmme}mmw

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap dengan sengaja melanggar ketantuan larangan pelaksanaan
kam a:ﬂngp&ﬁhan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana
di'napksuﬂedam Pasal 78 huruf g, huruf b, huruf i dan huruf j dan Pasal :9 511_.:‘:;1]'
i t (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara pafing mnq;{lhral { )
B} gl § {enam) bulan danatau denda paling sedik

ng lama .
?ﬁﬁ%ﬂﬁ,ﬂﬂm{gaﬁm ribu rupiah) stau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu

juta rupiah).
Selim) pae r;gp?:ngan sengaja melanggar keteniuan sebagaimana

31'311 ﬁ:up:?l:alfnﬁpafal f3diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (salu)
i i pam) bulan
g%ﬁ ﬂﬁﬂinmaﬂﬁ mp::ah} atau paling banysk Rp.6.000.000,00

(enam Juta rupiah);



(3)

(8)

(7)

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sefiap orang

mﬂmﬂamuwm h‘;;"g“” engaja mengacaukan, menghalangi, atau
1 (satu) bulan atay pajine o 8NCaM dengan pidana penjara paling singkat
Rp.600.000,00 {Emﬂﬂuﬁmﬁ {Hr_uam} butan danvatau denda paling sadikit
(enam juta rupiah), Fupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,00

Setiap orang yang dengan T {
atau kepada pihakpinak yang dij;rang mgﬁhﬁ"&ﬁﬂﬁ das, Prsal 86
Iﬂ:}fﬂt (1), dan/atau tidak memenuhi kewsjiban sebagaimana dimaksud dalam
asal EEI'.“'-"’E“‘ (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 {ampat) bulan
alau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp.200.000.000.00 ({dua ratus juta rupigh) atau paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (saty miliar rupiah).
Seliap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang fidak benar
dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan aleh Undang-Undang
ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 {dua) bulan atau paling lama
12 {dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (saty juta
rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah),

Pasal 117

oetiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya
untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). _
Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi
lainnya kepada seseorang supaya fidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih
Pasangan calon tertentu, alau menggunakan hak pifihnya dengan cara terentu

i sirat suara menjadi tidak sah, diancam dengan pldana penjara
gﬁrnn;gs?nghal 2 E_dua??t?ulm dan paling lana_ﬂ {dua belas) bulan dan/fatau
denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (salu juta ruptah) dan paling bamyak
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). a m—r 3
Setia a waktu pemungutan suara dengan menga
G ol ik

i ina singkat 15 (lima betas) hari dan paling Bma bu 1en |
miﬁfi'é'l%f r;:lgﬂling sédi'r.rt Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). - s
Setiap orang yang pada wakiu pemungutan suara Gengan Sengaja membe

ap gh'h dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana
suﬂfﬂn'.l"aali?nl ingkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan daMahE
B e sedikt Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pafing banya

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). - -
' sergaja menggagalkan pemungLian suara :
Emangamp s yangriu;l;g;r:m singkat B (enam) bulan dan paling lama a?-r {nﬂ
tdal'u.m r&ﬁﬁﬂ;ﬁ pganm paling sedikit Rp.1.000.000,00 {salu juta rupi ) da

paling banyak Rp.1 0,000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



(6)

(7)

{8)

(1)

(2)

(3)

(4)

Jika tindak pidana dilaku
calon, ancaman pidananya

Seorang majikan atay atass ¢
seorang pekeria untuk memberitan syn a1 U2TKaN Kesempatan Kepada
pekerjaan tersebul tidak bisa w;ﬂ kecuaii dengan alasan bahwa
ol Sngat 2 (o) g S5, R, S pcane e
fi i Lia 1
;ﬁgﬁﬁ? i Rp.1.000.000,00 (saty juta rupiah) |;if|a:r I'n E;:m aaLlrE
0.10.000.000.00 {sepuluh juta rupiah). p n paling bany
o Sengaja pada wakiu pemunguia ingi
{E%Ur;;ﬁ EF;T:;:I“ selain yang I:Iia.'l!Jr sebagaimana I:IimE:ul;lil-I||:|Eé|"|lsialn1:?|l ﬁgmﬂ
12 {cits Bk} bydar Pidana penjara paling singkat 2 (dua) butan dan paling lama
o belas) bulan dan/atay denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dan paling banyak F*F'-‘”-W“-ﬂﬂﬂ.mrsepuuhm rupiah). '
gelmFéJ;ang yang bertugas membantu pemilin sebagai mana dimaksud dalam
. (2) dengan sengaia memberitahukan pifihan si pemilih kepada
arang lamn, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1,000,000,00
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 {sepuluh juta nupiah),

Pazal 118
Setliap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan
suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan
calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 {dua) bulan dan paling lama 1
{satu) tahun danfatau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta ruplah).

Sefiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil
pemunguian suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah). b
Sefiap orang yang karena kelalalannya menyebabkan rusak atau hifangnya
pmmengm suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara pal_hg
singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00
g bah hasil penghitungan suara
dengan sengaja mengut peng!
E?Eﬁumberﬁmv:gm dan sertifikat hasil w?%w mﬁgﬂm
i i ing singkat 6 (enam) bulan dan paling lama .

Pidana P Py sedkit Rp.100.000.000.00 (seralus a upieh) dan paiing
banyak Rp.1.000.000.00000 (satu miliar rupiah).

Pasal 119

dengan sengaja oleh penyelenggara amu_ pasangan
H?jr:mmbm 1/3 (satu pertiga) dan pidana yang diatur dalam

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Bagian Kesembilan Perangkat Daerah



(1)
(2]

(1)
(2}

(3)
(4)

(1)

{2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Pasal 129
Perangkat daerah provinsi terg

;inasdaerah. dan lembaga teknis daazgh,sakmhriat daerah, sekretarat DPRD,
Dgr!gggﬁ;aga:g‘ t:'iabupat ola terdini atas selretariat daerah, sekretariat
' ah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan,

) _ Pasal 121
Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah,
E.?EEQ;T daerah JW;: :ﬁg:nshrd ﬂ:l:la ayat (1) mempunyai tugas dan
menmbar & L
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga t::-:“nls daarah. a2 fnt
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dim
. aksud pada 2},
sekretaris daerah beranggung jewab kepada :!;paha daerah, e
Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasn: i
. r ya, tugas sekretarns
daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pasal 122
Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipl yang mementuhi
persyaratan,
Sekretans Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat
dan diberhentikan okh Presiden atas usul Gubemur sesual dengan peraturan
perundang-undangan.
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupatenkota
diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Bupatiwalkola sesual
dengan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagal pembina pengawai negeri sipil
di daerahnya.

Pasal 123

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. _ d

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Gubemur/BupatiWalikota dengan persetujuan DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyal fugas: |

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRL;

b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

c.  mendukung pelaksanaan luges dan fungsi DPRLY dan.

d menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperukan aleh DPRD
dalam melaksanakan fungsinya sesual dengan kemampuan keuangan
daerah.

Sekretaris DPRD datam iakan tenaga ahil sebagaimana dimaksud pada

i i impinan DPRD.
3} huruf d waiib meminta perfimbangan pimpin |
ayat (3) 1 DPRD dalam melaksanakan fugasnya secara Ela:ﬁrhﬁ ';;lpE!‘EEﬂI'lﬂl
taml: hawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan 2 HSFL km‘taﬁmﬁs
ﬁmsgahf bertanggung jawab kepada kepala daerah malalui
mini
Daerah.




(6)

(1)
(2)

(#)

{1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{4)

Susunan organisasi sekretari

berpedoman pada Peratiran, I=|Elll o

: etapkan dalam
Bmerintah, peraturan daerah

= Pasal 124

Dl_nas Zasmh rneppakal M unsur pelaksana otonomi daerah,

H;I'F;:?a adﬂafgar!;dflejl;nnpm oleh I:f.ellﬂla dhaf; yang diangkat dan diberhentikan cleh
Sekretaris Daerah. gawsl neger sipil yang memenuh syarat atas usul

Kepala dinas dasrah benan ] )
Sekrelaris Daerah, Qoung jawab kepada kepala daerah melalui

Paszal 125

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendulu

ng Wgas kepala deerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifal spesifik berbentuk
badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
Eade:_n! I:El[ll:ur atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh kepata badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum
daerah yang diangkat cleh kepala daerah dari pegawal neger sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretars Daerah.
Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) beranggung jawab kepada kepala dasrah melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 126
Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/keta dengan Perda berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang
dalam pelaksanaan tugasnya mempercleh pelimpahan sebagian wewenang
bupati atau walikota untuk menangani sebagsan urusan olonomi daerah, "
Selain lugas sebagaimana dimaksud pada _az.ral (2) camal juga
mnyﬂeng;n'?ra}mn tugas umum pemerintahan mefiputr. .
i L

a. mengoordinaskan kegiatan pemberdayaan masyara _
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kelenieraman dan ketertiban

urTim;
c.  mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan
e. mengoordinasikan penyelengga

kecamatan; _ .

f. membina penyelenggaraan p&rr‘r!ﬁ:: T;:;g da"r.r:::d ?ﬂmn_ﬁmp
nan Masy : ruang

Q- rtl.nr:[::::: Z?;aﬁ a::‘ru belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan; _ vl o )

L t (2) diangkat oleh Bupati/W .
i mgﬂmmn:‘d‘ "E’k”'ﬂew ﬁ“d;ﬂi“ pegawi neger rﬂﬂhﬁﬂum dengan
mﬁﬁ?ﬁaﬁrﬂa pemerintahan dan memenuhi persya g
E‘aﬂ'—lﬂn paundangmdm;an-

prasarana dan fasilitas pelayanan wmum;
raan kegiatan pemerntzhan di tingkat



(5)

(6)
i7)

{1)
(2]
()

(4)

()
(6)
(7)
(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Camat dalam men;
np:tgars-lugaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dibanty
Bupati'Walikota mad o matan dan bertanggung jawab ke
mielalui § ooty kb Uy Jeudt kopaca

sebagaimana di

Pelaksanaan ketentuan sebagai
ayat (5), dan ayat (g) dimm;hgﬂwgﬂmah“d i bupat ai valio donetn

berpadoman pada Peraturan Pemerin gan pefaturan bupall atau walikota dengan

Pasal 127

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada

Peraluran Pemerintah.

Kelurahan sebagaimana dima .
pelaksanaan ugasnya memperdeh polpaan s Bepmmateon.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
@,  pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
b. pemberdayaan masyarakal
c.  pelayanan masyarakal;
d.  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
e. pamelharaan prasarana dan fasiiitas palayanan umum;
Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) diangkat oleh BupatiWalikota atas
usul Camat dar pegawai neger sipl yang menguasal pengetahuan teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan parundang
undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah
bertanggung jawab kepada BupatiWalikota melalui Camat.
Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibantu oleh perangkat kelurahan.
Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab
kepada Lurah. Lorah — nade zyst
pelaksanaan fu sebaga imaksud

:’;';?“ﬂ;:%;;ﬁ;& ;ﬂnmgaﬂlaim?:ﬁmuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dengan a.

naan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayal (3), ayat (4).
(o). ayat (6) dan ayat (7) dtetapkan dengan peraturan bupatl atau Wallkota
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 128
sunan i perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
- (1) ma;ﬁmm dﬁgtgalpkan dalam Perda dmga:tﬂ?‘wmpﬂmm fakior
?aﬁrtadenm dan bﬂf‘pednmanpﬂdﬂpathnFEmu'l h. y i
Pangandallanurgarﬂsaaiperarmkeﬂdaamhsgh:iga‘ljrﬁﬂajemh - pa.ﬁ ﬂ“u )
“ -
M&mﬁ%ﬁﬁan b:ﬁdﬂﬂﬁ'n pada Peraluran l:tmm[:.,ma "
onmas : kat dasra
i rgtan jabatan perang sebaga mac
IFlEIIEIrn ;aﬂ 1%?}3::&1 {1) dan ayat (2) :t:iﬂpﬂﬂﬂ dﬂl‘liﬂﬂi'l Peraturan Kep
Daerah dengan berpedoman pada Peratu



BAB V
KEPEGAWAILAN DAERAH

Pasal 129
(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawal neger sipil daerah
¢alam salu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipdl secara
nasicnal,
(2) Marlmr&}‘rban pegawal negen sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi  penetapan  formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesgjahteraan, hak dan

kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian
jurmlah.

Pasal 130
(1} Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dar dan dalam jabatan essbon ||
pada pamenniah dasrah provinsi ditetapkan oleh Gubamur,

{2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dar dan dalam jabatan eselon
Il pada pemerntah daerah kabupaten/koia ditetapkan oleh Bupati®alikota
setelah berkonsultasi kepada Gubemur.,

Pasal 131

(1) Perpindahan pegawai neger sipil antar kabupatenvkota dalam satu proving
ditetapkan oleh Gubemur selelah mempercleh perimbangan Kepala Bada
Kepeagawaian Negara.

(2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsl, dan antar
provinsi  ditetapkan oleh Menteri Dalam MNegeri setelah memperaleh
perfimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsikabupaten/kota ke
departemen/iembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan
Kepegawalan Negara.

Pasal 132

Penetapan formasi pegawail negerl sipil daerah provinsikabupaten/kola setiap tahun
aiwp: dilaksanakan oleh Menterd Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul

(Subsermur.

Pasal 133

' i 5i imbangkan integritas dan
F mbangan karer pegawai negeri sipil daerah Ima'ﬁp&rtl ]
m?:::gﬁtas. ﬁdiﬂiﬁn dan pelatinan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daarah, dan

kompetensi.

Pasal 134

| ' inil daerah dibebankan pada APED yang
i dan tunja pegawai neger sipil da
W E:J;UI:TW d.JanngTﬁnkasi dasar dalam dana alokasi umurm




(2)

(3)

{4)

(1)

{2)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Penghitungan dan penyesualan besaran alokasi i
i asi dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai
negen_s:pﬂ daerah dilaksanakan setiap tahun.
dpgnghrtl.rngﬂn alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)

latur dalam  Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
F*arn_erinlah melalmhzlm pemutakhiran dala pengangkatan, pemberhaentian, dan
pemu'li_:lahan pegawal neged sipil daerah untuk penghitungan dan penyesuaian
alokas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 135

F'_Embinaanl dan pengawasan manajemen pegawal negeri sipil daerah
dikcordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada
tingkat daerah oleh Gubernur.

Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai
negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAJI

Pasal 136
Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapal persetujuan bersama
DPRD.
Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan clonomi daerah provinsi/
kabupaten/kota dan tugas pembantuan, ,
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut
dari peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri
khas masing-masing daerah.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tnggi.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam
lembaran daerah.

Pasal 137

Perda dihelntult bardasarkan pada asas perbentukan peraturan perundang-undangan
yang meliputi:

@ mea0g

' n tujuan;
ﬁﬂn atay organ pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;
kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan; dan
keterbukaan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

()

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan b negakan
. aya paksaan pe
::i:uu:daﬁeg::.ﬂmya alau sebagian kepada pelanggar sesuai deng,anppﬂﬁllural'l

Ferda dapat memuat ancaman pidana kurungan pali

. ng lama & (enam) bulan atau
denda paling banyak Rip.50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah).
Ferda dEII]E:[ mermuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, sesual dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Paszal 144

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubemur atau
Bupati'Walikola disampalkan cleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau
BupatiWalikota untuk ditetapkan sebagai Perda.

Penyampatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
dalam jangka waklu paling lama 7 (tujuh) hari lerhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
oleh Gubemur atau BupatiWalikota paling lama 30 (liga puluh) hari sejak
rancangan tersebul disetujui bersama.

Dalam hal rancangan Perda lidak ditetapkan Gubermnur atau Bupati'Walikob
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut
sah menjadi Perda dan wajib deundangkan dengan memuatnya dalam lembaran
daerah,

Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
rumusan kalimat pengesahannya bedunyi, "Perda ini dinyatakan sah,” dengan
mencantumkan tanggal sahnya,

Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) harus dibubuhkan
pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam
lembaran daerah.

Pasal 145

Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) har setelah
ditetapkan. :
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan
kepentingan umum danfatau peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi
dapat dibatalkan oleh Pemerintah. s
Keputusan hatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayal (£) |
dengan F‘ag?l“r‘m Presiden paling lama 80 {enam puluh) han sejak diterimanya
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {1). .
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembataian sebagaimana :lunak;;qd
pada ayat (3), kepala daerah harus memberhantikan mﬁamk:nm Perda
selanjutnya DPRD bersamsa kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
Apabila provinsikabupaten/koia tidak dapat menerima lmplln-usan parrh;tﬁ
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Hﬂga :;rt? e
dibenarkan oleh perafuran perundang-undangan, kepala
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. _
: imaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian
Apabila keberatan sebagaimana drlrn:ﬁ s e
seluruhnya, putusan hMahka i menyatakan Peratu
;t;usiden m«e;yam batal dan tidak mempunyas kekuatan hu‘lmm

-l



{1

(2)

(1)
(2)

(1)
{(2)

(3)

(1}
{2)

(1)
(2)

Pagal 138
Materi mualan Perda mengandung asas:
pengayoman;
kemanusiaan:
kebangsaan;
kekeluargaan;
kenusantaraan,
bhineka unggal ka;
keadilan;
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
kelertiban dan kepastian hukum; danfatau
|- kesaimbangan, keserasian, dan kesalarasan.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memual asas
lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan,

“Fmoeapow

Pasal 139
Masyarakat berhak memberikan masukan secae lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
Persiapan pembentukan, pembshasan, dan pengesahan rancangan Perda
barpedoman kepada peraturan perundang -undangan,

Pasal 140
Rancangan Perda dapal berasal darl DPRD, Gubemur, atau BupatiWaiikola,
Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubemur atau BupatiWalikola
menyampaikan rancangan Perda mengenai maleri yang sama maka yang
dibahas adalah rancangan Perda yang disampalkan oleh DPRD, sqdangkan
rancangan Perda yang disampaikan Gubemur atau BupatiWalikola digunakan
sebagai bahan uniuk dipersandingkan. _
Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubemur atau
Bupati’Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141
cangan Perda disampaikan oleh anggola, komisi, gabungan komisi, atau alat
Engkapan DPRD yang khusus menangani bidang legisiasi.
glentuan lebih lanjut me ai tata cara mempersiapkan rancangan Perda
:eh&ga:n"ana dllﬂ:ICJSl.llli pamvat{‘l}dlarmdalw Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 142
Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh

sekretariat DPRD.
Pen n rancangan Perda yang berasal dar Gubemur, atau

Bupatialikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Pasal 143



(1)

(2)
(3)

(1)

(2]

(3)

{4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perda dapat memuat
hukum, seluruhnya a:‘;aut?ema"_ tentang pembebaran biaya paksaan penegakan

o . kepada pelanggar sesuai dengan peraturan

Perda dapat memuat ancaman pidana k i
urungan paking | i
denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima pﬂl.llup:]l:‘l?l mh}{ﬂnam} e
Ferda dapat memuat ancaman pidana atau denda i o i
t selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan p-arﬁndangm Enn;a

Pasal 144

Eancfizﬁgf?km yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubemur atau
upalvvvalikota disampaikan oleh pimpinan DPRD da Gub tau
Bupati'Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda, e i
Panyajwaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka wakiu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
oleh Gubernur atau BupatiWalikota paling lama 30 (tiga puluh) har sejak
rancangan tersebut disetujul barsama.
Dalam hal rancangan Perda fidak ditetapkan Gubernur atau BupatiWalikot
dalam wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut
zah rr:hmadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran
aaran.
Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
rumusan kalimal pengesahannya besunyl, "Perda ini dinyatakan sah,” dengan
mencantumkan tanggal sahnya.
Kalimal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) harus dibububkan
pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam
lembaran daerah.

Pasal 145

Perda disampaikan kepada Pemerntah paling lama 7 (tujuh) har setelah
ditetapkan.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bereniangan dengan
kepantingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dapat dibalalkan oleh Pemerintah.
Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ﬁrqtspkan
dengan Peraturan Presiden paling lama 60 {enam puluh) hari sejak diterimanya
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud
padangayal {B}mpala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan
selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mnrmbu’t_; Perda dimaksud.

inslkabupatervkota fidak dapat menerima keputusan pembatalan
ggﬁrﬁahamimana Pgimks-.nﬁ pada ayat (3) dengan alasan yang dapat
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. | _
Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyaiakan Peraturan
Presiden menjadi batal dan fidak mempunyal kekuatan hukum.

-



(7)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden unthuk membatakan

Perda - il .
beﬂaku:gabmma g d pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan

Pasal 146

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan

ndang -undangan,
kepala daerah menetapkan peraluran kepala rily
ey Pran peraturan kepala daerah dan alau keputusan kepala
Peraluran kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagai

aimana

dimaksud pada ayal (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,
Perda, dan peraturan perundang “endangan yang lehih tinggi.

Pasal 147
Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
diundangkan dalam Berita Daerah,

Fengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretars Daerah,

Pemeriniah dasrah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diendangkan dalam

Lembaran Daerah dan Peraturan Kepata Daerah yang telah diundangkan dalam
Barita Daerah.

Pasal 148

Uniuk membaniu  kepala daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggaraan keteriban umum dan kelenteraman masyarakat dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpadoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai
neger sipil sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyudikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan
perundang undangan. _
Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi fugas unfuk
matakukan penyidikan terhadap pelanggaran alas ketentuan Perda.

BAB VIl .
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan

Ei?lfbrgngunan daerah sebagal safu kesatuan dalam sislem perencanaan

ngunan nasional.
g:nr::;anaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

insi, kabupatenkola sesual dengan
dﬂ?,w,m:;r:a?wf mﬂtihi::mdm g!l:'lw Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.



(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana difmaksud

(1)

(2)

(1)
(2)

disusun secara berjangka meliputi: pada ayat (2),

4. Rencana pembangunan [Aangka panj daerah disingkal denga
daerah untuk jangka waktu 20 {::Iuanﬂﬁh} tahun yang memuat v&ﬁ
dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional:

b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah salanjutn
dnsnlbut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Eﬁr?n meniaufkg
penjabaran  dar  visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya  berpedoman  kepada RPJP  daerah  dengan
memperhalikan RPJM nasional.

C. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kehijakan
umurm, dan program satuan kera perangkat daerah, lintas satuan keria
perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

d. Rencana kmjal pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD,
merupakan penjabaran dar RPJM daerah untuk jangka wakiu 1 (satu)
tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioditas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditermpuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja
Pemerintah,

&. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunsf a dan
i, ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah,

Pasal 151
Satuan kerja perangkatl daerah menyusun rencana stralegis yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman
pada RPJM Daerah dan baersifal indikatif.

Renstra -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pamerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 152
Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang
Akurat dan dapat dipertanggungawabkan.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

elenogaraan pemerintahan dasrah;

Ea:rg;iﬁ:f dan tata laksana pemerintahan daerah; |
kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
keuangan daerah;
potensi sumber daya daerah;
praduk hukum daerah;
kependudukan;
informasi dasar kewilayahan; dan
irformasi lain terkait dengan penyeleng

Moo co A d oo

garaan pemerintahan daerah.



(3) Dalam rangka penyelang i
] garaan pemenntahan daerah, untuk tercapai daya
guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sabag&iﬂanﬁ'ﬁatmd

pada ayat (2) dikel Fridees :
nﬂﬁil;ln,;_ { ]' ola dalam sistem infomasi deerah yang tﬁmﬁﬂgr&m SBCAD

Pasal 153

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dala

an p m Pasal 152 disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara rencanaa ngga
pelaksanaan, dan pengawasan. e i L

Pazal 154

Tahapan, tata cara penyusunan, penaendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang
berpedoman pada perundang-undangan.,

BAB VIl
KEUANGAN DAERAH

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 155

(1) Penyelenggaraan urusan pemernniahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dan dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2} Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud a@yat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 156
(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

metaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

= dn:ém melimpatkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, petaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat

rangkat daerah. _

(3) I;‘;"mw sebagian atau seluruh kekuasaan sebagammana dimaksud pada ayal

(2) didasarkan pada prnsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menenma/mengeluarkan uang.

Paragraf Kedua
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Pasal 157
Sumber pendapatan daerah terdini alas: "
a. pendapatan ash daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu
1)  hasil pajak daerah;




(1)
(2)
()

.
b.

2)  hasil retribusi daerahy;

4)  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan
4)  lain-lain PAD yang sah;

dana perimbangan: dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 158

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Unda Undang yang
pelaksanaannya di daerah dialur lebih tanjut dengan Perda. e
Pemerintahan dagrah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan kain di
luar yang telah ditetapkan undang-undang.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 huruf & angka 4 ditetapkan dengan Perda
berpedoman pada peraturan perundang -undangan.

Pazal 159
Diana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdir atas:
Dana Bagi Hasil;
Dana Alckas! Umum; dan
Dana Alokasi Khusus.

c.

(1)
(2)

(3)

Pasal 160

Dana Bagl Hasil sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 159 huruf a bersumber
dari pajak dan sumber caya alam.
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdini dari:
a. Pajagk Bumi dan Bangunan (PBB) sekior perdesaan, perkotaan,
perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
b. Bea Perolehan Atss Hak Tanah dan Bangunan (BPHTTB) sekior
perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan seria kehutanan.
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak
orang pribadi datam negeri. _
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud
e E!illﬂ.-.,E,! {mﬂ ey | dari i hak sahaan hutan
i nan berasal dar uran pengu
2 ﬁﬁlPH:, p??ﬂ.rﬁh:fm‘nﬂﬂj?a hutan (PSDH) dan dana rebaisasi yang
s i e haﬂmmmﬂml darl penerimaan luran
1 umum yang _
b. Zﬂ;ﬁ%‘:ﬂmﬁ'“‘m‘mﬂmn uran ekeplorasi don iran chsploas
(royaity) yang dihasilkan dari mraymuaermmq ngkuta _
diterima secara nasional yang dihasilkan dari

i perikanan ya !
= m:smpunmlan p";nr:.lsarman perikanan dan panerimaan pungutan

zmﬂm;mm minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah

yang bersangkutan; i




(4)

(3)

()

(1)

(2)

{1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

e.  Penerimaan pertamban
yang bersangkutan;

Penerimaan pertambangan panas bumi i

] yang berasal dari
salgraln bagian Pemerintah, iuran tetap dan i'l.l'ln.gﬂ produksi mmﬁmﬁ
dari wilayah daerah yang bersangkitan,

Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Megeri berdasarka i i

s o Meg n perimbangan dar menter
Dasar penghilungan bagian daerah dani daerah penghasil sumber daya alam
ditetapkan oleh Menteri Teknis terkail setelah mempersleh pertimbangan Menteri
Dalam Negeri.

Pelaksanaan kelentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemeriniah,

gan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah

Pasal 161

DAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 hund b dialokasikan berdasarkan
r;rggﬂnme terteniu dar pendapatan dalam neger nelo yang ditetapkan dalam
DAL untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang
menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan
pemyelenggaraan urusan pemenntahan yang formula dan penghitungan D=
nya ditetapkan sesuai Undang -Undang.

Pasal 162
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf ¢
dinlokasikan dari APBN kepada daerah tefentu dalam rengka pendanaan
pelaksanaan desentralisasi untuk:
a. mendanal kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah alas dasar prioritas
nasional;

b. mendanal kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

kegiatan khusus ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana
sl?nn:.b::ﬁfp;da ayat (1) huruf a fif?élfdhl&ﬂihﬂn dengan Eﬁ:‘mﬂtm S5

kegiata & sebagaimana dimaksud pada ay
g::mms;mhh dh;mk;mgihan oleh daerah yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 163

Pedoma i itor i dana bagi hasil
n naan, supendsi, monitoring, dan evaluasi atas
pajak, danmaﬁll sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur datam Peraturan

Menteri Dalam Negeri. | _ |
Pengaturan lebin lanjut mengenai pembagian dana penmbangan mhag?ﬂmm
dimaksud dalam Pasal 157 huruf b dietapkan dalam Undang-Undang tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 164
patan daera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
haujl"l-.klfw : pmpakan mﬁangeﬁn?ﬂpﬂiﬂn daerah selain PAD dan dana
c




{2)

(3)

(1
(2)
(3)

(1)

(2}

(1)

(2)

{3)

(1)
(2)

(1)

perimbangan, i 2 ke
T Fe:iﬂenna wl hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapalan yang

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1 merupakan bantuan berupa ua
barang, danfatau jasa yang h-ﬂrasaiadym Pemeri masy. an
mlah,
usaha dalam negeri atau luar negeri, el
Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pad
r : & ayal (1) merupakan
E:;;ELLI P&mer?lahhdan APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai
mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu tidak da
ditanggulangi APBD. rora e o

Pasal 165
Keadaan yang dapat digolongkan sebagai perstiwa tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Besamya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Megeri dan Menteri teknis terkait,

lala cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur
dalam Peraluran Pemerinlah.

Pasal 166
FPemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan
mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga
mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom,
tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian
dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 167
Belanja daerah diproritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22.
Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, penyediaan fasilitas palayanan Ir.aaa?nl:an I‘E_tﬁllrtas g.umal dan
fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sarmm{ :?mmn ;T,::w
Belania daerah sebagaimana dimaksud pada ayat miam n
ana1i:l; standar belanja, standar harga, tolok ukur kinesja, dan standar pelayanan
rinimal yang ditetapkan sesuai dengan pemturan perundang-undangan.

Pasal 168
Belanja kepala daerah dan -.-.:ahllll:apala daerah diatur dalam Perda yang
berpaedoman pada Peratura n Pemernintah.
Belanja pimpinan dan anggota DPRD deatur dalam Perda yang berpedoman

paca Peraturan Permerintah.

Pasal 169 _ ——
pemerintahan daerah, pemerintah daera
mgﬂmumba dari Pemerintah, pemerintah daerah
keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Untuk membiayai penyele .
dapat melakukan pinjaman
lain. lembaga keuangan bank, lembaga




(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(3)

Pemerintah daerah da

ngan persetu
daerah uniuk memblaya persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi

| investasi yang menghasitkan penerimaan daarah,

Pasal 170

Pemerintah daerah dapat melakukan pi
ar pinjarman yang berasal dari enusan
pingaman hutang luar negeri dari Menter Keuangan afas nama FP:FII'-IEFI'I'I'[EIH
setelah mempercleh pertimbangan Menteri Dalam MNegeri,
Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada 1) dil
akukan
antara Menteri Keuangan dan kepala daerah. AN

Pasal 171
Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada syat (1) sekurang

kurangnya mengatur tentang:

a. pemsyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;

b. penganggaran kewajiban pinjaman daersh yang jatuh tempo dalam APBD.

€. pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban
membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
perbankan, seria lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman
satiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok
obligasi,

f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko,
penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam
APBD.

Pasal 172

Pemerintah daerah dapat membenfuk dana cadangan guna membiayai
kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu. tahun
anggaran.

Pengaturan tentang dana cadangan daerah diietapkan dengan Peraturan
e dimaksud pada ayat (Z) sehurang
Peraturan Pemerintah sebagaimana

kurangnya mengatur pemgamtan pembentukan dana cadangan, serta
pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 173

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan
Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta, —

modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1:1‘: dapat ]
dikurangi, dijual kepada pihak lain, danfatau dapst dialihkan kepada badan

h. _ i
E:::emana e drr:::I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual

dengan peraturan perundang-undangan.




Paragraf Ketiga
Surplus dan Defisit APRD

Pasal 174
(1) Dalam hal APBD diperkirakan
eiang ARHD, iperki SUplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda
{2) Surplus sﬂhagaimarfa. dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
a.  pembayaran cicitan pokok utang yang jatuh tempo;
b.  penyertaan modal (nvestas| daerah);
c. transfer ke rekening dana cadangan,

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit. dagat di i :
daerah yang ditetapkan dalam Perda lenlgg ﬁgltéannlﬂl dani sumber pambiayaan

[4) Pembi?yaan ﬁmh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
a.  5isa lebih perhitungan anggaran tahun laiy;
transfer dari dana cadangan:

b.
¢ hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan
d. pinjaman daerah,

Pasal 175
(1) Menter Dalam Neger melakukan pengendalian defisit anggaran setlap daerah,

(2) Pemenntah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Meanteri
Dalam Megeri dan Menter Keuangan sefiap semester dalam tahun angoaran
barjalan.

(3) Dalam hal pemerintzh daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana
parmbangan.

Paragraf Keempat
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 176

Pemerintah daerah dalam meningkatkan ian daerah dapat memberikan
insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diakur dalam
Perda dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Paragraf Kelima
BUMD

Pasal 177

bentukan, penggabungan,
' h dapat memifiki BUMD yang pem goat
::l?:::;h kéj:aﬁlkan, pt?;lﬂaﬁu pembubamannya ditetapkan dengan a yang

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keanam
pengelolaan Barang Daerah



(1)

(2)

(3)

(4)

Barang milik daerah st melayani kepenti um

milik daerah yang dipergunalkan urthuk [ i

. _ ke tida

S;Fﬂﬁgal, d|5e1_-ahhan haknya kepada pihak lain, uijladihan mm:lr'ln ﬂ"-ﬂl-'k
ig Ikan sesuai dengan keleniuan Peraturan Perundang-undangan .

Pelaksanaan pengadaan barg dilakukan sesual deng kemampuan
keuvangan dan kebutuhan d&erahrgberﬁasa-ka: ‘o siburgh

ransparansi  dengan mengutamakan k dalam negm}m;a‘ denga
peraluran perundang-undangan. P "
Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada a dilakukan
bardasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, d:ﬁm nﬁl-z-a}i ekonomis

yang dilakukan secara fransparan sesuai dengan peraturan  perundang
undangan.

Paragraf Ketujuh
APBD

Pasal 179

APED merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (salu) tshun
anggaran ternitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 180
Kepala daersh dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan
piafp:n anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkal daerah.

yang akan dicapai. ——
keria dan anggaran satuan kera perangkat bagaimana

E:nn;ahsnt?d pa.dga ayat (2} disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan

daerah sebagai bahan pefmyusunan rancangan

berikuinya. _

Pasal 181 _

isertai i

Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tantarrg ;:Eﬂuuﬂtﬂ' perum;ah
dan dokumen-dokumen pendukungny3 kepada mefmpese
persetujuan bersama. _ T o

bagai dgimaksud pada aya pemeri
Sta ﬁmgﬁﬁn herg?sr?rhm kebdjakan umurm APBD, serta prioritas dan
aera

plafon anggaran.
D unfuks me
bilan keputusan DPR
Sﬁ'l-.agl?sTnd pada ayat (2) dilakukan selambatia

tahun anggaran dilaksanakan.

i Perda sebagaimana
wﬁmjmﬁa?mj baulan sebelum



(4) Atas dasar perselujuan DPRD _
daarah ”Eﬂ':"' pkal'l Eﬂhagm dim
ﬁF‘E‘E} dan FEI::‘-HH ohcangan peraluran “matsmm par}‘;;?al il
gan dokumen pelaksanaan ng panjabaran
daerah. anggaran satuan kerja perangkal

Tala cara penyusunan rencana keria :
serta tata cara penyusunan ':I'-uhu:gn g:n enggaran satuan kerja perangkat daerah

e

Paragraf Kedelapan
Perubahan APBD

Pasal 183
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila teradi:
a. perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi kebijakan urmum APBD;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran aniar
unil organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan.
{2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD,
diseriai penjelasan dan dokumen -dokuman pendukungnya kepada DPRD.
: i bahan APBD
(3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang peru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan deh DPRD paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

paragraf Kesembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 184 :
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda Hﬂﬁfﬂk:;’ﬁﬂgﬂuwh
laksanaan kepada DPRD berupa laporan ngmh mY.:n . Jak
gﬁp:ﬂkaa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat & {enam)
hhunanggamnb&mknk. £ R——
imana dimaksud pada ay
(2} Laporan mﬂgﬁﬁ.ﬁn. B aoran aus Hﬂ'bﬁ;mmm :.I,ﬂﬁ:
E;:;F::: keuangan, yang dilampirl dengan laporan keuangan usaha
deamet ; (1) disusun dan disajikan
dimaksud pada ayat
B Lapnmndk&uangmst:gﬁm:ﬂkmﬁrﬂ | pemerintahan Yarg ditetapkan dengan
sesual dengan
Peraturan pemerintah.



Evaluasi Rancangan Peraty

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(=)

Paragraf Kesepuluh

ran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Palaka.an:.an APBD

o Pasal 185
ancangan Perda provinsi tentang APBD yang telsh disetujul bersama dan

rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditefaphkan

oleh Gubernur paling lambat 3 (1 ; :
Negeri untuk dievaluasi 185} hexi dmampallan kepada Menkert Calom

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
Dalam Negeri kepada Gubemur pali TR
diterimanya rancangan ﬁn\ahﬁudl::a ng lambat 15 (lima belas) had terhitung sejak
Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubemur tentang penial:.a?an APBD
sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang kebih tinggl, Gubemur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan
Peraturan Gubemur,

Apabila Menteri Dalam MNeger menyalakan hasll evaluasi rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur lenlang penjabaran APBD
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
tama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindakianjuti oleh Gubemur dan DPRD, dan
Gubemur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD menjadl Perda dan Peraturan
Gubemur, Menteri Dalam Neger membatalkan Perda dan Paraturan Gubamur
dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 186
Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama
dan rancangan Peraturan BupatiWalikota tentang Panjabaran APBD sebelum
ditetapkan oleh BupatiWalikola paling lama 3 (tiga) had disampalkan kepada
Gubernur untuk dievaluasl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Apabila Gubemur menyatakan hasé evaluasi ranmruan_r-'em tentang APBD
dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah
sesual dengan kepentingan Lmum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tingol, BupatiVWalkota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda
dan Peraturan Bupali/Walikota. _
fla Gubemur akan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
s Lo ‘AWalikota tentang Penjabaran APBD fidak
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
ﬁﬁatlmggl Etupnal,t.f'u\"alucnglaﬂ bersama DPRD melakukan penyempumaan paling
lama 7 l:"l;l..ljl..lh] hari sejak diterimanya hasil MI"E ks s oD i
i i itindakianjuti oleh BupatiWa :
Apabila hasil avaluasi tidak d anjuti it Ut o) SEeD

ietap L
rancangan Peraturan BupatiWalikota tentang penjabaran AFBD menjadi Perda



dan Peraturan BupatiWalikota, Gu
BupatiWalikota dimaksud sekalinss rir- S oatalkan Perda den_Peraturan

LS
sebelumnya. gus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun

(6] Gubemur menyampalkan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten'kota

tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati I
: patiWalikota tentang Penjabaran
APBD kepada Menteri Dalam Negeri, 5

Pasal 187

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepata daerah terhadap
rancangan perafuran  kepala daerah tentang APBD, kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setinogHtingg sebesar angka APBD tahun

gaHIngginya ng
anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun
dalam rancangan perafuran kepala daerah tentang APBD.

(2} Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Neger bagi
provinsi dan Gubemur bagi kabupaten'kota,

3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

W rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beseria lampirannya
disampaikan paling lambat 15 (ima belas) han terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan
Perda lentang APBD. e i

& bila dalam batas wakiu 30 (tiga puluh) hari Me am eri

" Ap.Gl&lﬁmur tidak mengesahkan rancangan peraiuran kepala daerah mhagalnm;
dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepa
daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 188
Proses peneia ncangan Perda tentang Perybahan APBD dan rancangan
peraturan hmgagagﬂh tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi m E‘
peraturan kepala daerah beriaku ketantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 186, dan Pasal 187,

Pasal 189

roses pene yang i j retribusi
rda herkaitan dengan pajak daerah,

A rakh, danﬁnnr;ﬁ r;g:a:u;a menjadi Perda, beraku Pasal 185 dan Paﬁlﬂ :gﬁ,

gﬁgan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi dserah dikoordinasikan

dahulu dengan Menter Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan
dengan menten yang membidangi urusan fata ruang.

Pasal 190 Ao
1ang Penjabaran APBD dan peraturan a
entang Penjabaran Pmbﬂﬂrg;u APBD dijadikan dasar penetapan  dokumen
an kﬂtiﬂpa'ﬂngkalda&m

Srsbil kan sistem informasi
j Jaan keuangan daerah dikembangsan sk
Emal,:nmg;nﬂdamﬂim M:JHEI';’; Pmmm'uﬂdgm';: satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan

daerah.



Paragraf Kesebelas
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 192

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam

AFBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah dikelola cleh Ba
Lmum Daerah. = e 4 ndahare

(2) Untuk setiap pengeluaran alas beban APBD, diterbitkan surat keputusan

otorisasi oleh kepala daerah atau surat kepulusan lain yang berlaku sebagai
surat keputusan olorisasi.

(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk
pengeluaran tersebul tidak tersedia atau tidak cukup tersedia datam APBD.

(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabal daerah
lainnya, dilarang melakukan pengeluaran alas beban anggaran belanja dasrah
uniuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 193

(1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat
didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanang
tilak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro dan/atau bunga
atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan dasrah.

(3) Kepaladaerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan lentang
a. penghapusan lagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 194
Penyusunan atausahaan, pelaporan, —pengawasan dan
mﬂanggungiampﬁaim:;‘u?r:gﬂnpinauah diatur lebih lanjut dengan Ferda yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

dakean

Dalam i kaﬂtmkesaiﬂhwﬂanrﬂkwf.daaﬁhdaﬂnﬂ'rﬂﬂl
i Tr?:;gg:n';:nmdrfamh kain ymgmdasarkﬂn pada pertimbangan efislensi dan
kad&“ﬁéas petayanan publik, sinergi dan saling mengumunghan._ |
e sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatl diwujudkan dah;m
™ I':''Errjl:nem'llJﬂ ksgaﬁn;aan kerja sama antar daerah yang diatur dengan kepulusan bersﬂ'rl. ]
(3) Dalam penyadiaan pelayanan pubik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak

hl Et: I.EIEI ma sebagaimana dimakeud pada ayat (1} dim aﬁp{;{}yarg membebani
“ m&lﬁjl'.';aakﬂf dan daerah harus mendapatkan perselujuan D 1



(1)
(2)
{3)
(4)

Pelaksanaan urusan pemerintahan -
dikelola bersama oleh daerah I_arﬁ:ag_l'mng "l'lEﬂgEIthﬂ'lkan dﬂﬂ'lpah finkas daarah

Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib
. menpelola pelayanan publik secara
bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan nF:Ea.:;amk&tm

Untuk pengelolaan kerja sama seb i ot
(2) daerah membentuk badan kerja Ea, imaksud pada ayat (1) dan ayat

Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publix te :
oleh Pemerintah. pelayanan pu rsebut dapat dilaksanakan

Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal
196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

{E)

Pasal 188

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelsnggaraan fungsi pemenntahan antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubemur menyelesaikan perselisihan
dimaksud, _ i
Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupate
wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahaya, Meniesi
Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

BAB X
KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 199
Kawasan perkotaan dapat barbentuk:

a. Kota sebagai daerah otonom; o
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; i
[ bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan

Hawasamh e i i ayat (1) huruf b dikelola oleh
perkotaan gebagaimana dml::sud pada
daerah :Iau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
pemerintah kabupaten. i - qatam hat
imana dimaksud pada aya huruf _

Ham mggﬁam fasiltas pelayanan umum tertentu dikelola
pe ;
bersama oleh daerah terkail. _ _

kawa irencanakan dan dibangun menjadi kawasan
ﬁmwﬁgﬂnmdﬁg bersangkutan dapat membentuk badan
pe mn,

ngunan.

ahii man. pelaksanaan pembangunan, dan pengealolaan Hk_awasm
i F: permerintah daerah mengikutserizkan masyarakal sebagal upaya

pemberdayaan masyarakal.



(7

(1)
(2)
(3)

(1)
(2}

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)
(3

Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ditetapkan dengan Faga deaﬂl

Pamerintah,

BAB XI
DESA

(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ngan berpedoman pada Peraturan

Bagian Pertama

Limium

Pazal 200

Dalam pemerintahan daerah kabupaten'kota dibentuk pemerintanan desa yang
terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Pembeniukan, penghapusan,

dan/alau penggabungan Desa dengan

memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.

Desa di kabupaten/kota secara beriahap dapat diuhah_ atau disesuaikan
statusnya menjadi kelurahan sesual usul dan prekansa pemerintah desa bersama
badan permusyawaratan desa yang diletapkan dengan Parda;

Pasal 201

Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi  kelurahan
dibebankan pada APBD kabupaten/kota. |
Dalam hal desa berubah statusnya meniadi kelurahan, kekayaanmy3 menjadi
kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Baglan Kedua pemerintah Desa

Pemerintah desa terdir atas kepala
Perangkat desa serdiri dari sekretari
Sekretars desa sebagaimand dima

Pasal 202

gipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 203

desa dan perangkat desa.
< desa dan perangkal desa lainnya.
ksud pada ayat (2) diisi dan pegawal neger

Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung
pa

dan dari penduduk desa warga
ggiznjutnya dan tata cara pemilinanmnya

kepada Faraturan Pemerintah.

Calon kepala desa yang memperoleh sua

: , ot
ara Republik Indonesia yang Sya
nrgglur dengan Perda yang herpedoman

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagal kepala desa.

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masya

e mm;drg mﬁpﬂ Tﬁgmpkan dalam Perda dengan

katentuan hukum
berpedoman pada Peraturan

Pemernintah.

Pasal 204

diakui keberadaannya berlaku



Masa jabatan kepala desa adalah
untuk 1 (satu) kali masa jabatan mﬁiEnyT } tahun dan dapat dipilih kembali hanya

Pasal 205

(1) Kepala desa terpifih dilantik oleh i : .
hari setelah pemilinan, BupatitWalikota paling lambat 30 (figa puluh)

(2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/fanii,
(3) Susunan kata-kata sumpahfanj dimaksud adalah sebagal berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/beranii i
U i nji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujumya, dan
seadiladilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamakan dan
memperiahankan Pancasila sebagai dasar negars; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1845 sera

melaksanakan seqala peraturan perundang-undangan dengan selurusdurusnya
yang berlaku bagl desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesis”. !

Pasal 206
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asakusul desa.
b. wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa.
¢. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemesintah

kabupaten/kota.
d. urusan pemerintahan lalnnya Yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Pasal 207
Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, danfatau pemerintah
kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
seria sumber daya manusia.

Pasal 208
. i b
ugas dan kewa iban kepala desa dalam memimpin penyalenggaraan pemerintah
-I'EBEE ?:Iiah:'lahlhjlan;m dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 209
la
permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepa
E::: nmenanL':;ung dan menyalurkan aspirasl masyarakat.

Pasal 210 s 5
Anggota badan syawaratan desa adalah wakil dar penduduk desa
A bersangkutan yang dilatagkan dengan cara musyawarah dan
(2) Pimpinan hadan permusyawaratan desa dipilin dari dan oleh anggota badan
permusyawaratan desa.



(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

(2)
()

(4)
(5)

(8)

{1)
(2)

Masa jabatan anggota badan
dapat dipilih lagi untuk 1 (sa

Syarat dan tata cara peneta
desa diatur dalam Perd

pﬂrrnmmrgratan desa adalah 6 {enam) tahun dan
u) kali masa jabatan berikutnya.

pan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan
a yang berpedoman pada Peraturan F‘HI‘I‘IEI'ITI'If-EE-

Bagian Keempat
Lembaga Lain

Pasal 211
Di desa dapal dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan
peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berfugas membantu
pemeriniah desa dan memupakan mitra dalam memberdayakan masyarakal desa.

Bagian Kelima
Keuangan Desa

Pasal 212

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan tang, serta segala sesuahu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban. _
Hak dan kewajiban seh.-aganﬁ: S:nalm.ld dg:ﬁa ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja dan penge n kauangan ; .
Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayst (2) terdin alas:
a. pendapatan asli desa; - _
b. bagihasll pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; e
C bagian dar dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terima
" oleh kabupaten/kota; _
d bantuan dar Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota, . )
e hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

A ' ayat (2) digunakan untuk mendanai
Belanja desa sﬂbm;mdﬁmn masyarakat desa.

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan
aleh kepala desa yang dituangkan calam

dan belanja desa.
Pﬂndapal:ﬂﬂ cloiaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mdan
ditetapkan olen BupatiWalikata dengan berpedoman pada peraturan pern o
undangan.

Pasal 213
dapat mendirikan badan usaha milik desa sesual dengan kebutuhan dan
Desa
gm:::lm milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada
p;-aluran pmumvundas_'gan-



(3)

(1)
2]
(3)
{4)

(1)

(2)

(1
(2)

(1)

Badan usaha milk desa se r
pinjaman sesuai peraturan mrﬁ%ﬁ:ﬁ;ﬁ” ayal (1) dapat melakukan

Bagian Keenam
Kerja Sama Desa

Pazal 214
Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepenti |

: ngan desa yang diatur dengan
hap_utusan bersama dan dilaporkan kepada BupatiWalkota melalui camat. i
Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya,
ﬁarjaﬁa_ma desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapal dilakukan, sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) dapat dibeniuk badan kerja sama.

Pasal 215
Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupatenikota dan
atau pihak keliga mengikutsertakan pemerintah  desa dan badan
penmusyawaratan desa.
Palaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan
Perda, dengan memperhatian:
a. kepentinganmasyarakal desa;

b. kewenangan desa;
c.  kelancaran pelaksanaan investast,
d kelestarian fingkungan hidup;
e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Pasal 216
Pengaturan lebih lanjut rner-gama_i desa ditetapkan dalam Perda dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

gehagalmana dimaksud pada ayat (1), waljib mengakui dan menghomati
hak, asakusul, dan adat istiadat desa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 217

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintah meliputi: _
8 kmrdiﬁ:’gpemﬂﬁ'ltﬂhan antar susunan pemernntaharn,

b, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;

a:l pemberian himbingan, supervise, dan koncultasl pelaksanaan URJSaN
1 pemerintahan; _

d. pendidikan dan palm_an:dan

ditaksanakan oleh



{2)
()

(4)

(5}

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

B. perencanaan, penelitian, amba
pﬂﬂkﬂanaanmnmmEﬁﬂrﬁm_ ngan, pemantauan, dan evaluasi

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 i
berkala pada tingkat nasional, raghng?,dﬂ!ﬂ prr.':E.n::rsrer WA
Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimak

sid pada aval (1) hurufh
mancakup_asap-ek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, p-and:yn:an‘ :Ilmal'rtas.
pengendalian dan pengawasan,
Pemberian bIMhInggn. supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik

secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu
sesual dengan kebutuhan,

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah,
anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai neger sipil daerah, dan kepala desa.

Perencanaan, penglitian, pengembangan, pemantavan, dan  evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala
ataupun sewaktu-wakiu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d dan huruf
e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan linggi dan/atau lembaga
penalitian.

Pasal 218
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditaksanakan oleh
Pemerintah yang meliputi: o didaecan
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daeran;
b, Pengawasan lemadap peraturan daerah dan peraturan kepala dasrah.

Pengawasan imana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
aparalpenga::ﬁh;gt.;m Pemerintah sesual peraturan perundang -undangan.

Pasal 219

Pemerintah memberikan penghargaan dalam peryelenggaraan pemerintahan

: gaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Penghargaan ;:?;h kexpala gmh daru?:lau wﬂﬂ kepala daerah, anggota

daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan
parmusyawmtm desa, dan masyarakat.

gy nyelenggaraan
Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penye

pemerintahan daerah. o —
Ganksi sebagai i d a ayat (1) diberikan kepa pemerintah

d |-L| ﬂmdzr:mﬁ!;lmu?mﬁdhapﬁa daerah, anggota DPRD, perangkal
aarah,

daerah, PNS daerah, dan kapala desa.

Pasal 221



Hasil pembinaan dan pe asan seha
218 digunakan seha Ngav gaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal

: gal bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat
digunakan sebagai bahan pemeriksaan cleh Badan Pemariksa Keuangan. -

Pasal 222

(1) Perrll::in_aan dqn pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional
dikoordinasikan oleh Menteri Dakam Negeri.

(2) FPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh
Gubemur.

(3} Pembinsan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  desa
dikoordinasikan aleh BupatiWalikota,

{4} Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang melipuli standas, nomma, prosedur,
penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemeriniah,

BAB XNl
PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Pasal 224
= nyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapal
i mr;mm:ukampsmy;n yang berlugas memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan otonomi daerah.
(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan ﬁaran dan
pertimbangan kepada Prasiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
a. pembentukan, Pﬂﬂm:m-ﬂﬂﬂ dan penggabungan daerah | sera
mbentukan kawasan Knusus. _
b I:ﬁrrﬂmr-gan keuangan antara Pe merintah dan pemerintahan daerah, yang
“"“1"9““‘-W1 bagian i i hasil pajak
i nmﬁrqmmrgmmahalaﬁdmbagl pa
Y Egnmmmalmmﬂdemanwamanm
undangar; _
2) formula dan perhitungan DAL masing-masing dmaa'ah ben:ﬁa_ sarkan
besaran pague DAU spsyal dengan peraturan perundangan,
3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran
} berdasarkan besaran pagu “I:;-K dengan menggunakan kriteria
sesuai dengan peraturan pernd ngan. o
Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirmpin oleh Mgr;i-::ln}:;?
= Nwaf? yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya
kanjut dengan Peraturan Presiden.




BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 225

Daarah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain

diatur dengan Undang-Undang ini diberakukan puia
datam Undang-undang lain, PR T R

(1)

(2}

(3)

(1)

Pasal 226

Ketentuan dalam Undang-Undang ini beraku bagi Provinsl Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussslam, Provinsi Papua, dan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus

dalam Undang-undang tersendiri.

Keistimewaan untuk Provinsi Daerah |stmewa Yogyakaria sebagaimana

dimakeud datam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1939, adalah tetap dengan

ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah lstimewa

Yogyakarta didasarkan pada Undang -Undang inil.

Khusus untuk Provinsi Nangaroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah diselenggarakan gesual ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagl Provinsi Daerah Istimewa

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempumasn:

a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan
bulan Aprl 2005, diselenggarakan  pemilihan  secara kamgsLUng
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Chonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Isfimewa Aceh _sabagal provinsi
Manggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.

b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf _{a} diatas
diselenggarakan pemilihan kepala daersh sesual dengan periode masa
jabatannya. o

: ala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya

= ::Eelum Unidang-Undang ini disahkan sampal dengan bulan April 20085,

sejak masa jabatannya berakhir diangkat secrang penjabat kepala daerah.
i atau

4. Penjabat kepala daerah Hdahdapa!manhd!:ﬂmmdadaa'ﬂh

cdﬂfh:ﬂkﬂ kepala daerah yang dipiiih secara langsung sebagalmana

dimaksud Undang-Undang Nomos 18 Tahun 2001 tentgng-::rh:mrm Khusus
bagi Provinsi Daerah \stimewa Aceh sebapai Provinsl Nanggroe Aceh

Anggota I'l:-l-:lm'lﬁi Indepeanden Pemilihan dari unsur anggota  Komisi

Pemilian Umum Republik Indonesia dilsl oleh Ketua dan anggota Komisi

Pemiihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 227
i dukannya
untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukaota Jei:ar!.ﬂ karena kedu
m:i |bukota MNegara Republk Indenesia, digtur dengan undangundang

tersendir.




(2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
| agai |bukota Negara berstatus
sebagai daerah otonom, dan dalam wil h ini
ol : ayah administrasi tersebut tidak dibentuk
{3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:

a. :cqﬂkhus:man tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota
epara.

b.  tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat,

c.  keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata
ruang daerah sekitar.

kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu
yang dikelcla langsung oleh Pemerintah.

d.

Pasal 228

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan,
dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah.

(2} Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumiah, susunan dan luas
wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.

(3} Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah,
gebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2}, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

(4) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan
menjadi miik daerah.

Pasal 229

kayah negara
Batas daerah provinsi atau kabupatenfkota yang berbatasan dengan wi ]
lain, diatur berdasarkan peraturan mmw;an memperhatikan
hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan erintah.

Pasal 230
entara i Republik
Nasional Indonesia dan anggota Kepofisian Negara
ﬁ?ﬁ::ﬁa‘rﬁdﬂk menggunakan hak memilihnya dalam pemiliban kepata daerah dan
wakil kepala daerah sepanjang beium diatur dalam undang-undang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 231

a Lmﬂm—‘_mam H. m' v
U Ll [ I:-a

dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

Prowi desa yang ada pada saat
i n/kota, kecamatan, kelurahan, dan yai

{1) Provinsi, fﬁﬁmgundang ini tetap sebagai w’uﬁﬂm

hetamaig:n kelurahan, dan cesa kecuali ditentukan lain raturan

perundang “rdangart.



(2) Pembentukan daerah provinsi atay ;
persyaratan pem‘n&nluplltan sesuaj kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh

peraturan perundang-undangan tetap di
sesual ket peraturan perund proses
-I:F|unu:la|r1g:-|c::wI1 ™ ang-undangan sebelum Undang-Undang ini

Pasal 233
(1) Kepala daerah yang berakhir masa batannya pada tahun 2001 sampai d
bulan J:IJI'fI 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daarah aea;fnapa:an;:ﬁg
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini pada bulan Juni 2005.
(2) Kepala daerah. yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai

dengan bulan Juli 2008 diselenggarakan pemifihan kepala daerah secara
langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan
Desember 2008,

Pasal 234

(1) HKepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sabalum
bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berskhir diangkat secrang penjabal
kepala daerah.

(2} Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang
undang ini, menjalankan lugas sampai berakhir masa jabatannya.

(3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.

Pasal 235

Pemilihan Gubemur dan BupatiWalikota dalam satu dasrah yang sama yang berakhir
mﬂljabatannfa pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu
antara 1 (satu) sampai dengan 30 (liga puluh) har, pemungutan Suaranya
diselenggarakan pada hari yang sama.

Pasal 236
Kepa saal mulai berlakunya Undang-
1 la desa dan perangkat desa yang ada_pada W
i undang Ini tetap menjalankan tugas sampal habis masa }ahaﬂmya ’
(2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada s-ﬂatdr;llrrll brr::un?a I}dﬂlﬂ
undang ini nmpal.at]hm tugas sebagaimana di atur ng -Undang
sampai habis masa jabatannya. %

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung

dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada

Undang-Undang ini.

Pasal 238 _
_undangan yang berkaitan dengan pemerintahan

(1) Semua peraturan perundang g e fangan dengan Undang-Undang

daerah sepanjang belum diganti
ini dinyatakan tetap berlaku.



(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini diteta
2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini di!-etagpkan_ pkan selambatiambatrya

Pasal 239

Pada saal berlakunya Undang-Undang ini, maka Unda
_ ' ng-Undang Momor 22 Tahu
1998 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku: c !

Pasal 240
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakaria,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Tid.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Tid.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOMNESIA TAHUN..... NOMOR..........



PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Menimbang

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mengantisipasi keadaan genting yang

disebabkan olch bencana alam, kerusuhan, gangguan
keamnanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau
sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang berakibat pemiliban tidak dapat
dilaksanakan  sesuai dengan jadwal, perlu  dilakukan
pengaturan tentang penundaan penyelenggaraan pemilihan
kn:paladaernhdanwakilkepaladaemh;

bahwa pertimbangan sebapaimana dimaksud pada huruf a

belum diatur dalam Unﬂang-Undang MNomeor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah;

bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah perlu menerapkan prinsip efisiensi
dan efektifitas berkaitan dengan pemanfaatan  dana,
perlengkapan, personil, dan keadaan wilayah pemilihan;

 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan

huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat(4) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAH DAERAH
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 WNomer 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah
sehagai berikut:
i, Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyl
sebagai benkut:
(1) Jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam
ratus) orang.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
lokasinya, di tempat yang mudah dijangkau, termasuk



oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilik

dapat memberikan sudranya secara langsung, bebas dan
rahasia.

(3} Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan
aleh KPUD.

2. Diantara pasal 236 dan BAB XVI KETENTUAN
PENUTUP disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal
236A dan Pasal 236B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 236A

Dalam hal di suatu dacrah pemilihan terjadi bencana
alam, kerusuhan, gangpuan keamanan, dan/atau gangguan .
lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemiliban
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan
ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Feraturan
Pemerintah.

Pasal 236B

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah

dapat memberikan dukungan.
Pasal 11

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, — memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dala.m Lembaran Negara
Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2005
MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Selaku
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM,
ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

L EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,
ttd

Sugiri, SH.



